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َنَ هَ ق َ ز رََ َوَ ل ََدَ وَ ل وََ مَ ىَالَ لَ عَ وَ َقلىةَ اعَ ضَ الرَ َمَ ت يَ ََنَ أ ََادَ رَ أ ََنَ مَ ل ََنَ يَ لَ امَ كَ َنََ ي لَ وََ حَ َنَ ىَ دَ ل َوَ أ ََنَ عَ ضَ رَ ي َ َاتَ دَ الَ وَ الَ وَ 

َهَ دَ ل وََ ب ََوَ ل ََدَ وَ ل وََ مَ ل َاَوَ ىَ دَ ل وََ ب ََةَ دَ الَ وَ َآرَ ضَ تَ ل ََجاهَ عَ سَ َوَ ل َإ ََسَ فَ ن َ َفَ لَ كَ تَ ل ََقلىفَ وَ رَ عَ مَ الَ ب ََنَ هَ ت َ وَ سَ كَ وَ 

امَ هَ ي لََ عَ َاحَ نَ جَ ل َفَ َرَ اوَ شَ تَ اَوَ مَ هَ ن َ مَ َاضَ رَ ت َ َنَ َعَ الًَصَ فَ َادَ رَ أ ََنَ إَ فَ َجكَ ل اَذَ َلَ ثَ مَ َثَ ارَ وَ ىَالَ لَ عَ وَ 
َقلى

اَوَ قَ ات َ وَ َقلىفَ وَ رَ عَ مَ الَ ب ََمَ ت يََ ت َ أ آَمَ َمَ تَ مَ لَ اَسَ ذَ إ ََمَ كَ ي لََ عَ َاحَ نَ جَ ل َفَ َمَ كَ دَ ل َوَ اَأَ وَ عَ ضَ رَ ت َ سَ ت ََنَ أ ََمَ ت دََ رَ أ ََنَ إ وََ 

رَ ي َ بَ خَ َنَ وَ لَ مَ عَ اَت َ مَ ب ََاللَ َنَ اَأَ وَ مَ لَ اعَ وَ َاللَ   
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah 

dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan 

pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) 

seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 

233). 
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ABSTRAK 

Dwi Fahmi As-Shibrony, 2021: Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap 

Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby). 

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami, Masa Iddah, Putusan 

Pengadilan Agama Jember 

Pelaksanaan putusan pengadilan agama berupa hak-hak istri akibat 

perceraian terdapat problematika bahwasanya terdapat 88,43% atau 89.089 

putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama, 

hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan dengan cara sukarela oleh pihak 

suami kepada istri dan 80% tidak terealisasi. Pada  tahun 2017 saja belum ada 

perkara permohonan eksekusi pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, mut’ah dan 

madhiyah yang masuk ke Pengadilan Agama. Lain halnya dengan perkara gugatan 

hak-hak bekas istri yang masuk ke Pengadilan Agama, terdapat sebanyak 31 

perkara atau 0,01% dari total perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama 

seluruh Indonesia. Hak-hak istri akibat perceraian berupa nafkah iddah kurang 

mendapat perlindungan hukum dan keadilan dikarenakan suami enggan 

memenuhi kewajibannya tersebut padahal istri masih wajib menjalani masa iddah. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana duduk 

perkara pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah 

pada putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio 

decidendi) dalam putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap 

istri dalam masa iddah? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah 

suami terhadap istri dalam masa iddah terkait putusan Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby menurut hukum 

positif dan hukum Islam? 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, lalu jenis 

penelitian yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik 

kepustakaan. Analisis data menggunakan secara deduktif. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pengadilan di tingkat banding 

secara ex officio menetapkan nafkah iddah dan mut’ah walaupun tidak diminta 

oleh istri terkait hak-haknya sebagai akibat perceraian dan eksekusi/pelaksanaan 

putusan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan 

dikarenakan tidak dinarasikan dalam duduk perkara 2) Dasar pertimbangan 

hukum hakim adalah pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan asas kepatutan, dan 

kemampuan suami. SEMA No. 2 Tahun 2019 tidak dipertimbangkan oleh majelis 

hakim dalam putusan tersebut 3) Pelaksanaan putusan tersebut tidak ada 

perlindungan hukum terkait nafkah iddah dan mut’ah dikarenakan tidak ada narasi 

dalam gugatan terkait ketentuan SEMA No. 2 Tahun yang berupa akta cerai 

sebagai jaminan. Eksekusi putusan dapat secara sukarela maupun secara paksa 

melalui permohonan eksekusi. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan di 

dalam kehidupan dunia ini agar kita semua dapat hidup dengan bahagia serta 

terciptanya ketentraman lahir dan batin. Dari sekian banyak makhluk hidup yang 

berpasang-pasangan, Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan 

perempuan agar mereka dapat saling menyayangi, mengasihi, mencintai, serta 

dapat menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Hubungan antara 

laki-laki dengan perempuan tidak serta merta dengan bebas dan mutlak, Allah 

SWT telah mensyariatkan akad pernikahan sebagai lembaga untuk mengahalalkan 

hubungan itu antara laki-laki dengan perempuan. Islam mengatur pemeliharaan 

keturunan (hifdzun nasl) melalui perkawinan yang sah dan melarang perzinahan. 

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang 

dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun 

yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis 

manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini 

adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.
1
 Pergaulan laki-

laki dengan perempuan melalui lembaga pernikahan yang disebut dengan suami 

istri bisa bernilai ibadah dan sumber pahala bagi kedua belah pihak. Setiap orang 

berhak melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) yang 

menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

1
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2  (Jakarta: Kencana, 2014), 237. 
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2 

keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2
 Dalam pasal 2 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
3

Jadi orang yang beragama Islam harus melakukan pernikahan menurut hukum 

Islam sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.”
4

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah 

SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah 

atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. 

Sebagaimana dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.”
5

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki 

dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-

syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat 

mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh 

karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan 

2
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

3
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

5
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, 

diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela sangat keji, yaitu 

perzinaan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas‟ud, Rasulullah SAW, bersabda: 

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ فإَِنَّوُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجَِ  تَطِ ْْياَ مَعْشَرَ الشَّ ْْ ْ يَ ََ  وَمَنْ 
وِجَاءٌ )متفق عليو(فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّوُ لَوُ   

Artinya : “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan 

bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan 

dan memelihara farji‟. Barangsiapa tidak mampu maka hendakmya ia 

berpuasa, karena  dapat menjadi benteng.” (Muttafaq „Alaih) 

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia 

yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah 

beliau. Hadis riwayat dari Anas Ibn Malik, bahwa Nabi SAW memuji Allah dan 

Anas melihatnya dan beliau bersabda: 

ْ )متفق اءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِْ فَ لَيْسَ مِنِِّّ َْ عليو( لَكِنْ أُصَلِّيْ وَأنَاَمُ وَأَصُوْمُ وَأفُْطِرُ وَأتََ زَوَّجُ النِّ

Artinya :”Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi 

perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan 

termasuk golonganku.” (Muttafaq ‟Alaih). 

Perkawinan yang sarat nilai dan tujuan-tujuan sebagaimana di dalam pasal 

1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.”
6
 Sebagaimana juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam menyatakan, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

6
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
7
 Islam mengaturnya dengan baik

dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya 

perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.
8

Bilamana perkawinan yang diinginkan dan diimpi-impikan tidak tercapai, 

sebagaimana dari pihak suami dan dari pihak istri saling menuntut haknya, maka 

akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa menurunkan 

ego dan emosi dari kedua belah pihak. Rumah tangga yang begitu kering akan 

kasih sayang dan tidak harmonis yang dulunya diharap-harapkan ternyata tidak 

sesuai dengan harapan suami-istri. Oleh karena itu, suami istri harus menyadari 

akan hak dan kewajibannya masing-masing tanpa bersikeras menuntut 

pasangannya untuk selalu memenuhi haknya akan tetapi justeru dia sendiri tidak 

memenuhi kewajibannya. 

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan 

tersebut, hal itu akan mengakibatkan berpisahnya suami-istri. Karena tidak adanya 

kesepakatan antara suami dan istri, dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya 

suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Dengan 

adanya jalan itu, terjadilah ketertiban dan ketenteraman antara kedua pihak, dan 

masing-masing dapat mencari pasangan yang dapat mencapai apa yang dicita-

citakan. Apalagi bila perselisihan suami-istri itu menimbulkan permusuhan, 

perselisihan dan menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum 

kerabat mereka. Sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, 

talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka, 

7
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

8
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 

53-54. 
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sebab asalnya hukum talak itu makruh berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, 

berikut ini 

يْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ أبَْ غَضُ الَْْلََلِ إِلََ الِله تَ عَالََ الطَّلََقُ )رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَ 
 وابن ماجو(

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu 

yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak.”
9

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 

suami dan istri. 

Dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri.
10

Cerai yang diajukan oleh pihak suami dalam proses sidang Pengadilan 

Agama disebut cerai talak. Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan, “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 

9
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 61-62. 

10
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”
11

 Sedangkan cerai yang

diajukan oleh pihak istri dalam proses sidang Pengadilan Agama disebut cerai 

gugat. 

 Cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri biasanya bersamaan dengan 

pengajuan nafkah iddah, nafkah madliah, biaya pemeliharaan anak, dan hak 

hadhonah demi memperoleh hak-haknya yang seharusnya diperoleh akibat hukum 

dari perceraian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Majelis hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan atas 

peristiwa hukum dan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak istri sebagai 

penggugat dan jawaban dari pihak suami sebagai tergugat yang dibuktikan dalam 

acara pembuktian. Bilamana hal-hal peristiwa  hukum dan alasan-alasan yang 

diajukan oleh penggugat benar, beralasan dan terbukti di muka persidangan, maka 

hakim dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya tuntutan yang diajukan oleh 

penggugat. 

Akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, bilamana mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan yaitu pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil.” Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Bekas 

istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.
12

11
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

12
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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Jadi istri berhak mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz akibat 

putusnya perkawinan karena talak. 

 Dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr 

hanya terdapat pengabulan gugatan cerai dengan amar putusan penjatuhan talak 

satu ba‟in sughra tergugat (suami) terhadap penggugat (istri) tanpa adanya 

penghukuman kewajiban biaya penghidupan terhadap suami berupa hak-hak istri 

pasca perceraian dikarenakan istri sebagai penggugat hanya menuntut perceraian 

di dalam petitum gugatannya.
13

 Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby di dalam amar putusannya 

majelis hakim secara ex officio menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000 

dan mut‟ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000 berdasarkan kelayakan, 

kepatutan, keadilan dan kemampuan ekonomi suami walaupun istri sebagai 

penggugat tidak meminta dalam petitum gugatannya. Hak ex officio hakim 

berdasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum.
14

 Pasal 41 huruf (c) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

13
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 

14
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 
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kewajiban bagi bekas istri.”
15

 Suami sebagai pembanding mengajukan

permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku Pengadilan 

Tingkat Banding. Bahwa keberatan pembanding yang disampaikan dalam memori 

banding yang terkait dengan tidak disertakan ijin perceraian dari kesatuan 

komandan tergugat. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan, karena hal 

tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela oleh majelis 

hakim Pengadilan Agama Jember dengan tepat dan benar, dan majelis hakim 

Pengadilan Agama Jember telah melakukan tindakan sesuai dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 

Nomor 10 Tahun 1983, dengan baik dan benar. Pelaksanaan eksekusi putusan 

terkait pembayaran sejumlah uang berupa nafkah iddah dan mut‟ah tidak ada 

perlindungan hukum dan keadilan.
16

Dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri selama dalam 

masa iddah akibat perceraian timbul problematika. Problematika yang timbul 

tersebut tidak terlaksananya isi putusan tersebut berupa penghukuman kepada 

suami membayar sejumlah uang terhadap istri berupa nafkah iddah. Putusan yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim diharapkan bagi para pencari keadilan dapat 

memberi asas kemanfaatan dan keadilan sehingga dapat menyelesaikan perkara 

dengan selesai. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa dari 88,43% atau 

89.089 putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan 

Agama, hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan dengan cara sukarela oleh 

15
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

16
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 
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pihak suami kepada istri dan 80% tidak terealisasi. Kecilnya angka realisasi 

pelaksanaan putusan yang disertai pembebanan kepada suami dalam perkara cerai 

talak di Indonesia, didasari dengan indikator banyaknya keluhan dari masyarakat 

pencari keadilan (khususnya istri) yang tidak mendapatkan haknya pasca ikrar 

talak dilaksanakan. Perempuan atau mantan istri yang hak-haknya tidak dapat 

mereka dapatkan bisa melakukan upaya hukum berbentuk permohonan eksekusi 

atau gugatan hak-hak bekas istri ke Pengadilan Agama. Namun angkanya masih 

sangat kecil dari total keseluruhan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama. 

Berdasarkan data Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, sepanjang 

tahun 2017 saja belum ada perkara permohonan eksekusi pelaksanaan 

pembayaran nafkah iddah, mut‟ah dan madhiyah yang masuk ke Pengadilan 

Agama. Lain halnya dengan perkara gugatan hak-hak bekas istri yang masuk ke 

Pengadilan Agama, terdapat sebanyak 31 perkara atau 0,01% dari total perkara 

yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
17

 Istri sebagai dampak

akibat putusnya perkawinan karena perceraian seringkali terabaikan hak-haknya 

karena pelaksanaan (eksekusi) pembayaran sejumlah uang terkait nafkah iddah 

cenderung sulit. Padahal istri wajib menjalani masa iddah guna lil ibro‟ sehingga 

istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain atau tidak boleh menikah 

dengan laki-laki lain. 

Berdasarkan paparan permasalahan yang ada, maka penulis bermaksud 

meneliti dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami 

17
 Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak 

Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 

3 (November, 2018): 367. 
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Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember 

(Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby)” 

B. Fokus Kajian. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan 

merumuskan beberapa fokus kajian sebagai berikut: 

1. Bagaimana duduk perkara pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri

dalam masa iddah pada putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby ? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan

Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang 

pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah ? 

3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam

masa iddah terkait putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby menurut hukum positif dan hukum Islam ? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berangkat dari fokus kajian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Duduk perkara pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa

iddah pada putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 
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2. Dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan Nomor:

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang 

pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah. 

3. Pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa

iddah terkait putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby menurut hukum positif dan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah

wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan kewajiban nafkah iddah suami 

terhadap istri dalam masa iddah pada putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr 

dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby berdasarkan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, 

sehingga dapat dijadikan informasi bagi yang membaca untuk dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan seputar Al-ahwal Al-syakhsiyyah. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan 

perpustakaan yang merupakan sarana di dalam pengembangan wawasan 

keilmuan di bidang Al-ahwal Al-syakhsiyyah. 

E. Definisi Istilah. 

1. Kewajiban.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

12 

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
18

2. Nafkah.

Nafkah adalah belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari hari.
19

3. Iddah.

Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah 

bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih 

rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.
20

4. Putusan.

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan 

adanya suatu sengketa.
21

5. Hukum Positif.

Hukum positif adalah hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di 

suatu tempat atau negara.
22

 Hukum positif/peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan munakahat khususnya kewajiban nafkah suami 

terhadap istri dalam masa iddah yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan 

agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.
23

6. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah perintah (doktrin) dari Allah SWT yang berkaitan 

dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah 

18
 https://kbbi.web.id/wajib. Di akses pada tanggal 06-10-2020. 

19
 https://kbbi.web.id/nafkah. Di akses pada tanggal 06-10-2020. 

20
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 304. 

21
 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama (Surabaya: Jauhar Press, 2017), 541.  

22
 Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan 

Ulama,” Jurnal Hukum Novelty 8, no. 2 (Agustus, 2017): 160. 
23

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 20-21. 
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dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau 

meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.
24

Hukum Islam yang berkaitan dengan munakahat khususnya kewajiban nafkah 

suami terhadap istri dalam masa iddah yaitu pendapat mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi‟iy dan Hanbali.
25

F. Sistematika Pembahasan. 

Pada penelitian ini, untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan 

penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. 

Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. 

Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar 

belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, dan  sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan Kajian Kepustakaan yang terdiri dari dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori berkaitan dengan kewajiban nafkah suami terhadap istri 

dalam masa iddah. 

BAB III merupakan Metode Penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 

data. 

24
 Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan 

Ulama,” Jurnal Hukum Novelty 8, no. 2 (Agustus, 2017): 159. 
25

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 17. 
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BAB IV merupakan Pembahasan, di dalamnya terdiri dari pembahasan 

gambaran umum Pengadilan Agama Jember, duduk perkara pelaksanaan 

kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah pada putusan Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby, pembahasan dasar 

pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang 

pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah,  dan 

pembahasan akibat hukum terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami 

terhadap istri dalam masa iddah pada putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan 

Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

BAB V merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait 

hasil penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istrinya 

dalam masa iddah pada putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu. 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat memahami secara mendalam 

tentang penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini. 

Diantara penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan yang akan 

peneliti lakukan antara lain: 

1. ”Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di

Pengadilan Agama Kota Malang)”. Latar belakang masalah skripsi ini yaitu 

dalam lalu lintas hukum, tidak semua masyarakat tahu dan mengerti hak dan 

kewajiban hukum, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban hukum 

bagi wanita (istri) yang menjalani masa iddah. Pengadilan selaku badan 

tertinggi dalam peradilan Islam yang mengurusi keberlangsungan rumah 

tangga, bertanggung jawab penuh untuk ikut andil mengurusi masalah nafkah 

iddah suami terhadap istri dan anak-anaknya. 

Rumusan masalah skripsi ini yaitu yang pertama, problematika apa saja 

yang sering muncul dalam masa iddah. Yang kedua, upaya apa saja yang 

dilakukan istri untuk menuntut haknya dalam masa iddah. Yang ketiga, 

bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan 

sehubungan hak iddah bagi istri.
26

 Tujuan penelitian skripsi yaitu yang

pertama, untuk mengidentifikasi problematika yang sering muncul dalam 

26
 Liza Wahyuninto, “Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di 

Pengadilam Agama Kota Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2010), 5-7. 
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masa iddah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan istri 

untuk menuntut haknya dalam masa iddah. Yang ketiga, untuk mencermati 

proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan 

sehubungan hak iddah bagi istri. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena 

penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu, yaitu dilakukan di Pengadilan 

Agama kota Malang, khususnya Hakim yang pernah menyelesaikan masalah 

ini. Kesimpulan skripsi ini adalah problemnya adalah tidak ada pemahaman 

dari pihak berperkara, dan upaya untuk memahamkan kedua belah pihak akan 

pentingnya hak nafkah iddah. Hingga sampai saat ini jarang sekali, bahkan 

dapat dikatakan tidak ada istri yang menuntut suami untuk memberikan 

haknya selama masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh suami. Proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan 

pelaksanaan putusan hak iddah bagi istri yang melakukan gugatan perceraian 

tidak jauh berbeda dengan proses sebagaimana suami mengajukan cerai talak. 

Saran skripsi yaitu hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istri pada 

masa iddah mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga 

Pengadilan Agama. Karena banyak suami istri yang mengajukan gugatan 

perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.
27

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah suami terhadap istrinya 

dalam masa iddah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

27
 Wahyuninto, 74-77. 
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akan peneliti angkat yaitu problematika pemenuhan hak-hak istri dalam masa 

iddah di Pengadilan Agama Kota Malang yang berupa tidak ada pemahaman 

dari pihak berperkara dan upaya untuk memahamkan kedua belah pihak akan 

pentingnya hak nafkah iddah, sedangkan perbedaan penelitian yang akan 

penulis angkat adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istrinya 

dalam masa iddah akibat cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Jember 

Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

2. “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang

Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 

1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)”. Latar belakang masalah skrispi ini yaitu 

pertimbangan hakim PA Nganjuk yang dituangkan dalam suatu putusan 

mengenai nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak pada cerai talak 

dengan Nomor Perkara 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.
28

 Dalam putusan tersebut

pada saat persidangan termohon dan pemohon hadir dalam persidangan dan 

putusan tersebut tidak verstek, sehingga hakim dengan mudah menentukan 

berapa banyak nafkah yang diterima istri dari suami karena kehadiran kedua 

belah pihak, karena banyak pengajuan cerai talak yang diputus hakim secara 

verstek karena ketidakhadiran salah satu pihak.  Rumusan masalah skripsi ini 

yaitu yang pertama, apakah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

memutuskan perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Yang kedua, 

bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani 

nafkah kepada suami pada cerai talak perkara nomor: 

28
 An Nisa Primasari, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang 

Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 6-7. 
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1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj  ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR dan keadilan. 

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dasar 

hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara nomor: 

1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dasar hukum 

hakim Pengadilan Agama Nganjuk membebani nafkah kepada suami pada 

cerai talak perkara nomor: 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj ditinjau dari pasal 178 

ayat (3) HIR dan Keadilan. Jenis Penelitian ini adalah Jenis penelitian 

hukum normatif yang berupa library research atau studi dokumen, karena 

obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data 

resmi dari pihak Pengadilan Agama Nganjuk yaitu berupa putusan nomor: 

1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj.
29

 Kesimpulan skripsi ini adalah majelis hakim

Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan pembebanan nafkah yang 

dikabulkan yaitu nafkah hadhanah (anak) dan mut‟ah tidak melebihi tuntutan 

dari termohon. Dimana majelis hakim tidak menyalahi ketentuan pada pasal 

tersebut, namun hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan tersebut 

tidak memperhatikan konsep keadilan karena bekas istri hanya mendapat 

mut‟ah berupa sepotong baju dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang 

selama ini bekas istri berikan kepada suami. Saran skripsi ini adalah dalam 

menghadapi tuntutan gugatan rekonvensi dari termohon (istri), maka 

seharusnya hakim dituntut lebih memperhatikan lagi kondisi sosial ekonomi 

dari suami. Majelis hakim harus melihat lebih mendalam lagi mengenai 

kondisi ekonomi suami dan kelayakan hak yang seharusnya diperoleh oleh 

29
 Primasari, 7-10. 
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istri. Sehingga hak yang didapat istri tidak terlalu kecil atau besar karena 

untuk kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.
30

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri 

dalam masa iddah. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti angkat adalah putusan hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah 

akibat cerai talak di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam pertimbangan majelis 

hakim perihal pembebanan nafkah mut‟ah kurang memperhatikan asas 

kepatutan dan kemampuan suami, sedangkan perbedaan penelitian yang 

penulis akan angkat adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap 

istrinya dalam masa iddah akibat cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama 

Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

3. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut‟ah Pada Perkara Cerai Talak Di

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. Latar belakang masalah skripsi 

ini yaitu perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa 

berdampak besar pada perlindungan hakim yang harus diberikan kepada istri 

yang ditalak, karena dalam Undang-Undang tidak dicantumkan berapa besar 

bagian yang harus dibayar suami untuk nafkah iddah dan mut‟ah. Oleh karena 

itu pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh mantan 

suami. 

30
 Primasari, 101-104. 
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Rumusan masalah skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah dan mut‟ah dalam perkara 

cerai talak. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

pemberian nafkah iddah dan mut‟ah pada perkara cerai talak (Putusan No. 

13/Pdt.G/2017/PA.Sgm). Tujuan penulisan skripsi ini yaitu yang pertama, 

untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah dan 

Mut‟ah dalam perkara cerai talak. Yang kedua, untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut‟ah 

pada perkara cerai talak.
31

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian field research, yaitu 

penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 

seperti wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta di lapangan terkait 

dengan penelitian ini. Kesimpulan skripsi ini adalah majelis hakim saat 

memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut‟ah pada perkara cerai talak ada 

beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Yakni, adanya 

gugatan balik/rekonpensi dari istri yang menuntut nafkah iddah dan mut‟ah, 

adanya kesepakatan dihadapan mediator mengenai hal itu, dan dalam ex 

officio hakim. Selain itu hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi di 

persidangan serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Saran skripsi ini 

adalah bagi masyarakat, putusnya perkawinan menimbulkan dampak bagi jiwa 

wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. Maka 

bagi suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut‟ah untuk menyenangkan 

31
 Ade Ilma Auliana, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut‟ah Pada Perkara Cerai Talak Di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2018), 3-7. 
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hati istri. Oleh karena itu, maka perlu payung hukum atau aturan yang kuat 

dan jelas mengenai besaran nafkah setelah perceraian agar tidak terjadi 

pembebanan nafkah kepada mantan suami.
32

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri 

dalam masa iddah. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti angkat adalah pemberian nafkah iddah dan 

mut‟ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 

tentang berbagai hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim, sedangkan 

perbedaan penelitian yang penulis akan angkat adalah pelaksanaan kewajiban 

nafkah suami terhadap istrinya dalam masa iddah akibat cerai gugat pada 

putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan 

Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

4. “Penetapan Nafkah Iddah Terhadap Istri Qabla Ad-Dukhul Perspektif

Maslahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561K/Ag/2017)”. 

Latar belakang masalah skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda. Dalam kasus ini, istri (termohon) 

mengajukan tuntutan balik berupa nafkah iddah kepada suami (pemohon). 

Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan 

pertimbangan bahwa selama melangsungkan perkawinan belum pernah 

melakukan hubungan suami istri (qabla ad-dukhul). Pada saat istri 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus dengan putusan nomor 

32
 Auliana, 72-73. 
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561K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017. Perihal putusan hakim tingkat 

kasasi tentang nafkah iddah yang secara tekstual berseberangan dengan fiqih 

klasik. 

Rumusan masalah skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri qabla ad-

dukhul. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan 

Mahkamah Agung Nomor 561K/Ag/2017 dalam menetapkan nafkah iddah 

terhadap istri qabla ad-dukhul perspektif maslahah.
33

 Tujuan penelitian skripsi

ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menetapkan nafkah iddah terhadap istri qabla ad-dukhul. Yang kedua, untuk 

mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 561K/AG/2017 tentang nafkah 

iddah terhadap istri qabla ad-dukhul perspektif maslahah. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian literer, yaitu dengan 

mengumpulkan sejumlah buku-buku dengan mencari referensi teori yang 

relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Kesimpulan skripsi 

ini adalah Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam 

hal pemberian nafkah iddah terhadap istri qabla ad-dukhul diperbolehkan 

karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan istri (termohon). 

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berupa penafsiran 

progresif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, mewujudkan 

kesetaraan gender, dan mewujudkan maslahah bagi istri (termohon). Saran 

skripsi ini adalah bagi Mahkamah Agung, agar senantiasa memberi 

33
 Alfina Sauqi Anwar, “Penetapan Nafkah Iddah Terhadap Istri Qabla Ad-Dukhul Perspektif 

Maslahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561K/Ag/2017)” (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), 7-8. 
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kesempatan seluas-luasnya kepada para hakim untuk melakukan pembaruan 

hukum sesuai kebutuhan zaman yang bisa menghadirkan kemaslahatan 

umat.
34

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah iddah suami terhadap 

istri. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti angkat adalah penelitian ini membahas penetapan nafkah iddah 

terhadap istri qabla ad-dukhul perspektif maslahat dalam putusan tingkat 

kasasi Mahkamah Agung dengan melakukan penafsiran progresif, sedangkan 

penelitian yang akan peneliti angkat adalah penelitian yang membahas  

pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istrinya dalam masa iddah 

akibat cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

5. “Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan Tahun 2012”. Latar belakang masalah skripsi ini yaitu 

dalam hal nafkah masa iddah ini, amat penting bagi seseorang lelaki untuk 

memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya agar si istri tidak 

ditelantarkan dalam menjalani masa iddah. Dari sini maka timbul suatu 

kekhawatiran yang terkadang muncul akankah suami mempunyai i‟tikad baik 

untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah 

ditentukan oleh Pengadilan Agama. 

34
 Anwar, 97-98. 
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Rumusan masalah skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana prosedur 

pemberian nafkah iddah di Pengadilan. Yang kedua, bagaimana implementasi 

pelaksanaan putusan tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan. Yang ketiga, apa upaya hukum apabila suami lalai melaksanakan 

nafkah iddah. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu yang pertama, untuk 

mengetahui bagaimana prosedur pemberian nafkah iddah yang diterapkan di 

Pengadilan Agama. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi 

pelaksanaan putusan tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan.
35

 Yang ketiga, untuk mengetahui upaya hukum Pengadilan Agama

apabila suami lalai melaksanakan nafkah iddah terhadap putusan Pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan 

pendekatan survey. Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi pelaksanaan 

putusan tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu 

hampir semua telah dilaksanakan di hadapan majelis hakim saat pembacaan 

sidang ikrar talak hal ini menunjukkan bahwa suami tersebut telah 

melaksanakan isi putusan tentang nafkah iddah. Saran skripsi ini adalah bagi 

suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan atau membayarkan 

nafkah iddah di Pengadilan Agama di hadapan majelis hakim saat pembacaan 

ikrar talak. Supaya hak-hak istri yang diceraikan tetap terpenuhi dan terjamin 

akan haknya.
36

35
 Futichatus Samiah, “Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian Di 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2014), 9-11. 
36

 Samiah, 80-81. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah iddah suami terhadap 

istri. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti angkat adalah realisasi pelaksanaan nafkah iddah dalam kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2012 yang berupa 

kewajiban pembayaran nafkah iddah oleh suami kepada istrinya pada saat 

sidang penyaksian ikrar talak, sedangkan perbedaan penelitian yang penulis 

akan angkat adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istrinya 

dalam masa iddah akibat cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Jember 

Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

6. “Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No.

2707/Pdt.G/2017/PA.JT)”. Latar belakang masalah skripsi ini yaitu dalam 

pasal 152 KHI, ditegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah 

iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Namun pada kenyataannya di 

dalam putusan Pengadilan Agama No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT istri yang 

melakukan nusyuz tetap mendapatkan nafkah iddah. 

Rumusan masalah skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana nafkah 

iddah istri nusyuz menurut fikih dan hukum positif di Indonesia. Yang kedua, 

bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 

2707/Pdt.G/2017/PA.JT memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz. 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan 

bagaimana nafkah iddah istri nusyuz menurut fikih dan hukum positif di 

Indonesia. Yang kedua, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam 
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memutus perkara No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT yang memberikan nafkah iddah 

kepada istri yang nusyuz.
37

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memusatkan 

perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala 

yang ada dalam kehidupan manusia. Kesimpulan skripsi ini adalah  

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang 

menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan nafkah iddah kepada termohon 

secara ex officio dapat membebankan Pemohon agar membayar nafkah iddah 

kepada termohon. Saran skripsi ini adalah kepada Pengadilan Agama, 

hendaklah hakim lebih teliti dan menggali lebih dalam tentang perceraian 

yang disebabkan oleh nusyuz. Sebab hal ini berkaitan dengan implikasi hukum 

yang timbul dari adanya perceraian yaitu masalah nafkah iddah.
38

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah iddah suami terhadap 

istri. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti angkat adalah nafkah iddah terhadap istri nusyuz pada putusan 

Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT 

yang menetapkan nafkah iddah walaupun istri nusyuz, sedangkan perbedaan 

penelitian yang penulis akan angkat adalah pelaksanaan kewajiban nafkah 

suami terhadap istrinya dalam masa iddah akibat cerai gugat pada putusan 

37
 Ratnasari, “Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No. 

2707.Pdt.G/2017/PA.JT)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2018), 

6-7. 
38

 Ratnasari, 56-58. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

27 

Pengadilan Agama Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

7. “Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI

Tentang Penetapan Kadar Mutah Dan Nafkah Iddah”. Latar belakang masalah 

skripsi ini yaitu dalam persidangan pemohon mengungkapkan tidak ingin 

membayar nafkah iddah dan hanya akan membayar mut‟ah sebesar Rp. 

3.000.000,00. Termohon mengajukan gugatan rekonvensi tersebut salah 

satunya adalah termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 

dan menuntut mut‟ah sebesar Rp. 75.000.000,00. Majelis hakim membebani 

pemohon untuk membayar mut‟ah sebesar Rp. 5.000.000,00 dan nafkah iddah 

sebesar Rp. 6.000.000,00. Jadi peneliti skripsi akan menggali lebih jauh 

tentang apa saja yang menjadi penentuan besar kecilnya kadar nafkah iddah 

dan mut‟ah. 

Rumusan masalah skripsi ini yaitu bagaimanakah penafsiran hakim 

Pengadilan Agama kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang penetapan kadar 

mut‟ah dan nafkah iddah. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui 

penafsiran hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap pasal 160 KHI tentang 

penetapan kadar mut‟ah dan nafkah iddah.
39

 Jenis penelitian ini adalah

Penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di tempat tertentu yang 

dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif. Kesimpulan 

skripsi ini adalah penafsiran hakim Pengadilan Agama kalianda terhadap Pasal 

160 KHI tentang penetapan kadar mut‟ah dan nafkah iddah yaitu harus 

39
 Rika Ayu Puspita, “Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI 

Tentang Penetapan Kadar Mut‟ah Dan nafkah Iddah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri 

Metro, 2019), 18-19. 
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disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Nilai kepatutan 

maksudnya dalam memberikan mut‟ah dan nafkah iddah tersebut, mantan istri 

layak mendapatkan berapa. Kemampuan suami dapat dilihat dari 

penghasilannya, pekerjaannya pokoknya atau ada usaha lain tidak diluar dari 

pekerjaan pokok tersebut. Sedangkan untuk mut‟ah ada pertimbangan lain 

yaitu dilihat dari lamanya perkawinan. Saran skripsi ini adalah bagi hakim 

agar lebih arif dan bijaksana dalam menafsirkan pasal 160 KHI terhadap 

kepatutan dan kemampuan, agar istri mendapatkan haknya pasca perceraian.
40

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat 

adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban nafkah iddah suami terhadap 

istri. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti angkat adalah penafsiran hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap 

pasal 160 KHI tentang penetapan kadar mut‟ah dan nafkah iddah berdasarkan 

kepatutan dan kemampuan suami, sedangkan perbedaan penelitian yang 

penulis akan angkat adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap 

istrinya dalam masa iddah akibat cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama 

Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1. Problematika Pemenuhan 

Hak-Hak Istri  Dalam Masa 

Iddah (Studi Kasus Di 

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

Problematika 

pemenuhan hak-hak 

istri dalam masa iddah 

40
 Puspita, 78-79. 
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Pengadilan Agama Kota 

Malang), Liza Wahyuninto, 

Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2010. 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

dalam masa 

iddah. 

di Pengadilan Agama 

Kota Malang yang 

berupa tidak ada 

pemahaman dari pihak 

berperkara dan upaya 

untuk memahamkan 

kedua belah pihak 

akan pentingnya hak 

nafkah iddah. 

2. Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk Atas 

Kewajiban Nafkah Yang 

Harus Dipenuhi Suami Pada 

Cerai Talak (Studi Analisis 

Perkara No. 

1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj), 

An Nisa Primasari, 

Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016.  

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

dalam masa 

iddah. 

Putusan hakim 

Pengadilan Agama 

Nganjuk tentang 

kewajiban nafkah 

suami terhadap istri 

dalam masa iddah 

akibat cerai talak di 

Pengadilan Agama 

Nganjuk. Dalam 

pertimbangan majelis 

hakim perihal 

pembebanan nafkah 

mut‟ah kurang 

memperhatikan asas 

kepatutan dan 

kemampuan suami. 

3. Pemberian Nafkah Iddah 

Dan Mut‟ah Pada Perkara 

Cerai Talak Di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas 

1B, Ade Ilma Auliana, 

Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2018. 

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

dalam masa 

iddah. 

Pemberian nafkah 

iddah dan mut‟ah 

pada perkara cerai 

talak di Pengadilan 

Agama Sungguminasa 

Kelas 1B tentang 

berbagai hal yang 

dijadikan sebagai 

pertimbangan hakim. 

4. Penetapan Nafkah Iddah 

Terhadap Istri Qabla Ad-

Dukhul Perspektif Maslahah 

(Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 

561K/Ag/2017), Alfina 

Sauqi Anwar, Institut Agama 

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

Penelitian ini 

membahas penetapan 

nafkah iddah terhadap 

istri qabla ad-dukhul 

perspektif maslahat 

dalam putusan tingkat 

kasasi Mahkamah 
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Islam Negeri Surakarta, 

2019. 

dalam masa 

iddah. 

Agung dengan 

melakukan penafsiran 

progresif. 

5. Realisasi Pelaksanaan 

Nafkah Iddah Dalam Kasus 

Perceraian Di Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan 

Tahun 2012, Futichatus 

Samiah, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2014. 

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

dalam masa 

iddah. 

Realisasi pelaksanaan 

nafkah iddah dalam 

kasus perceraian di 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan tahun 

2012 yang berupa 

kewajiban 

pembayaran nafkah 

iddah oleh suami 

kepada istrinya pada 

saat sidang penyaksian 

ikrar talak. 

6. Nafkah Iddah Terhadap Istri 

Nusyuz (Analisis Putusan 

No. 

2707/Pdt.G/2017/PA.JT), 

Ratnasari, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2018. 

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

dalam masa 

iddah. 

Nafkah iddah terhadap 

istri nusyuz pada 

putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Timur 

dengan putusan No. 

2707/Pdt.G/2017/PA.J

T yang menetapkan 

nafkah iddah 

walaupun istri nusyuz. 

7. Penafsiran Hakim 

Pengadilan Agama Kalianda 

Terhadap Pasal 160 KHI 

Tentang Penentapan Kadar 

Mutah Dan Nafkah Iddah, 

Rika Ayu Puspita,  Institut 

Agama Islam Negeri Metro, 

2019. 

Meneliti 

tentang 

kewajiban 

nafkah 

suami 

terhadap 

istrinya 

dalam masa 

iddah. 

Penafsiran hakim 

Pengadilan Agama 

Kalianda terhadap 

pasal 160 KHI tentang 

penetapan kadar 

mut‟ah dan nafkah 

iddah berdasarkan 

kepatutan dan 

kemampuan suami. 
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B. Kajian Teori. 

1. Nafkah Iddah.

a. Definisi Nafkah Iddah.

Kata nafkah berasal dari Infak yang artinya mengeluarkan dan 

kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak 

dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang 

diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. 

Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang 

lainnya. Adapun nafkah menurut syara‟ adalah kecukupan yang 

diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. 

Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. 

Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi 

aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, 

minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat 

dan kebiasaan umum. Nafkah itu ada dua macam : 

1) Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri

jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah 

untuk orang lain karena Rasulullah SAW, 

كَ ثَُُّ بِنَْ تَ عُوْلُ. ِْ إِبْدَأْ بنَِ فْ

Artinya: “Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang 

yang ada dalam tanggunganmu.”
41

41
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta” 

Gema Insani, 2011), 94-95. 
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2) Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab

yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, 

hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.
42

Kewajiban suami terhadap istrinya berupa nafkah selama dalam 

ikatan perkawinan harus dilaksanakan. Ketika suami istri telah bercerai 

sehingga putus perkawinannya memiliki akibat hukum yang diwajibkan 

atas bekas suami bagi istri berupa hak-hak istri pasca perceraian. 

Macam-macam bentuk nafkah yang biasanya dapat dituntut oleh istri 

kepada suaminya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama 

diantaranya: 

1) Nafkah Mut‟ah

Al-Mut‟ah diambil dari kata al-mataa‟, yaitu apa yang 

dinikmati perempuan yang diceraikan. Mut‟ah adalah pakaian atau 

harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang 

melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi 

perempuan mufawwidhah untuk menghibur hati si perempuan, dan 

untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. 

Mazhab Syafi‟i mengartikannya sebagai harta yang wajib 

dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam 

kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang 

sama dengan syarat-syarat berikut. Mazhab Maliki mengartikannya 

sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi 

42
 Az-Zuhaili, 95. 
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perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya 

harta si suami.
43

 Sedangkan di dalam pasal 1 huruf (j) Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi “Mut‟ah adalah pemberian bekas suami 

kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan 

lainnya.
44

Keharusan memberi mut‟ah, yaitu pemberian suami kepada 

istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda 

dengan mut‟ah sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum 

digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib 

suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian 

yang bernama mut‟ah. 

Dalam kewajiban memberi mut‟ah itu terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama. Golongan zahiriyyah berpendapat 

bahwa mut‟ah itu hukumnya wajib.
45

 Dasar wajibnya itu adalah

firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241: 

 ا عَلَى الْمُتَّقِيَْ وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوْ  فِ حَقِّ

Artinya: “Untuk istri-istri yang diceraikan itu hendaklah ada 

pemberian dalam bentuk mut‟ah secara patut, merupakan 

hak atas orang-orang yang bertakwa”.
46

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mut‟ah itu hukumnya 

sunnah, karena kata  َْا عَلَى الْمُتَّقِي  di ujung ayat tersebut حَقِّ

43
 Az-Zuhaili, 285. 

44
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

45
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2014), 302. 
46

 Al-Qur‟ân, 2:241. 
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menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain mengatakan 

bahwa kewajiban mut‟ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. Namun 

mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyyah 

berpendapat bahwa hukum wajib itu berlaku untuk suami yang 

menalak istrinya sebelum digauli (qobla dukhul) dan sebelumnya 

jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam 

surat al-Baqarah (2) ayat 236: 

وْىُنَّ أوَْ تَ فْرضُِوْا ُّْ ََْ تَََ اءَ مَا َْ عُوْىُنَّ عَلَى  لََجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِّ لََنَُّ فَريِْضَةً وَمَت ِّ

نِيَْ  ِْ ا عَلَى الْمُحْ الْمُوْسِ ِْ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِِ قَدَرهُُ مَتَاعًا باِلْمَعْرُوْفِ حَقِّ

Artinya : “Tidak ada halangannya bila kamu mentalak istrimu 

sebelum kamu menggaulinya dan belum pula 

menetapkan maharnya. Berilah mereka mut‟ah, bagi 

yang kaya sesuai dengan keadaannya dan bagi yang 

tidak mampu menurut ukurannya. Pemberian mut‟ah 

secara patut, merupakan hak bagi orang-orang 

bertakwa”.
47

Jumhur berpendapat bahwa mut‟ah itu hanya untuk 

perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talak, kecuali 

bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul 

(qobla dukhul).
48

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai ketentuan 

hukum mut‟ah  berdasarkan pasal 149 huruf (a) yang menyatakan, 

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

47
 Ibid., 2:236. 

48
 Syarifuddin, 302-303. 
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uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.”
49

 Bila

bekas istri tersebut dalam keadaan qobla dukhul maka suami tidak 

wajib memberikan mut‟ah kepada bekas istrinya. Ketentuan hukum 

mut‟ah terkait dengan syarat-syarat wajibnya pemeberian mut‟ah 

diatur dalam pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan, “mut‟ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan 

syarat, belum ditetapkan mahar bagi istri ba‟da dukhul dan 

perceraian itu atas kehendak suami. mut‟ah sunnah diberikan oleh 

bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum 

Islam.”
50

 Penentuan besar kecilnya pemberian mut‟ah dari bekas

suami terhadap bekas istri diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan, “besarnya mut‟ah disesuaikan dengan 

kepatutan dan kemampuan suami.”
51

2) Nafkah Madliah

Nafkah Madliah adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh 

suami berupa nafkah. Nafkah madliah yang secara umum diartikan 

sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang. Istilah nafkah madliah 

sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah 

satu hak istri yang dilalaikan yang dapat digugat.
52

3) Nafkah Iddah.

49
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

50
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

51
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

52
 Nuriel Amiriyyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia,” Jurisdictie 6, no. 1 (Maret, 2015): 8. 
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Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam 

bentuk materi.
53

 Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh

seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat 

kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk 

melaksanakan perintah Allah.
54

 Jadi nafkah iddah adalah kewajiban

suami terhadap istrinya berupa materi dalam masa tunggu seorang 

perempuan yang telah bercerai dari suaminya. 

b. Dasar Hukum Nafkah Iddah.

ةَ وَات َّقُوْا الَله رَ  تِِِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّ اءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لِعِدَّ َْ ُُْرجُِوْىُنَّ مِ يأَيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّ نْ بَّكُمْ لََ
نَةٍ وَتلِْكَ حُدُوْدُ الِله وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُوْدَ   الِله فَ قَدْ َلََمَ بُ يُ وْتِِِنَّ وَلََيََْرُجْنَ إِلََّ أَنْ يأَْتِيَْ بفَِاحِشَةٍ مُبَ ي ِّ

وُ لََتَدْريِْ لَعَلَّ الَله يُُْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْرًا َْ نَ فْ

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 

itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan 

keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru.”
55

قُوْا  عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أوُْلََتِ  أَسْكِنُ وْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلََتُضَارُّىُنَّ لتُِضَي ِّ
نَكُمْ حََْلٍ فأَنَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتََّّ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُ وْىُنَّ أجُُوْرَىُنَّ وَأْتََِرُوْا بَ ي ْ

رْضِ ُْ لَوُ أُخْرَى ت ْ َْ بِعَْرُوْفٍ وَإِنْ تَ عَاسَرْتُُْ فَ

53
 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 165. 

54
 Syarifuddin, 304. 

55
 Al-Qur‟ân, 65:1. 
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 

hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu).
56

c. Hukum Nafkah Iddah Dalam Hukum Positif.

Perceraian bisa terjadi beserta segala akibat hukumnya yang 

timbul  bilamana sejak jatuhnnya putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan 

hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena 

dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-

laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku 

semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak 

tergantung pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung 

pada bentuk perceraian yang dialaminya. Mantan istrinya berhak 

mendapatkan nafkah iddah dalam masa iddah dari mantan suaminya 

selama ia tidak nusyuz. Gugurnya kewajiban nafkah suami terhadap 

istrinya dalam masa iddah disebabkan oleh nusyuz istri sebelum 

perceraian terjadi. Hak-hak yang didapat istri selama masa iddah dari 

mantan suaminya akibat perceraian berupa nafkah iddah, tempat tinggal, 

dan pakaian.
57

56
 Ibid., 65:6. 

57
 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 322. 
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Dalam perundang-undangan terdapat aturan yang mengenai 

tentang kewajiban nafkah suami terhadap istrinya dalam masa iddah 

berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan, akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah: 

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya. 

2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri.
58

 Maksudnya pasal tersebut memberikan

ruang kepada hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri berupa nafkah iddah 

maupun mut‟ah. 

Sedangkan di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam terdapat 

aturan mengenai mut‟ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah 

58
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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anak menyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib: 

1) Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 

2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz 

dan dalam keadaan tidak hamil. 

3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh

apabila qobla al dukhul. 

4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun.
59

Dalam pasal 149 huruf (b) yang disebutkan diatas bahwa bekas 

istri berhak nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah dari bekas suaminya akibat talak yang dijatuhkannya. Talak yang 

dijatuhkan berkategori talak raj‟i. Dalam pasal 118 Kompilasi Hukum 

Islam menyatakan, “talak raj‟i adalah talak kesatu atau kedua dimana 

suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”
60

 Bilamana bekas

istri telah dijatuhi talak ba‟in dan dalam keadaan tidak hamil maka bekas 

suami tidak wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya. 

Talak ba‟in terdapat dua macam yaitu talak ba‟in sughra dan talak ba‟in 

kubra. Dalam pasal 119 menyatakan, “talak ba‟in sughra adalah talak 

yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas 

59
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

60
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba‟in sughra sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) adalah talak yang terjadi qabla al dukhul, talak 

dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama.” Dalam pasal 120 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “talak 

ba‟in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini 

tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila 

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain 

dan kemudian terjadi perceraian ba‟da dukhul dan habis masa 

iddahnya.”
61

Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan 

mengenai nafkah iddah bagi istri dengan syarat istri dalam keadaan tidak 

nusyuz, yang menyatakan, “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah 

dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”
62

 Bilamana bekas istri dalam

keadaan nusyuz maka bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah 

dari bekas suaminya. 

d. Macam-Macam Hukum Nafkah Iddah Dalam Hukum Islam.

Nafkah iddah bagi perempuan yang tengah menjalani masa iddah 

yang menjadi kewajiban suami adalah sebagi berikut: 

1) Bila perempuan tersebut tertalak raj‟i, maka suami diwajibkan untuk

memenuhi nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda, yang 

terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal, menurut 

61
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

62
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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kesepakatan fuqaha, karena perempuan tersebut yang tengah 

menjalani masa iddah ini ialah masih dianggap sebagai istrinya 

selama berada dalam masa iddah. 

2) Bila perempuan tersebut tertalak ba‟in pada saat menjalani masa

iddah dalam keadaan hamil, maka suaminya diwajibkan memenuhi 

nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda yang terdiri dari 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal  menurut kesepakatan fuqaha 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6,
63

أوُْلََتِ حََْلٍ فأَنَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتََّّ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ  وَإِنْ كُنَّ   

Artinya : ”Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 

sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin.”
64

Bila perempuan tersebut tertalak ba‟in dalam keadaan tidak 

hamil, maka suaminya diwajibkan memenuhi  nafkah iddah dan 

tempat tinggal menurut pendapat Mazhab Hanafi, akibat 

tertahannya istri pada masa iddah karena adanya hak suami pada 

istri tersebut.
65

Sedangkan menurut Mazhab Hambali suaminya tidak 

diawajibkan memenuhi hak nafkah iddah dan tempat tinggal, 

karena Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, 

maka Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah iddah dan tempat 

tinggal. Rasulullah SAW bersabda, 

63
 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 562-563. 

64
 Al-Qur‟ân, 65:6. 

65
 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 562-563. 
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ُّْ وَ  ةُ قَ فَ ا الن َّ نََّّ إِ  .ةُ عَ جْ ا الرَّ هَ ي ْ لَ ا عَ هَ جِ وْ زَ لِ  انَ ا كَ ذَ إِ  ةِ أَ رْ مَ لْ لِ  نَ كْ ال  

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi si istri 

jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.” 

Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi‟i, 

suami hanya diwajibkan memenuhi hak tempat tinggal saja, 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6, 

أَسْكِنُ وْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”
66

Suami diwajibkan untuk istri hak tempat tinggal saja tanpa 

mempedulikan apakah si istri dalam keadaan hamil atau tidak. 

Tidak diwajibkannya suami memberikan nafkah iddah kepada 

istrinya berdasarkan pemahaman firman Allah SWT dalam surat At 

Thalaq ayat 6:
67

كُنَّ أوُْلََتِ حََْلٍ فأَنَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتََّّ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ وَإِنْ  

Artinya : ”Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 

sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin.”
68

 Pemahaman ayat ini menunjukkan bahwa perintah 

memberikan nafkah iddah dikaitkan dengan kehamilan. Jadi suami 

66
 Al-Qur‟ân, 65:6. 

67
 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 563. 

68
 Ibid., 65:6. 
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tidak diwajibkan memberikan nafkah iddah bagi istri yang tertalak 

ba‟in dalam keadaan tidak hamil.
69

2. Iddah.

a. Definisi Iddah.

Iddah dengan mengkasrahkan huruf „ain dan jama‟nya adalah 

idad. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat al-

„adad karena biasanya mencakup hitungan bulan. Maknanya secara 

istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan 

secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang 

masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus 

dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang. 

Menurut pendapat Jumhur Ulama, iddah adalah masa menunggu yang 

dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, 

untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian 

suaminya. Definisi iddah dapat dipaparkan dengan definisi yang paling 

jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi 

perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan 

perkawinan sampai masa iddah-nya habis.
70

b. Dasar Hukum Iddah.

Dari Al-Qur‟an adalah firman Allah SWT mengenai tentang dasar 

hukum iddah yaitu: 

69
 Az-Zuhaili, 563. 

70
 Az-Zuhaili, 534-535. 
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لُّ لََنَُّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَاخَلَقَ الُله فِْ  هِنَّ ثَلََثةََ قُ رُوْءٍ وَلََيَُِ ِْ أرَْحَامِهِنَّ  وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُ

يُ ؤْمِنَّ باِلِله وَالْيَ وْمِ الَأخِرِ إِنْ كُنَّ 

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim 

mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhir.”
71

هِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَ  ِْ ا بَ لَغْنَ والَّذِيْنَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُوْنَ أزَْوَاجًا ي َّتَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُ

هِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ وَاللهُ بِاَ تَ عْمَ  ِْ رٌ أَجَلَهُنَّ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَ عَلْنَ فِْ أنَْ فُ لُوْنَ خَبِي ْ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tidak ada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.”
72

 نَ ضْ يَُِ  ََْ  يْ ئِ اللََّ وَ  رٍ هُ شْ أَ  ةُ ثَ لََ ثَ  نَّ هُ ت ُ دَّ عِ فَ  مْ تُ بْ ت َ ارْ  نِ إِ  مْ كُ ائِ َْ نِّ  نْ مِ  ضِ يْ حِ مَ الْ  نَ مِ  نَ ْْ ئِ يَ  يْ ئِ واللََّ 
 هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  وُ لَ  لْ عَ يَْ  اللهَ  قِ تَّ ي َّ  نْ مَ وَ  نَّ هُ لَ حََْ  نَ عْ ضَ يَ  نْ أَ  نَّ هُ لُ جَ أَ  الِ حََْ الْأَ  تُ ولََ أُ وَ 
ا.رً ْْ يُ   

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) 

diantara perempuan-perempuanmu. Jika kamu ragu-ragu 

(tentang masa iddah-nya), maka masa iddah mereka adalah 

tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 

haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah 

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan 

barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”
73

71
 Al-Qur‟ân, 2:228. 

72
 Al-Qur‟ân, 2:240. 

73
 Ibid., 65:4. 
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وْىُنَّ فَمَا لَكُمْ يأَيَ ُّهَا الَّذِيْنَ أمََنُ وْا إِذَا  ُّْ نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوْىُنَّ مِنْ قَ بْلِ أنَْ تَََ

يْلًَ  عُوْىُنَّ وَسَرِّحُوْىُنَّ سَراَحًا جََِ وْنَ هَا فَمَت ِّ ةٍ تَ عْتَدُّ مِنْ عِدَّ عَلَيْهِن َّ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka 

sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu 

minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah 

dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya.”
74

Sedangkan dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu: 

لُّ لَِمْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ باِلِله وَالْيَ وْمِ الْأَخِرِ تَََدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ وْقَ ثَلََثٍ إِلََّ عَلَى زَوْجِ أرَْ  بَ عَةَ أَشْهُرٍ لََيَُِ
 وَعَشْراً.

Artinya : “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada 

Allah dan hari akhirat untuk berkabung terhadap kematian 

seseorang yang melebihi masa tiga hari, kecuali terhadap 

kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh 

hari.”
75

c. Macam-Macam Iddah Dalam Hukum Positif.

Adapun bentuk dan cara iddah ada tiga macam: 

1) Iddah dengan cara menyelesaikan quru‟ yaitu antara haid dan suci.

2) Iddah dengan cara kelahiran anak.

3) Iddah dengan cara perhitungan bulan.
76

Istri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu 

berlangsungnya perceraian, maka bentuk-bentuk perhitungan iddah itu 

dapat dirinci sebagai berikut: 

74
 Ibid., 33:49. 

75
 Az-Zuhaili, 535. 

76
 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 310. 
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1) Iddah perempuan yang kematian suami, baik telah digauli atau

belum. Iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. 

2) Perempuan yang belum digauli oleh suaminya dan putusnya

perkawinan disebabkan perceraian, maka tidak ada iddah yang harus 

dijalaninya. 

3) Iddah perempuan yang sedang hamil dan putusnya perkawinan

disebabkan kematian suaminya atau perceraian ialah melahirkan. 

4) Perempuan yang telah bergaul dengan suaminya dan masih menjalani

masa haid. Iddah-nya adalah tiga kali quru‟ (suci). 

5) Perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil

dan sudah terhenti masa haidnya. Iddah-nya adalah tiga bulan.
77

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat aturan mengenai 

masa iddah (waktu tunggu) berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan: 

1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu

atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan 

karena kematian suami. 

2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla al

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. 

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

77
 Syarifuddin, 310-317. 
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kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut

dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

d) Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut

dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian

sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 

4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu

dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus 

karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian 

suami. 

5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu

menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali 

waktu haid.
78

6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah-

nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun  

tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu 

suci.
79

d. Macam-macam Iddah Dalam Hukum Islam.

78
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

79
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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Perempuan yang ditinggalkan suaminya adakalanya hamil 

adakalanya tidak. Dengan demikian, ketentuan iddah-nya adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagi perempuan yang hamil, iddah-nya adalah sampai melahirkan

anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup, 

sebagaimana terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 4
80

:

 وَأوُلََتُ الْأَحَْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ 

Artinya: ” Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”
81

2) Perempuan yang tidak hamil, adakalanya cerai mati atau cerai hidup.

Cerai mati iddah-nya 4 bulan 10 hari, sebagaimana disebutkan dalam 

surat Al-Baqarah ayat 234: 

هِنَّ  ِْ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراًوالَّذِيْنَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُوْنَ أزَْوَاجًا ي َّتَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh 

hari.”
82

Ayat pertama (Q.S. Ath-Thalaq ayat 4) bersifat umum, meliputi 

cerai hidup atau cerai mati. Apabila ia hamil, iddah-nya adalah sampai 

melahirkan anaknya. Ayat kedua (Q.S. Al-Baqarah ayat 234) juga umum 

meliputi perempuan yang hamil ataupun tidak. Apabila cerainya cerai 

mati, iddah-nya selama 4 bulan 10 hari. 

80
 Saebani, Fiqh Munakahat 2, 135-137. 

81
 Al-Qur‟ân, 65:4. 

82
 Ibid., 2:234. 
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Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai hidup, 

kalau dalam keadaan haid, iddah-nya adalah tiga kali suci, berdasarkan 

firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228. 

هِنَّ ثَلََثةََ قُ رُوْءٍ  ِْ  وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru.”
83

Kalau perempuan itu tidak sedang haid, iddah-nya selama tiga 

bulan, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 4: 

نَ مِنَ الْمَحِيْضِ  ْْ ئِيْ يئَِ ضْنَ واللََّ ََْ يَُِ ئِيْ  تُ هُنَّ ثَلََثةَُ أَشْهُرٍ وَاللََّ ائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فَعِدَّ َْ مِنْ نِّ  

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) 

diantara perempuan-perempuanmu. Jika kamu ragu-ragu 

(tentang masa iddah-nya), maka masa iddah mereka adalah tiga 

bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 

haid.”
84

Perempuan yang tidak haid ada tiga, yaitu: 

1) Perempuan yang masih kecil (belum sampai umur).

2) Perempuan yang sudah sampai umur, tetapi belum pernah haid.
85

3) Perempuan yang sudah pernah haid, akan tetapi sudah tua. Jadi tidak

haid lagi (Menopause). 

Istri yang diceraikan suaminya sebelum dicampurinya (qabla al-

dukhul), maka tidak ada iddah-nya (tidak perlu ber-iddah), berdasarkan 

firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49:
86

83
 Ibid., 2:228. 

84
 Ibid., 65:4. 

85
 Saebani, Fiqh Munakahat 2, 135-137. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

50 

وْنَ هَا ةٍ تَ عْتَدُّ مِنْ عِدَّ وْىُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن َّ ُّْ ثَُُّ طلََّقْتُمُوْىُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَََ

Artinya: ”Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah 

bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”
87

3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama.

Eksekusi secara bahasa berarti menjalankan putusan hakim atau 

pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (tenuitvoer legging 

van vonnissen), sedangkan secara istilah, eksekusi adalah melaksanakan 

putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Adapun putusan pengadilan yang bisa dilaksanakan adalah putusan yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu putusan yang bersifat 

condemnatoir. Sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif  

tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.
88

 Dalam menjalankan

fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari 

sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang 

hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu 

perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan 

(gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian hukum 

(rechtsec-herheit). Dalam putusan yang bersifat perdata, pasal 178 ayat (2) 

HIR dan pasal 189 ayat (2) RBg mewajibkan para hakim untuk mengadili 

semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang 

86
 Saebani, 136-137. 

87
 Al-Qur‟ân, 33:49. 

88
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2017), 354. 
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menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana 

tersebut dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg kecuali 

apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41 

huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 24 

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 149 Kompilasi 

Hukum Islam.
89

a. Jenis dan sifat putusan.

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan 

berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi, produk pengadilan yang 

berbentuk putusan hanyalah terbatas pada perkara gugatan yang bersifat 

sengketa yang menurut istilah hukum acara dikenal dengan bersifat 

contensius. Berdasarkan pasal 185 ayat (1)  HIR/196 ayat (1) RBg, 

secara tersirat bahwa HIR/RBg mengenal dua macam putusan, yaitu 

putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir ini 

mempunyai beberapa sifat, yaitu: 

1) Putusan deklaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan

atau menyatakan sesuatu keadaan hukum. Pada putusan yang bersifat 

deklaratoir amar atau diktum putusan hanya mengandung pernyataan 

hukum saja tanpa dibarengi dengan penghukuman. Seperti putusan 

tentang sahnya suatu perkawinan yang dimintakan pembatalan oleh 

89
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Depok: 

Kencana, 2017), 305-306. 
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pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut. Putusan yang 

bersifat deklaratoir tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial 

(tidak bisa dieksekusi). Sebab putusan yang bersifat demikian hanya 

menyatakan keadaan hukum saja.
90

2) Putusan condemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan

penghukuman terhadap diri tergugat untuk melakukan suatu 

perbuatan. Sifat putusan yang demikian hanya terdapat dalam perkara 

yang berbentuk contensius. Ada beberapa ciri yang dapat 

dipergunakan untuk menentukan bahwa suatu putusan adalah bersifat 

condemnatoir, yaitu apabila amar atau diktum putusan terdapat 

perintah: 

a) Menghukum atau memerintahkan penyerahan suatu barang.

b) Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah

atau rumah. 

c) Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan.

d) Menghukum atau memerintahkan pembayaran sejumlah uang.

Putusan yang bersifat condemnatoir mempunyai kekuatan 

hukum eksekutorial. Artinya, pihak yang dimenangkan berhak untuk 

menjalankan putusan secara paksa melalui permohonan eksekusi 

kepada pengadilan, apabila pihak yang dikalahkan enggan memenuhi 

isi putusan tersebut secara sukarela. 

90
 Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama (Surabaya: Jauhar Press, 2017), 542-543. 
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3) Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau meciptakan

suatu keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum 

yang telah ada ditiadakan atau diciptakan keadaan hukum baru.
91

Contoh putusan yang meniadakan hukum yang telah ada adalah 

seperti putusan pembatalan perkawinan. Sedangkan contoh putusan 

yang menciptakan keadaan hukum baru seperti putusan tentang 

pengangkatan wali. Putusan constitutif tidak diperlukan eksekusi 

karena sifatnya yang demikian. Dengan adanya putusan tersebut, 

otomatis keadaan hukum yang lama menjadi terhenti atau keadaan 

hukum yang baru muncul. Saat mulainya keadaan hukum yang baru, 

baik yang tiada maupun yang muncul, terhitung sejak putusan 

constitutif tersebut berkekuatan hukum tetap.
92

b. Susunan dan Isi Putusan

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan karena adanya 

gugatan dari salah satu pihak adalah putusan. Lain halnya dengan perkara 

permohonan, yang hasil akhirnya adalah penetapan. Perkara permohonan 

hanya mengenal pemohon saja dan tidak ada pihak lain sebagai lawan. 

Kalau dilihat susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat ada enam 

bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait-mengait satu sama 

lain, yaitu: 

1. Kepala putusan

91
 Syukur, 542-543. 

92
 Syukur, 543. 
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Susunan yang pertama dalam bagian ini adalah “PUTUSAN” 

kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil 

dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat 

Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan pasal 57 ayat (2) Undang-

undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Kemudian 

dilanjutkan lagi dengan kalimat “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 

dikemukakan bahwa setiap putusan yang tidak mencantumkan kalimat 

tersebut maka putusan yang dijatuhkan itu tidak bisa dilaksanakan.
93

Pencantuman kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu 

menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung 

jawan kepada hukum, kepada dirinya sendiri, dan kepada rakyat, 

tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(penjelasan umum angka 6 Undang-undang No. 14 tahun 1970). 

2. Identitas para pihak

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam setiap 

perkara perdata selalu ada dua pihak yang saling berlawanan, yaitu 

penggugat dan tergugat, bahwa mungkin juga ada turut tergugat. 

93
 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 306-307. 
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Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu nama, 

umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai 

pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasakan kepada 

orang lain. Dalam menyusun putusan perlu diingat tentang adanya 

kemungkinan terjadi perubahan terhadap posisi para pihak, terutama 

apabila ada gugatan rekonpensi dari tergugat atau juga adanya gugatan 

intervensi dari pihak ketiga yang masuk dalam sengketa yang sedang 

berlangsung di pengadilan. Terhadap hal ini posisi para pihak berubah 

sehingga dalam menyusun putusan, penggugat dan tergugat asli bisa 

berubah. Menurut pasal 284 Rv, bila terjadi perubahan kedudukan 

para pihak dalam persidangan, misalnya salah satu pihak meninggal 

dunia, maka akan berakibat terhentinya jalan pemeriksaan perkara 

tersebut. Perkara tersebut tidak menjadi gugur tetapi bisa diteruskan 

oleh para ahli warisnya dan dicatat dalam berita acara sidang.
94

Terhadap hal ini juga ada perubahan para pihak, sehingga para hakim 

dalam menyusun putusan harus memerhatikannya. 

3. Duduknya perkara

Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR dan pasal 195 ayat (1) dan (2) 

RBg serta pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 tahun 

1970 mengemukakan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara 

perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban 

tergugat secara ringkas dan jelas. Di samping itu dalam surat putusan 

94
 Manan, 307-308. 
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juga harus dimuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, 

pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya 

perkara serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada 

waktu putusan itu diucapkan. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) HIR dan 

pasal 195 ayat (1) RBg bahwa gugatan dan jawaban para pihak cukup 

ditulis secara ringkas saja. Dalam praktik biasanya gugatan dimuat 

secara keseluruhan dalam putusan. Sebenarnya hal ini akan 

mempertebal halaman putusan saja. Namun hal ini bukanlah suatu 

kesalahan, karena memuat semua gugatan dan jawab menjawab secara 

lengkap akan memperjelas tentang duduk perkaranya dalam putusan 

tersebut. Sebaiknya jawaban dan tanggapan para pihak cukup dimuat 

secara singkat saja.
95

 Tidak perlu jawaban dan tanggapan para pihak

(termasuk replik dan duplik) dimuat secara keseluruhan, cukup hal-hal 

yang menyangkut pokok-pokoknya saja atau garis besarnya saja, 

asalkan tidak menghilangkan arti dari jawab menjawab tersebut atau 

mengurangi artinya. Tetapi apabila dimuat secara keseluruhan, hal 

tersebut bukanlah suatu kekeliruan. Bisa saja dimuat secara 

keseluruhan tetapi haruslah dilihat situasi dan kondisi dari perkara 

yang disidangkan. Selanjutnya fakta kejadian ini dapat berupa 

keterangan alat-alat bukti, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

keterangan saksi-saksi, persangkaan ataupun sumpah, baik untuk 

kepentingan penggugat maupun untuk kepentingan tergugat. 

95
 Manan, 308-309. 
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Mengenai isi surat permohonan cerai talak ataupun gugatan 

cerai dalam pasal 67 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama ditentukan bahwa permohonan cerai talak memuat: 

1. Nama, unsur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan

termohon, yaitu istri. 

2. Alasan-alasan yang  menjadi dasar cerai talak.

Untuk isi surat gugatan cerai dapat dianalogkan kepada isi 

surat permohonan cerai talak, karena inti permasalahan surat gugat 

cerai adalah sama dengan isi surat permohonan cerai talak, yakni 

sama-sama permohonan perceraian. Hanya saja kalau permohonan 

cerai talak diajukan oleh suami, sedang gugat cerai diajukan oleh istri. 

Dalam HIR/RBg, ternyata tidak terdapat ketentuan tentang isi 

guagatan/permohonan. HIR/RBg hanya mengatur tentang cara 

mengajukan gugatan saja. Persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai 

dalam pasal 8 Nomor 3 RV, yang pada pokoknya suatu surat gugatan 

harus memuat: 

1. Identitas pihak-pihak.

2. Dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang

merupakan dasar serta alasan tuntutan. 

3. Tuntutan.

Dalam praktik, istilah dasar atau alasan tuntutan dikenal 

dengan posita atau dalil gugatan. Posita gugatan ada dua macam, 

yaitu: 
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1. Dasar atau alasan tuntutan yang menguraikan tentang

peristiwa/kejadian kongkritnya. Pada bagian ini 

penggugat/pemohon menguraikan peristiwa/kejadiannya 

secara kronologis dan senyatanya agar dapat difahami.
96

2. Dasar atau alasan tuntutan yang menguraikan tentang

hubungan hukumnya. Yaitu bagian yang menguraikan tentang 

adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis 

dari tuntutan hak. Tetapi apabila ada gugatan/permohonan 

yang hanya meneyebutkan peristiwa-peristiwanya saja, tanpa 

menyebutkan alasan hukum, maka masih boleh diterima dan 

tidak menjadikan suatu gugatan/permohonan kabur 

(obscurlibel), karena hakim pada akhirnya yang akan 

memperbaikinya dalam putusan. Azas pembuatan posita dalil 

gugatan adalah harus jelas dan tegas. Jelas dasar hukumnya, 

jelas fakta kejadiannya dan jelas obyeknya. 

3. Tuntutan adalah hak atau sesuatu yang oleh 

penggugat/pemohon minta kepada pengadilan. Tuntutan harus 

jelas, tegas dan bisa difahami oleh hakim. Antara petitum dan 

posita tidak boleh saling bertentangan. 

Tuntutan (petitum) bisa diajukan dalam bentuk: 

96
 Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, 143-147. 
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1. Tuntutan pokok, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan pokok

perkara yang dipersengketakan. Tuntutan pokok ini ada dua 

macam, yaitu: 

1. Primer, yaitu tuntutan pokok.

2. Subsider, yaitu tuntutan pengganti dari tuntutan pokok,

apabila tuntutan pokok ditolak.
97

2. Tuntutan tambahan. Tuntutan ini merupakan tambahan

(pelengkap) dari tuntutan pokok.
98

Pasal 163 HIR/283 RBg telah memberi pedoman kepada 

hakim mengenai penentuan siapa diantara penggugat atau tergugat 

yang dibebani pembuktian dalam suatu sengketa. Pedoman tersebut 

adalah sebagai berikut, “barangsiapa mengatakan mempunyai suatu 

hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan 

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah 

membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.” 

Untuk lebih jelasnya, pasal tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, harus membuktikan

adanya hak itu. 

2. Barangsiapa mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk

meneguhkan haknya, harus membuktikan adanya perbuatan 

hukum itu. 

97
 Syukur, 143-147. 

98
 Syukur, 148-152. 
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3. Barangsiapa mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk

membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya 

perbuatan hukum itu.
99

Kalau diperhatikan bunyi pasal diatas, maka dapat difahami 

bahwa tidak selalu dan tidak selamanya, yang harus membuktikan 

adalah penggugat. Dalam kasus atau keadaan tertentu tergugatlah 

yang harus membuktikan.
100

 Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan

oleh para pencari keadilan diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg 

dan pasal 1866 BW yaitu berupa: 

1. Alat bukti tertulis.

2. Alat bukti saksi.

3. Alat bukti persangkaan.

4. Alat bukti pengakuan.

5. Alat bukti sumpah.

6. Pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR).

7. Saksi ahli (Pasal 154 HIR).
101

4. Tentang pertimbangan hukum

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum 

terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya 

dimulai dengan kata-kata “Menimbang”. Dalam pertimbangan hukum 

ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau 

99
 Syukur, 410-411. 

100
 Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, 410-411. 

101
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan, 293-294. 
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eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang 

ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang 

terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi hakim 

dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi 

selama persidangan berlangsung. Setelah hal-hal tersebut di atas 

dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian barulah 

ditulis dalil-dalil hukum syara‟ yang menjadi sandaran 

pertimbangannya.
102

 Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari

Al-Qur‟an dan Al-Hadis, baru pendapat para ulama‟ yang termuat 

dalam kitab-kitab fiqih. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan 

yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang 

disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu. 

Dalam praktik, uraian tentang pertimbangan hukum dimuat dalam 

bentuk “mengingat”. Contohnya mengingat pasal ayat...... Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975 (LN. 1975-12) dan pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. 

5. Tentang amar putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang 

merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh 

penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “Mengadili”. 

Dalam amar putusan itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang 

102
 Manan, 309. 
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dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan 

hukum yang telah dilakukannya. Dalam amar putusan dimuat suatu 

pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan 

hukum tertentu, lengkap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi 

putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi 

tertentu. Yang paling penting dari isi amar putusan itu adalah tentang 

pokok perkara yang menjadi pangkal perselisihan. Dalam amar 

putusan ditetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak atau siapa 

yang benar atas perselisihan yang diajukan ke pengadilan.
103

6. Bagian penutup

  Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut 

diputuskan (hari, tanggal, bulan, dan tahun, baik tahun masehi 

maupun tahun hijriyyah), dan dicantumkan pula nama hakim ketua 

dan hakim anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan 

penetapan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Agama. Putusan juga harus ditandatangani oleh panitera pengganti 

yang ikut sidang. Di samping itu, perlu dicantumkan juga tentang 

hadir tidaknya penggugat atau tergugat dalam persidangan pada waktu 

putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada 

sidang pertama, maka dalam putusan harus disebutkan. Hal ini penting 

karena berkaitan kepada siapa ongkos perkara dibebankan. Apabila 

penggugat atau tergugat atau kedua belah pihak tidak hadir pada 

103
 Manan, 310. 
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waktu putusan diucapkan maka dalam putusan harus disebutkan 

tentang ketidakhadirannya. Hal ini erat hubungannya dengan 

pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan, terutama kepada 

tergugat atau kuasanya. Setiap putusan harus diberi materai 

secukupnya dan ditandatangani oleh ketua majelis, anggota-anggota 

sidang, serta oleh panitera pengganti yang ikut dalam persidangan. 

Sesuai dengan pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 13 tahun 1989 

tentang Bea Materai, penandatanganan harus dicantumkan tanggal, 

bulan, dan tahun penandatanganan dilakukan.
104

 Tanda tangan harus

dibuat dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian 

tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai 

tempel. Khusus terhadap putusan pengadilan, tanda tangan di atas 

materai cukup tanda tangan ketua majelis saja. Di sebelah kiri putusan 

(bagian bawah) paling akhir, dicantumkan perincian biaya perkara. 

Berapa biaya yang telah dipergunakan harus ditulis secara lengkap 

dan jumlah ini harus sama dengan apa yang terdapat dalam buku 

jurnal perkara di meja satu. Perincian biaya ini merupakan rekening 

koran pengadilan bagi pihak yang beperkara.
105

c. Azas Eksekusi

104
 Manan, 311. 

105
 Manan, 311. 
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Ada beberapa azas untuk menjalankan suatu putusan (eksekusi), 

yang harus dipenuhi dalam setiap menjalankan eksekusi. Beberapa azas 

eksekusi diantaranya yaitu: 

1) Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan yang hendak dimintakan eksekusi harus sudah berkekuatan 

hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, belum 

bisa dijalankan, kecuali dalam amar putusan dinyatakan bahwa 

putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum 

banding atau kasasi. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah 

yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum verzet, banding, dan 

kasasi dalam waktu 14 hari.
106

2) Putusan tidak dijalankan dengan suka rela oleh tergugat.

Jika tergugat menjalankan isi putusan tanpa campur tangan pengadilan, 

ini berarti tergugat telah menjalankan isi putusan dengan suka rela. 

3) Putusan yang dijatuhkan amarnya bersifat condemnatoir.

Putusan yang bersifat condemnatoir, yang maksudnya putusan yang 

berisi perintah atau hukuman perbuatan atau prestasi. Putusan yang 

tidak bersifat condemnatoir, tidak bisa dimintakan eksekusi, seperti 

putusan yang bersifat deklaratoir atau constitutif. Sebab kedua jenis 

sifat putusan tersebut memang tidak memerlukan pelaksanaan. 

4) Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua

Pengadilan tingkat pertama. 

106
 Syukur, 650. 
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Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) HIR/206 ayat (1) RBg, 

eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua 

Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan perkara 

pertama kali. Jadi meskipun terhadap putusan banding atau kasasi, 

yang menjalankan putusan banding atau kasasi tersebut adalah 

pengadilan tingkat pertama yang dahulu memeriksa dan 

memutuskannya. Apabila obyek eksekusi, baik seluruh atau sebagian 

berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan 

pertama kali, maka Ketua Pengadilan tersebut meminta bantuan 

pengadilan tempat obyek eksekusi untuk melaksanakan eksekusi.
107

d. Tata Cara Eksekusi.

Eksekusi atau menjalankan suatu putusan dalam pembayaran kewajiban 

nafkah iddah suami terhadap istri yaitu jenis eksekusi pembayaran 

sejumlah uang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan 

menjual lelang harta kekayaan suami. Eksekusi atau menjalankan suatu 

putusan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
108

1) Pengajuan permohonan eksekusi.

Untuk menjalankan suatu putusan tindakan yang pertama dilakukan 

adalah pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang 

atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang 

memeriksa dan memutus perkara pertama kali. 

107
 Syukur, 650-651. 

108
 Syukur, 652-655. 
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2) Pemberian teguran (Aanmaning).

Kemudian atas dasar permohonan eksekusi tersebut, ketua 

Pengadilan menerbitkan penetapan perintah panggilan untuk 

memanggil tergugat, agar menghadap di pengadilan pada hari, 

tanggal dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan atau 

teguran (aanmaning) sesuai ketentuan pasal 196 HIR/207 RBg. 

Menurut petunjuk Mahkamah Agung RI, seyogyanya pemohon 

eksekusi dipanggil untuk hadir (dalam sidang aanmaning). 

Peringatan tersebut dilakukan dalam sidang, yang dihadiri ketua 

Pengadilan sebagai pelaksanaan kegiatan peringatan, panitera 

sebagai pencatat berita acara sidang peringatan dan oleh termohon 

eksekusi dan pemohon eksekusi. Semua peristiwa dalam sidang 

pemberian peringatan tersebut oleh panitera harus dicatat dalam 

berita acara pemberian peringatan,    sebagai bukti autentik tentang 

telah dijalankannya pemberian peringatan oleh ketua pengadilan dan 

sebagai dasar diterbitkannya penetapan perintah eksekusi oleh ketua 

pengadilan.
109

3) Penerbitan surat perintah eksekusi.

Setelah proses peneguran ada dua kemungkinan yang akan terjadi. 

a) Tergugat memenuhi isi putusan dalam waktu yang telah

ditentukan ketua pengadilan. Kalau ini yang terjadi maka 

selesailah perkara. Eksekusi oleh pengadilan tidak terjadi. 

109
 Syukur, 655-657. 
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b) Tergugat tetap tidak mau memenuhi isi putusan sampai batas

waktu yang telah ditentukan habis. Dalam keadaan demikian 

ketua pengadilan langsung mengeluarkan surat penetapan 

perintah eksekusi kepada penitera atau juru sita (pasal 197 ayat 

(1) HIR/208 ayat (1) RBg). Tanpa surat penetapan perintah 

eksekusi pihak tergugat dapat menolak tindakan eksekusi yang 

dilakukan. Isi surat tersebut adalah perintah untuk melakukan 

eksekusi, nama, dan jabatan pejabat pelaksana eksekusi. 

Pelaksana eksekusi adalah panitera atau juru sita pengadilan 

yang memeriksa dan memutus perkara pertama kali.
110

e. Pelaksanaan putusan pembayaran sejumlah uang.

Pelaksanaan/eksekusi merupakan tujuan akhir dari para 

pencari keadilan dengan maksud segala haknya yang dirugikan oleh 

pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim.
111

 Hal demikian

dapat terwujud apabila putusan hakim dapat dilaksanakan dengan 

baik, dengan cara sukarela ataupun secara paksa.
112

 Eksekusi

pembayaran sejumlah uang akibat cerai talak terdapat aturan dalam 

SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat 

pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas bagi pengadilan pada point nomor 1 yang menyatakan, “dalam 

rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman 

110
 Syukur, 658-659. 

111
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama, 321. 

112
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 321. 
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mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk 

memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, 

khususnya nafkah iddah, mut‟ah, dan nafkah madhiyah, dapat 

dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum 

pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak 

keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat 

itu.”
113

 Eksekusi pembayaran sejumlah uang akibat cerai gugat

terdapat aturan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang 

pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung 

tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada 

nomor 2 yang menyatakan, “dalam rangka pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi 

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian 

dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai 

berikut “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, 

dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan 

petitum gugatan.”
114

 Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah

uang diatur dalam pasal 197-200 HIR dan pasal 208-218 RBg. 

113
Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
114

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
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Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah 

uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada 

penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat. 

Objeknya adalah sejumlah uang yang dilunasi tergugat kepada 

penggugat.
115

 Eksekusi pembayaran sejumlah uang, tindakan

eksekusinya tergantung kepada kemungkinan yang terjadi setelah 

ketua pengadilan memberi teguran. Ada tiga kemungkinan yang 

akan terjadi, setelah ketua pengadilan memberikan teguran atau 

peringatan (aanmaning) kepada tergugat untuk memenuhi isi 

putusan yang berupa pembayaran sejumlah uang. Yang pertama, 

tergugat memenuhi isi putusan dengan suka rela, yakni membayar 

sejumlah uang seperti yang tercantum dalam amar putusan tanpa 

paksaan dari pengadilan. Apabila hal ini yang terjadi maka selesailah 

perkara, sudah tidak ada masalah lagi karena keinginan penggugat 

telah terpenuhi. Yang kedua, tergugat tidak mau memenuhi isi 

putusan, padahal dia mempunyai uang sejumlah yang tercantum 

dalam putusan. Dalam keadaan demikian, eksekusi yang dijalankan 

adalah eksekusi riil. Yaitu pejabat pelaksana eksekusi merampas 

uang tergugat secara paksa, lalu menyerahkannya kepada 

penggugat.
116

 Yang ketiga, tergugat tidak mau memenuhi isi putusan

karena tidak mempunyai uang, tetapi dia mempunyai harta kekayaan 

berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Jika demikian, maka 

115
 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 334. 

116
 Syukur, Hukum Acara Peradilan, 663. 
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dalam praktik Peradilan Agama, eksekusi pembayaran sejumlah 

uang dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi

Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan 

eksekusi dari pihak yang menang, segera mengeluarkan surat 

panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang 

aanmaning (teguran) agar pihak yang kalah itu mau 

melaksanakan putusan secara sukarela, sebagaimana diatur 

dalam pasal 207 ayat (1) dan (2) RBg dan pasal 196 HIR.
117

Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan 

Pengadilan Agama, padahal sudah dilaksanakan peringatan, 

maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan sita 

eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 208 RBg dan 

pasal 197 HIR dan pasal 439 RV. Jika dalam surat putusan 

Pengadilan Agama sudah ada diletakkan sita jaminan (CB), 

maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi, sita jaminan (CB) 

tersebut dengan sendirinya menjadi sita eksekusi, cukup 

dikeluarkan surat penegasan bahwa sita jaminan (CB) itu 

menjadi sita eksekusi. 

b. Mengeluarkan perintah eksekusi

Setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka 

proses selanjutnya adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi 

117
 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 334-335. 
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yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama. Surat 

perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang 

barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan 

menyebut jelas obyek yang akan dieksekusi serta menyebutkan 

putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut. 

c. Pengumuman lelang

 Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman 

melalui surat kabar dan mass media terhadap barang-barang 

yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan pasal 200 ayat (6) 

HIR dan pasal 217 ayat (1) RBg.
118

 Pengumuman lelang barang

bergerak dilakukan menurut kebiasaan setempat dengan cara 

menempelkan pemberitahuan lelang pada papan pengumuman 

Pengadilan Agama atau pengumuman melalui surat kabar dan 

mass media lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan 

sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah sita 

eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila 

telah ada sita jaminan (CB) sebelumnya. Penjualan lelang dapat 

dilakukan paling cepat delapan hari dari tanggal sita eksekusi 

atau paling cepat delapan hari dari peringatan apabila barang 

yang hendak dilelang telah diletakkan dalam sita jaminan (CB) 

sebelumnya. Jika barang yang akan dilelang meliputi barang 

yang tidak bergerak, pengumumannya disamakan dengan barang 

118
 Manan, 335. 
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yang tidak bergerak yakni melalui mass media, pengumuman 

cukup satu kali dan dilaksanakan paling lambat 14 hari dari 

tanggal penjualan lelang. 

d. Permintaan lelang

Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama meminta 

bantuan kantor lelang negara untuk menjual lelang barang-

barang yang telah diletakkan sita eksekusi. 

e. Pendaftaran permintaan lelang

Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada kantor 

lelang sesuai pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189.
119

Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang itu dalam buku 

yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk 

umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga 

bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan tersebut dapat 

menentukan sikapnya. 

f. Penetapan hari lelang

Yang berhak menetapkan hari lelang adalah kantor 

lelang negara yang berwenang. Ketua Pengadilan Agama boleh 

mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari yang 

ditentukan oleh Pengadilan Agama, tetapi sepenuhnya terserah 

119
 Manan, 335-336. 
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kepada kantor lelang negara untuk menetapkannya dan kantor 

lelang negara tidak terikat dengan permintaan ketua pengadilan 

agama, dia dapat menentukan waktu lelang dilaksanakan sendiri 

tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. 

g. Penentuan syarat lelang dan floor price

Berdasarkan pasal 1b dan pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 

1908 No. 189 ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang 

menentukan syarat lelang adalah ketua pengadilan agama yang 

bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama 

tereksekusi. Kewenangan ini meliputi juga mengubah syarat 

lelang yang sudah ditentukan sebelumnya.
120

 Dalam pasal 9

Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189 ditetapkan pula bahwa 

patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk 

membenarkan penjualan lelang. Dalam hal ini yang berwenang 

adalah kantor lelang negara, bukan pihak penggugat atau 

tereksekusi. Ukuran floor price adalah sesuai dengan harga 

pasaran dengan memerhatikan nilai ekonomis barang. 

h. Tata cara penawaran

Bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang 

yang diselenggarakan oleh kantor lelang negara, maka pihak 

tersebut harus mengajukan penawaran secara tertulis dalam 

bahasa indonesia dengan menyebut nama dan alamat penawar 

120
 Manan, 336-337. 
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secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupnya 

dan ditandatangani oleh pihak penawar. Penawaran harus 

dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dilakukan secara 

bersama-sama. Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih 

dari satu orang dalam satu surat penawaran. Penawaran lisan 

dapat dibenarkan jika dalam penawaran tertulis tidak berhasil. 

Jadi, penawaran lisan ini merupakan lanjutan dari penawaran 

tertulis, maksudnya apabila tidak satu pun surat penawaran yang 

mencapai patokan harga (floor price), maka penawaran dapat 

dilanjutkan secara lisan.
121

 Tetapi kebolehan tersebut terlebih

dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini 

Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal ini, jika penawaran 

tertulis gagal, maka ketua pengadilan agama sebaiknya segera 

menetapkan penawaran secara lisan. 

i. Pembeli lelang dan menentukan pemenang

Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan taawaran itu 

minimal sesuai dengan floor price. Untuk mendukung 

kemenangannya diperlukan syarat yaitu penelitian secara 

seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu 

diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi 

hal-hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan pemohon 

eksekusi. Setelah hal tersebut di atas dilaksanakan, maka 

121
 Manan, 338. 
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barulah juru lelang mengumumkan atau menentukan 

pemenangnya. Jika terjadi beberapa penawaran yang sama nilai 

penawarannya, mak pihak yang berkepentingan dapat 

mengajukan keberatan atas penentuan pemenang lelang tersebut, 

keberatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang 

melaksanakan lelang (penjual), namun terserah Pengadilan 

Agama untuk menerima atau menolak keberatan tersebut. 

j. Pembayaran harga lelang

Pengadilan Agama berhak menentukan syarat-syarat 

pembayaran lelang. Ketentuan ini harus berpedoman kepada 

pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189.
122

 Apabila harga

relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus dilakukan 

secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk 

melunasinya. Jika telah ditetapkan pembayaran harus 

dilaksanakan secara tunai, tetapi para pemenang lelang tidak 

melunasi secara tunai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka 

gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli. Jika 

pemenang lelang membayar sebahagian dan menunda 

sebahagian, dapat dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari 

saja (tidak terlalu lama), ini pun harus dilaksanakan dengan 

memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan Agama). 

Dalam hal ini pembayaran mesti langsung dilunasi sesaat setelah 

122
 Manan, 338-339. 
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penawar dinyatakan sebagai pemenang, sisanya dilunasi pada 

jangka waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran ditunda 

keseluruhan, dapat dibenarkan apabila harga lelang dalam 

jumlah besar. Ketentuan ini dapat dibenarkan apabila ditentukan 

terlebih dahulu dalam syarat lelang atau ada izin dari pengawas 

kantor lelang. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa pemenang 

lelang itu tidak mungkin menyiapkan segera pembayaran dalam 

waktu singkat, dengan ketentuan harus memberikan jaminan 

yang sama nilainya dengan harga pembayaran lelang.
123

 Apabila

dalam waktu yang ditetapkan pemenang lelang belum 

membayar harga lelang sebagaimana yang ditentukan, maka atas 

kelalaian itu dikenakan denda sebagaimana yang ditentukan 

dalam pasal 22 ayat (7) Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189. 

Jika melunasi tepat waktu, didenda 2% dari jumlah yang belum 

dibayar dan jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, 

denda dinaikkan menjadi 5% dari jumlah yang belum dibayar. 

Hal ini analog dengan pasal 1246 KUHPer.
124

123
 Manan, 339. 

124
 Manan, 339-340. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk 

mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Metode 

penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga 

akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-

anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan 

keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. 

Selanjutnya dilakukan analisis masalah dan variabel (topik kajian) yang terdapat 

dalam judul kajian. Analisis masalah menghasilkan variabel dan hubungan antar 

variabel. Selanjutnya dilakukan analisis variabel dengan mengajukan pertanyaan 

yang mengenai masing-masing variabel dan pertanyaan yang berkaitan dengan 

hubungan antar variabel. Analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir 

dalam memecahkan masalah.
125

 Adapun dalam penulisan ini penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) yakni dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

125
 Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 

2019), 102. 
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sedang ditangani.
126

 Dalam penelitian ini peneliti menelaah Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang bersangkut paut dengan 

pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah. 

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio 

decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan hukum pengadilan untuk sampai 

kepada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan 

referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.
127

Dalam penelitian ini peneliti menelaah pertimbangan majelis hakim mengenai 

pembebanan kewajiban nafkah suami terhadap istrinya dalam masa iddah 

akibat cerai gugat hingga menghasilkan putusan perkara Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby dimana 

putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual 

(conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
128

 Dengan mempelajari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

126
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), 133. 

127
 Marzuki, 134. 

128
 Marzuki, 135. 
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dihadapi.
129

 Dalam penelitian ini, peneliti menalaah tentang berbagai pendapat

para ulama fikih dari empat mazhab terkait kewajiban nafkah suami terhadap 

istri dalam masa iddah. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian 

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala 

hukum yang bersifat normatif, lebih bersumber pada pengumpulan data 

kepustakaan berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan.
130

 Dengan

digunakannya penelitian ini diharapkan data yang didapatkan lebih mendalam, 

lebih lengkap, dan lebih bermakna sehingga tujuan penelitian ini tercapai. 

Dalam hal ini mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri 

dalam masa iddah. 

B. Sumber Data. 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder.
131

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal yang

bersumber dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, putusan perkara Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr 

dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby, SEMA. 

129
 Marzuki, 135-136. 

130
 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media, 

2008), 390-391. 
131

 Marzuki, Penelitian Hukum, 181. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan

dengan munakahat seperti kitab fiqh, buku fiqh munakahat, hukum perdata 

Islam, peraturan perundang-undangan, serta tulisan atau karya ilmiah yang 

mempunyai kaitan dengan tema yang dibahas oleh peneliti saat ini seperti 

jurnal dan skripsi, dan wawancara hakim Pengadilan Agama Jember. 

C. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
132

 Peneliti

melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan 

terhadap pembahasan yang dibahas mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah 

suami terhadap istri dalam masa iddah berdasarkan jenis penelitian yuridis 

normatif (kepustakaan). Dalam penelitian ini peneliti sudah menyebutkan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang  dilakukan peneliti 

adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan tersebut berupa 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu 

mengumpulkan putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby.
133

 lalu peneliti mengambil sumber dari buku-buku,

kitab fiqh , jurnal, skripsi, berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa 

macam materi. 

D. Analisis Data. 

132
 Marzuki, 237-238. 

133
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 138. 
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Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian 

studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait 

dengan topik yang dikaji. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan 

secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 

bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.
134

 Maka dengan

metode ini, penulis akan menggambarkan struktur putusan hakim Pengadilan 

Agama Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas kewajiban nafkah suami terhadap istrinya dalam 

masa iddah akibat cerai gugat, setelah itu penulis akan menjabarkan ratio 

decidendi dari putusan tersebut yang dikaitkan dengan pasal 41 huruf (c) 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 149 huruf (b) dan 

pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan konsep 

kepatutan, kelayakan dan keadilan dan dikaitkan dengan pendapat-pendapat 

para fuqaha‟ dalam hukum Islam. Bahwa akibat hukum pelaksanaan kewajiban 

nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah pada putusan Pengadilan Agama 

Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby 

serta dikaitkan dengan aturan SEMA No. 2 Tahun 2019. 

134
 Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum, 393. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember. 

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember.

Sejarah Pengadilan Agama Jember ketentuan pasal 24 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dengan 

demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan 

keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedang ayat (2) 

menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara 

kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir 

mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009.
135

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak 

geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan 

135
 Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, 

Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah 

Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi 

koordinatnya adalah 7° 59‟ 6” sampai 8° 33‟ 56” Lintang Selatan dan 6° 33‟ 

6” sampai 7° 14‟ 33” Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 

3.293,34 km2. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 

Kecamatan, yaitu: 

1) Kecamatan Kaliwates

2) Kecamatan Sumbersari

3) Kecamatan Patrang

4) Kecamatan Arjasa

5) Kecamatan Jelbuk

6) Kecamatan Pakusari

7) Kecamatan Sukowono

8) Kecamatan Kalisat

9) Kecamatan Ledokombo

10) Kecamatan Sumberjambe

11) Kecamatan Mayang

12) Kecamatan Silo

13) Kecamatan Mumbulsari

14) Kecamatan Tempurejo

15) Kecamatan Rambipuji
136

136
 Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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16) Kecamatan Panti

17) Kecamatan Sukorambi

18) Kecamatan Ajung

19) Kecamatan Jenggawah

20) Kecamatan Tanggul

21) Kecamatan Semboro\

22) Kecamatan Sumberbaru

23) Kecamatan Bangsalsari

24) Kecamatan Kencong

25) Kecamatan Jombang

26) Kecamatan Umbulsari

27) Kecamatan Gumukmas

28) Kecamatan Puger

29) Kecamatan Balung

30) Kecamatan Wuluhan

31) Kecamatan Ambulu

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di 

kota Koordinator se-eks Karasidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid 

Jamek (lama) Baitul Amin Jember.
137

 Sejak tahun 1974 di bawah

kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di 

lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota 

137
 Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m
2

tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. 

Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah 

menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 

Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sejak 

berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami 

pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu: 

a. KH. Mursyid Periode 1950- 1960

b. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970

c. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973

d. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982

e. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992

f. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995

g. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001

h. Drs. H.Abu Amar, SH. Periode 2001-2004

i. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum Periode 2004-2006

j. Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008

k. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010

l. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Periode 2010-2013

m. Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn Periode 2013-2016

n. Drs. H. A. Imron A.R, S.H.M.H. Periode 2016-2019
138

o. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S Periode 2019-2020

138
 Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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p. Dr. H. Muslikin, M.H. Periode 2020-hingga saat ini.

 Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 

2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama 

Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, 2010). dan jumlah perkara yang diterima tahun 2018 

P (6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) dengan total (13.363 Pkr). 

Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah 

perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun 

dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad 

untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama 

Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur 

dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor 144 Tahun 2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas 

terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat pencari keadilan.
139

 Juga mengeluarkan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. 

dengan adanya aturan tersebut maka Mahkamah Agung RI membuka seluas-

139
 Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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luasnya informasi terhadap publik dan menekan pada pelayanan terhadap 

publik. 

Untuk mendukung pelayanan publik dengan wujud peradilan berbasis 

elektronik saat ini yaitu pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama 

(SIADPA), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi e-

Court yang merupakan administrasi perkara secara elektronik dan pengelolaan 

data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 

serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera 

tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.
140

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.

1) Dr. H. Muslikin, M.H. : Ketua/Hakim Madya Utama.

2) Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. : Wakil Ketua/Hakim Madya Utama

3) M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum. : Hakim Utama Muda.

4) Raharjo, S.H., M.Hum : Hakim Madya Utama.

5) Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H. : Hakim Madya Utama.

6) Drs. Suyatman, M.H. : Hakim Utama Muda.
141

7) Drs. Moh. Khosidi, S.H. : Hakim Utama Muda.

8) Drs. Suhaili, S.H.,M.H. : Hakim Utama Muda.

9) Drs. Afnan Muhamidan, M.H. : Hakim Madya Utama.

10) Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H. : Hakim Madya Utama.

11) Drs. Murdini, M.H. : Hakim Madya Utama.

12) Drs. H. Baidlowi, S.H. : Hakim Madya Utama.

140
 Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama Jember,” t.t. 

141
 Pengadilan Agama Jember, “Struktur Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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13) Dra. Nur Sholehah, M.H. : Hakim Madya Utama.

14) Drs. H. Ramli, M.H. : Hakim Madya Utama.

15) Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. : Hakim Madya Utama.

16) Achmad Nabbani, S.H.,M.H. : Hakim Utama Muda.

17) Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. : Hakim Madya Utama.

18) Syadili Syarbini, S.H.,M.H.E.S. : Hakim Madya Muda.

19) Drs. H. M. Ijmak S.H., M.H. : Hakim Madya Utama.

20) Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H. : Hakim Madya Utama.

21) Akhmad Muzaeri, S.H. : Panitera.

22) Shoheh, S.H. : Sekretaris.

23) Faesol Hasbi, S.E., S.H. : Kasubag Umum & Keuangan.

24) Ahmad M. Nuruzzaman Afifi, S.E. : Kasubag Kepeg & Ortala.

25) Samina Laela, S.E, S.H : Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan.

26) Tamaji, S.Ag., M.H. : Panitera Muda Hukum.

27) Hamid Salama, S.H.I., M.H.I. : Panitera Muda Permohonan.

28) As'ari, S.H. : Panitera Muda Gugatan.

29) Phillien Sophia, S.H. : Panitera Pengganti.
142

30) Dra. Hj. Sufiyani : Panitera Pengganti.

31) Dian Bahtiar, S.H. : Panitera Pengganti.

32) Mat Halil, S.H. : Panitera Pengganti.

33) Sulaiman, S.H. : Panitera Pengganti.

34) Ulfatus Saidah, S.H., M.H. : Panitera Pengganti.

142
 Pengadilan Agama Jember, “Struktur Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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35) Zulfikar, S.H. : Panitera Pengganti.

36) Nurul Hidayat, S.H. : Panitera Pengganti.

37) Riza Amalia, S.EI., M.H. : Panitera Pengganti.

38) Abd. Rachman, S.H. : Panitera Pengganti.

39) Mohammat Nurhasani, S.H. : Panitera Pengganti.

40) Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. : Panitera Pengganti.

41) Abdur Rohman, S.H.,M.H. : Panitera Pengganti.

42) Chamim Tohari, S.H. : Jurusita.

43) Makmun Sholihin, S.H. : Jurusita Pengganti.

44) Moh. Faiq Azmi, S.H. : Jurusita Pengganti.

45) Suyanto, S.H. : Jurusita Pengganti.

46) Arimeimoki, S.I.P. : PNS.
143

143
 Pengadilan Agama Jember, “Struktur Pengadilan Agama Jember,” t.t. 
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4.1 Gambar 

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Jember 

3. Kewenangan Peradilan Agama.

Wewenang atau kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 

sampai pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 7 tahun 1989 disebutkan: 
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a. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten,

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. 

b. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah

hukumnya meliputi wilayah propinsi. 

Pengadilan agama adalah pengadilan yang berkedudukan di kotamadya 

atau kabupaten dan memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara 

yang ada di wilayah kota atau kabupaten tempat pengadilan itu berada. 

Adapun pengadilan tinggi agama adalah pengadilan yang berkedudukan di 

wilayah ibukota propinsi yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan 

tingkat banding yang membawahi pengadilan agama yang berada di wilayah 

propinsi tersebut untuk memeriksa perkara banding dari pengadilan agama 

yang ada di bawahnya. 

Kekuasaan pengadilan pada tiap-tiap lingkungan peradilan terdiri atas 

kewenangan relatif (relative competentie) dan kewenangan absolut (absolute 

competentie). Kewenangan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu 

pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat 

banding. Artinya, cakupan dan batasan kewenangan relatif pengadilan 

meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
144

Adapun kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan agama dibagi 

menjadi dua kewenangan: 

a. Kewenangan relatif (relative competentie), yaitu kewenangan mengadili

suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Hal 

144
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan, 115-117. 
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ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Dalam istilah 

lain, kewenangan relatif ini disebut Distribute van Rechtsmacht. 

Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin 

disebut dengan Actor Sequitor Forum Rei. Ketentuan umum menentukan 

gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal 

tergugat berdasarkan pasal 120 ayat (1) HIR/pasal 142 ayat (1) RBg. 

Dalam perkara perceraian gugatan/permohonan diajukan ke pengadilan 

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri 

(Penggugat/Termohon) berdasarkan pasal 66 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989. 

b. Kewenangan mutlak/absolut (absolute competentie), yaitu kewenangan

yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, 

artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh pengadilan 

agama. Dalam istilah lain disebut Atribut Van Rechsmacht. Sebagai 

contoh, perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan 

perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut 

pengadilan agama.
145

 Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan

pengadilan agama diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang 

dibangun atas asas personalitas keislaman, yang dalam pasal 2 disebutkan 

bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

145
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 117. 
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perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU 

No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari‟ah yang masing-masing 

kewenangan dari perkara tersebut akan dibahas dalam pembahasan 

selanjutnya.
146

B. Penyajian Data. 

1. Duduk Perkara Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri

Dalam Masa Iddah Pada Putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan 

Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

Duduk perkara ini ditulis secara kronologis tentang gugatan penggugat, 

yaitu dari pendaftaran perkara, isi surat gugatan, kehadiran pihak-pihak, usaha 

mendamaikan, jawaban tergugat, replik dan duplik, beban pembuktian, alat-alat 

bukti yang diajukan pihak-pihak serta tanggapan pihak-pihak tentang alat-alat 

bukti yang diajukan. Semua fakta-fakta tersebut diambil dari berita acara 

persidangan yang ditulis secara ringkas tetapi jelas. Gugatan dan jawaban 

dimuat secara keseluruhan dalam putusan, bukan kesalahan. Justru akan 

memperjelas tentang duduk perkaranya. Tapi sebaiknya dimuat secara singkat 

saja. Tidak perlu dimuat secara keseluruhan. Pada bagian ini hakim belum 

mempertimbangkan sama sekali tetapi cukup menuliskan apa adanya.
147

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat kepada 

suami sebagai tergugat di Pengadilan Agama Jember. Penulis mengambil salah 

satu putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr 

146
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 120. 

147
 Syukur, Hukum Acara Peradilan, 552. 
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sebagai Pengadilan tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby sebagai Pengadilan Tingkat 

Banding. Penulis mendeskripsikan duduk perkara gugatan perceraian dibawah 

ini. 

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan 

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini 

menguasakan kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, SHI. Advokat berkantor 

di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

TNI, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasakan kepada 

Agoes Triono, SH. dan Lodowik Lloyd H.L, SH., keduanya Advokat berkantor 

di Perum. Jember Permai I Jl. Semeru XIII. U-10 Kabupaten Jember, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 

Duduk Perkara yang berisi dalil-dalil gugatan penggugat atas alasan dan 

dasar tuntutan perceraian dari penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana 

berikut ini. Penggugat dan tergugat telah menikah pada hari ahad tanggal 18 

oktober 1998 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Wuluhan, Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah Nomor 

827/118001998 tanggal 18 oktober 1998. Penggugat dan tergugat hidup 

bersama sebagai suami istri selama 18 tahun telah berhubungan layaknya 

suami istri (ba‟da dukhul) dan bertempat tinggal di kediaman bersama. Mereka 

telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berumur 18 tahun dan anak kedua 
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berumur 13 tahun.
148

 Keduanya dalam pengasuhan tergugat. Pada mulanya

rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi 

sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah 

dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan 

tergugat sering mengucapkan kata talak berulang-ulang kepada penggugat lalu 

tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada 

penggugat dan tergugat sering juga mengusir penggugat ke luar dari rumah 

tanpa alasan yang jelas. Penggugat mengajukan gugatan setelah sebulan yang 

lalu, bahwa penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat dikarenakan telah 

diusir oleh tergugat dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami 

istri. Bahwasanya tuntutan yang diminta oleh penggugat dalam petitum 

gugatannya antara lain: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughra tergugat terhadap penggugat.

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis guna memperkuat 

dalil-dalil gugatannya berupa: 

a. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya, bukti (P. 1). 

b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, telah dinazegelen,

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P. 2). 

148
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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Dalam pemeriksaan di persidangan telah didengar keterangan saksi-

saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:
149

1. Saksi P I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya

sekitar 3 tahun yang lalu, dia selalu datang ke rumah penggugat dan 

tergugat untuk bekerja di rumah mereka. Pada saat itu, selalu mengetahui 

penggugat dan tergugat sering bertengkar. Pada saat kejadian itu saksi 

menasehati tergugat, akan tetapi saksi diancam akan dihajar. Oleh karena 

itu, dia tidak mau lagi bekerja di rumah tergugat. Kekasaran tergugat 

tersebut telah dilaporkan penggugat kepada komandannya. Lalu penggugat 

pergi meninggalkan tergugat sekitar 11 bulan yang lalu pada saat pulang 

dari umroh. 

2. Saksi P II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya

saksi mendengar dari penggugat terkait pertengkarannya dengan tergugat 

yang kasar. Lalu penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat, sejak 

bulan Maret 2018 saat sepulang dari umroh. 

3. Saksi P III, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

bahwasanya telah lama saksi mendengarkan keluhan penggugat perihal 

rumah tangganya yang terkait terguggat telah selingkuh, berwatak keras 

dan sering melakukan kekerasan. Dan pula saksi pernah mendengarkan 

keributan penggugat dengan tergugat dari dalam rumah orang tua 

penggugat. Akibat dari itu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat 

149
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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tinggal selama 1 tahun sejak penggugat pulang dari umroh. Dan telah 

menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil.
150

Dalam pemeriksaan di persidangan telah didengar keterangan saksi-

saksi tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 

a. Saksi T I, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya

berdasarkan adanya gugatan cerai penggugat telah dilakukan pemeriksaan 

terhadap tergugat tanggal 17 september 2018 oleh kapten CPM. Sholihin. 

Saksi telah melakukan pembinaan terhadap penggugat tergugat pada 

tanggal 14 januari 2019 dan penggugat didampingi kuasa hukumnya lalu 

tergugat dengan kedua anaknya lalu terungkaplah bahwa penggugat saat 

ini tinggal di rumah orang tuanya dan ada permasalahan KDRT. Gugatan 

cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat belum dikeluarkan 

surat izin karena belum diadakan mediasi secara maksimal. 

b. Saksi T II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya

hubungan saksi dengan keluarga penggugat dan tergugat cukup dekat 

bahkan saksi sering diajak menemani kegiatan penggugat lalu terkadang 

saksi menginap di rumah mereka. Selama kurun waktu tersebut saksi tidak 

pernah mendengar keluhan penggugat akan rumah tangganya dsan saksi 

juga tidak pernah melihat pertengkaran mereka. Kemudian saksi tidak 

pernah melihat penggugat di rumah sejak pulang dari umroh. Saksi 

150
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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mengetahui gugatan perceraian yang diajukan penggugat terhadap tergugat 

dari tergugat sendiri akan tetapi tidak tahu penyebabnya.
151

Penggugat sebagai pihak istri dalam gugatannya tidak 

mencantumkan dalam surat gugatan perceraian atas permintaan terkait 

hak-haknya pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut‟ah. Oleh 

karena itu, majelis hakim pengadilan agama jember di tingkat pertama 

hanya memeriksa dan memutus pokok perkara yaitu perceraian. Namun 

majelis hakim pengadilan tinggi agama surabaya di tingkat banding secara 

ex officio memutus dengan amar penghukuman kepada 

tergugat/pembanding dengan pembayaran nafkah iddah sebesar Rp. 

4.500.000 dan mut‟ah sebesar Rp. 18.000.000 tehadap 

penggugat/terbanding, walaupun pihak penggugat sebagai istri tidak 

meminta dalam petitumnya.
152

 Memutus melebihi dari apa yang diminta

oleh para pihak tersebut terdapat larangan ultra petita sebagaimana diatur 

dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg yang menyatakan, “hakim 

dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau 

memberikan lebih daripada yang dituntut.”
153

 Hak ex officio hakim

merupakan pengecualian dari asas ultra petita sebagai lex specialis. 

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Dalam Putusan

Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby 

151
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 

152
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 
153

 Herziene Inlands Reglement. 
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Tentang Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri 

Dalam Masa Iddah. 

Pertimbangan hukum ini semua dalil serta alat bukti yang diajukan 

pihak-pihak dipertimbangkan satu persatu dan dianalisa berdasarkan ketentuan 

hukum acara dan hukum materiil yang berhubungan dengan perkara yang 

bersangkutan. Lalu disimpulkan tentang dikabulkan atau ditolaknya, diterima 

atau tidak dapat diterimanya. Penolakan dan pengabulan, penerimaan dan 

tidak menerima suatu gugatan harus disertai pertimbangan dan alasan yang 

dituangkan pada bagian ini.
154

Penulis memaparkan pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) 

pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr di 

tingkat pertama selaku judex facti. Penggugat mengajukan dalil-dalil 

gugatannya yang telah diakui oleh tergugat dan bukti-bukti tertulis berupa foto 

kopi kutipan akta nikah dan foto kopi kartu tanda penduduk yang diajukan 

oleh penggugat serta mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya 

dibawah sumpah baik dari penggugat maupun tergugat dan persangkaan 

hakim, maka diperoleh fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut: 

a. Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri

yang sah dan telah memiliki dua orang anak. 

b. Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan

telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus lalu 

diiringi dengan kekerasan fisik dan ungkapan kasar. 

154
 Syukur, 552. 
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c. Perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya dipicu oleh tergugat

yang telah berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya penggugat 

meninggalkan tergugat dan anak-anaknya sehingga terjadi pisah tempat 

tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga kini 15 bulan lamanya. 

d. Penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah

rukun kembali meskipun telah diupayakan rukun. 

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh 

penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian berdasarkan seluruh uraian 

pertimbangan tersebut diatas. Unsur alasan perceraian tersebut sebagaimana 

yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

beserta penjelasannya huruf (f), jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu 

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
155

 Sehingga

berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat sebagaimana yang 

tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan. 

Menurut pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin 

hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram li Syaikhi 

Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai pengadilan 

(hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada istri dengan talak 

155
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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satu ba‟in sughra. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan talak satu 

ba‟in sughra tergugat (suami) terhadap penggugat (istri). Amarnya berbunyi 

sebagai berikut. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat.

b. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughra tergugat (suami) terhadap penggugat

(istri).
156

Tergugat (suami) sebagai pembanding mengajukan upaya hukum  

banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dengan demikian penulis 

memaparkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby sebagai pengadilan tingkat banding selaku judex 

facti juga. Keberatan pembanding yang disampaikan dalam memori banding 

yang terkait dengan tidak disertakan ijin perceraian dari kesatuan tergugat. 

Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat 

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan, 

oleh karena itu hal tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan 

putusan sela oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember dengan tepat dan 

benar dan majelis hakim Pengadilan Agama Jember telah melakukan tindakan 

sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 dengan baik dan benar.
157

Gugatan terbanding tentang perceraian telah dikabulkan oleh majelis 

hakim, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex 

officio sebagaimana ketentuan hukum dalam pasal 41 huruf (c) Undang-

156
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum, pengadilan dapat mewajibkan kepada 

pembanding (bekas suami) untuk memberikan biaya penghidupan berupa 

nafkah iddah dan mut‟ah terhadap terbanding (bekas istrinya), meskipun 

terbanding (bekas istri) tidak memintanya dalam petitum gugatan. 

Menurut pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, 

bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 

atau iddah kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena 

kematian suami. Pasal 153 ayat (2)  huruf (b) Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu 

tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 

(sembilan puluh) hari. Tujuan dari pemberian iddah adalah lil ibro‟ (bersihnya 

rahim) yakni untuk dapat mengetahui bahwa dalam masa iddah bagi 

perempuan yang bercerai di dalam rahimnya ada benih/janin yang berasal dari 

suami atau tidak. Selama masa iddah seorang istri yang bercerai tidak boleh 

kawin lagi dengan laki-laki lain.
158

 Dengan demikian, maka majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa terbanding dalam 

menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci 3 (tiga bulan) atau sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan terbanding tidak diperkenankan untuk 

158
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019 
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menikah dengan laki-laki lain, maka wajiblah bagi pembanding untuk 

memberi nafkah kepada terbanding selama masa iddah yaitu 3 bulan, setiap 

bulan sebesar Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima 

ratus ribu rupiah). Nominal ini adalah berdasarkan kelayakan dan kepatutan 

dikaitkan dengan kemampuan ekonomi pembanding yang berstatus sebagai 

anggota TNI yang berpangkat sersan Mayor. 

Menurut pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, mut‟ah 

adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda 

atau uang dan lainnya. Tujuan pemberian mut‟ah adalah agar hati istri yang 

diceraikan itu terhibur hatinya, dan untuk mengurangi rasa perih dan pedih 

akibat perceraian. Sedangkan terbanding telah berjasa untuk menjadi istri 

pembanding selama kurang lebih 21 tahun dan selama itu pula terbanding 

telah mendampingi dan melayani pembanding dalam suka dan duka, sehingga 

menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya patutlah 

pembanding diwajibkan untuk memberikan mut‟ah kepada terbanding berupa 

uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dengan 

pertimbangan lamanya perkawinan antara pembanding dengan terbanding dan 

mut‟ah merupakan kenang-kenangan terakhir sebagai penghibur hati yang 

luka yang diperhitungkan selama nafkah 1 (satu) tahun.
159

Dalam hal penetapan nafkah iddah dan mut‟ah yang dijadikan 

pertimbangan hukum oleh majelis hakim, sebagaimana penulis telah 

159
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 
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mewawancarai Dra. Nur Sholehah, M.H selaku hakim Pengadilan Agama 

Jember sebagai berikut: 

“Mut‟ah itu wajib, jika perceraian itu atas kehendak suami. Jadi 

perceraian itu cerai talak. Menjadi sunnah, apabila perceraian atas 

kehendak istri. Intinya boleh-boleh saja atas Hak ex officio hakim. 

Kalau nafkah iddah pun sebenarnya menjadi kewajiban suami 

sepanjang istri tidak nusyuz dan talaknya bukan talak ba‟in. Padahal 

inikan talak ba‟in mengapa kok dikasih ?. Disini hakim tingginya 

memberi pertimbangan tadi, bahwasanya meskipun talak ba‟in, istri 

masih wajib menjalani iddah kan. Selama masa iddah dia tidak boleh 

menerima pinangan orang lain. Makanya suami wajib memberikan 

nafkah. Kelayakan, kemampuan dan kewajaran. Jadi kelayakan dulu 

ya, kelayakan itu ukurannya patokannya ada pada seorang istri , dia 

itu tinggal dimana ?. Dikota atau di pedesaan. kan beda 

kebutuhannya. Standarnya ya kebutuhan makan dan minum. Biar 

terukur kelayakannya. Terus kemampuan, bisa jadi standarnya tinggi 

tetapi kemampuan suami. Jadi harus balance ya antara kelayakan dan 

kemampuan. Makanya termasuk ditanya. Di identitas disini harus 

detail. Dia pekerjaannya apa ? pekerjaannya sebagai wiraswasta gitu 

aja kan tidak bisa harus lebih detail lagi. Wiraswasta kan luas 

misalkan penjual bakso, nanti kaitannya dengan ketika hakim mau 

memasukkan nilai kemampuan itu kan. Nanti kita akan tanya juga, 

penjual bakso. Gerobake dewe opo gerobak punya orang ? kan 

begitu. Bukak warung apa sepeda ? kan begitu. Satu hari 

penghasilannya berapa ?. Untuk mengukur kemampuan suami. 

Kelayakan juga begitu akan dilihat kan istrinya. Pendidikan juga 

mempengaruhi, tempat tinggal juga mempengaruhi. Kalau dia 

sarjana gitu aja kan kebutuhannya beda dengan orang yang tinggal di 

kampung yang pendidikannya SD. Kalau orang tinggal di kampung 

pendidikannya SD cukuplah Rp. 15.000 untuk satu hari makan, 

standarnya itu. Kalau penghasilannya lebih besar ya tidak hanya 

standar umum makan dan minum,  lebih dari itu, sandang, pangan, 

papannya ya dipertimbangkan. Misalkan di kos kan satu bulan 

berapa ? bisa jadi satu bulan Rp. 700.000, itu gek papane. Pangane 

piye ?  sandange piye ? apakah perlu ganti baju selama 3 bulan masa 

iddah itu. Jadi pakek pertimbangan kelayakan dan kemampuan.”
160

160
 Nur Sholehah, Pertimbangan Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut‟ah, diwawancara oleh Dwi 

Fahmi As-Shibrony, Jember, 22 Oktober 2020. 
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Dalam hal ini juga terkait penetapan nafkah iddah dan mut‟ah, 

penulis telah mewawancarai Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H selaku hakim 

Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: 

“Itu memang ada dalam peraturan perundang-undangan bahwa kalau 

perkara cerai gugat yang manakala pihak penggugat adalah orang 

awam tidak mengerti hak-hak yang diminta itu, majelis hakim 

biasanya memberikan penjelasan bahwa saudara punya hak ini. Cerai 

gugat itu biasanya nafkah iddah itu tidak dapat, karena inisiatif 

perceraian berada di pihak perempuan tetapi kalau perceraian itu 

inisiatif timbul dari pihak laki-laki, dalam hal ini cerai talak. Maka 

semua hak-hak perempuan itu harus diberikan, meskipun dia itu 

tidak menuntutnya. Majelis hakim berhak memberikan penjelasan. 

Saudara mau dicerai oleh suaminya. Saudara ada tidak, hak-hak yang 

mau diminta ? saya tidak tau apa yang diminta. Bahwa saudara itu 

bisa meminta beberapa hak-hak. Kalau punya anak bisa menuntut 

hak pemeliharaan anak, kalau anak masih dibawah umur ataupun 

sudah besar nanti boleh, tapi majelis hakim nanti 

mempertimbangkan. Yang kedua nafkah iddah itu selama tiga kali 

suci. Yang ketiga mut‟ah, mut‟ah itu semacam cinderamata kenang-

kenangan terakhir dari pihak suami yang pada dasarnya perempuan 

tidak mau dicerai, ada rasa bersalah tiba-tiba suami mengajukan 

bercerai. Hak-hak tersebut pihak istri berhak memperolehnya, 

meskipun istri tidak meminta, majelis hakim bisa mempunyai Hak ex 

officio. Tetapi kalau cerai gugat mengenai nafkah iddah, mut‟ah itu 

bisa menjadi gugur karena kehendak bercerai timbul dari pihak istri. 

Kalaupun dia minta biasanya tidak dikabulkan karena saudara 

sendiri, istri menuntut bercerai dengan suami. Jadi tidak dapat, hak-

hak itu menjadi gugur. Pertimbangan besaran ukuran nafkah iddah 

dan mut‟ah itu relatif. Majelis hakim memantau mulai awal gugatan 

dan jawab menjawab dan seterusnya hingga pembuktian. Di sana 

majelis hakim melihat, apabila itu cerai talak mesti akan 

dikembalikan pada suami mengenai kewajiban-kewajiban yang saya 

sebut tiga hal tadi itu. Nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah 

pemeliharaan anak atau nafkah madliah (nafkah lampau) ya empat. 

Tetapi majelis hakim sudah dari awal, sudah meneliti keadaan 

kemampuan suami meskipun di depan sidang istri minta nafkah 

iddah Rp. 100.000.000 misalnya, tetapi kalau suami tidak bekerja 

atau bekerja hanya guru honorer misalnya. Terus duwit dari mana ? 

ya tidak bisa. Paling diminta nanti berdasarkan kesanggupan suami. 

Kalau suami hanya sanggupnya Rp. 3.000.000 selama nafkah iddah 

Rp. 1.000.000 dalam satu bulan. Setinggi itu paling ya, 

dipertimbangkan. Jadi tidak bisa terlalu tinggi, harus 

mempertimbangkan secara manusiawi kemampuan pihak suaminya. 
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Kadang perempuan emosional tinggi-tinggi minta nafkah iddah. 

Tetapinya ditanya, penghasilan suami saudara berapa ? perbulan 

berapa penghasilannya ? boleh minta setinggi-tingginya tapi hakim 

yang akan mempertimbangkan kelayakan dan tingkat kemampuan 

suami. Relatif ya, kalau emang kaya, ya bisa tinggi dibebankan. Atau 

suaminya seorang dosen, seorang hakim, ya tinggi dibebankan 

penghukuman. Tapi kalau pengangguran, tukang ojek, ya secara 

sesuai ditanyakan berapa? Mampunya berapa saudara ?. Tidak boleh 

seenaknya mentang-mentang punya kewenangan ketok palu 

memberikan semaunya. Tidak boleh, harus mempertimbangkan 

kelayakan, kepatutan dan kemampuan pihak suami.”
161

Dari hasil wawancara di atas bahwa yang dijadikan pertimbangan 

dalam penetapan nafkah iddah dan mut‟ah bahwasanya bilamana perceraian 

itu atas kehendak suami yaitu permohonan cerai talak, maka pemberian nafkah 

iddah oleh bekas suami menjadi wajib dikarenakan bekas istri menjalani masa 

iddah sepanjang istri terbukti tidak nusyuz, ba‟da dukhul dan berkategori talak 

raj‟i. Dalam hal pemberian mut‟ah oleh bekas suami kepada bekas istri 

menjadi wajib dalam hal cerai talak (perceraian atas kehendak suami) dan istri 

ba‟da dukhul. Dalam hal istri tidak menuntut nafkah iddah dan mut‟ah dalam 

jawaban atas permohonan suami/gugatan rekonvensi, majelis hakim secara ex 

officio memberikan nafkah iddah dan mut‟ah kepada istri. Bilamana 

perceraian itu atas kehendak istri yaitu gugatan perceraian , maka pemberian 

nafkah iddah tidak wajib oleh bekas suami dikarenakan berkategori talak 

ba‟in sughra. Begitu juga tidak wajib dalam pemberian mut‟ah akibat cerai 

gugat dikarenakan perceraian atas kehendak istri. Dalam hal pertimbangan 

penetapan besaran ukuran nafkah iddah dan mut‟ah yang dijadikan tolak ukur 

161
 M. Ijmak, Pertimbangan Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut‟ah, diwawancara oleh Dwi Fahmi 

As-Shibrony, Jember, 27 Oktober 2020. 
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ialah kemampuan ekonomi suami, kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup 

istri. 

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr 

tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 

Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar dan pertimbangan hukum 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas. 

Amarnya berbunyi sebagai berikut. 

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar yang secara 

lengkap berbunyi sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan penggugat.

b. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughra tergugat (suami) terhadap penggugat

(istri). 

c. Menghukum kepada tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :

1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

rupiah). 

2) Mut‟ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta

rupiah).
162

162
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

108 

3. Pelaksanaan Eksekusi Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam

Masa Iddah Terkait Putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

Pelaksanaan/eksekusi merupakan tujuan akhir dari para pencari 

keadilan dengan maksud segala haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat 

dipulihkan melalui putusan hakim. Hal demikian dapat terwujud apabila 

putusan hakim dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, baik 

dengan cara sukarela ataupun secara paksa dengan menggunakan alat bantu 

negara, jika dari pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan 

sukarela. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

yaitu pengadilan agama telah dapat melaksanakan sendiri dari segala putusan 

yang telah dijatuhkannya tanpa melalui bantuan dari pengadilan negeri. 

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, dalam setiap pengadilan agama terdapat juru sita untuk dapat 

melaksanakan putusan-putusannya.
163

Pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah 

di lingkungan Peradilan Agama terdapat aturan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung berupa SEMA No. 2 Tahun 2019. Aturan SEMA No. 2 

Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar 

Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi 

pengadilan pada poin nomor 2 disebutkan, “bahwa dalam rangka pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

163
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara, 321. 
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perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan 

hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat 

dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “yang dibayar sebelum tergugat 

mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam 

posita dan petitum gugatan.”
164

Dalam hal pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah suami terhadap 

istri dalam masa iddah terkait SEMA No. 2 Tahun 2019 pada point nomor 2 

di Pengadilan Agama Jember. Penulis telah mewawancarai  Dra. Nur 

Sholehah, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: 

“Sebelumnya ada runut-runutan masalahnyakan, ada asbabul wurud-

nya. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian, kemudian 

didalam petitumnya, dia menarasikan bahwasanya dia memiliki hak 

nafkah iddah dan mut‟ah, kemudian dia minta. Kemudian 

dipertimbangkan.   Selama ini belum ada seperti itu. Karena ini 

masih baru ya, tahun 2019. Kebanyakan paradigmanya itu kan 

karena kalau istri yang mengajukan gugatan adalah istri yang sudah 

keluar dari rumah berkategori nusyuz, bisa jadi ya karena tergoda 

lelaki lain. Sehingga hal itu tidak perlu dimunculkan.”
165

Dalam hal ini juga terkait pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah 

suami terhadap istri dalam masa iddah terkait SEMA No. 2 Tahun 2019 pada 

point nomor 2 di Pengadilan Agama Jember. Penulis telah mewawancarai  

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Jember sebagai 

berikut: 

“Aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 itu masih baru, jadi belum ada di 

PA Jember ini. Istri mengajukan gugatannya, bila meminta hak-

haknya bisa hak nafkah iddah, mut‟ah dan lain-lain mencantumkan 

164
 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
165

 Nur Sholehah, Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019, diwawancara oleh Dwi Fahmi As-

Shibrony, Jember, 22 Oktober 2020. 
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dalam petitum gugatan itu. Lalu istri bisa menarasikan dalam posita 

dan petitum, kemudian nanti majelis hakim mempertimbangkannya. 

Tapi selama ini belum ada di sini karena tidak ada narasinya. Yang 

dibayar sebelum pengambilan akta cerai itu dalam SEMA itu, belum 

ada di sini.”
166

 Dari hasil wawancara di atas bahwasanya terkait aturan SEMA No. 

2 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan putusan yang berisi penghukuman 

pembayaran sejumlah uang berupa nafkah iddah dan mut‟ah akibat cerai 

gugat belum ada di Pengadilan Agama Jember dikarenakan aturan SEMA 

baru terbit tahun 2019. Dalam hal pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah 

suami terhadap istri dalam masa iddah akibat gugatan perceraian baik secara 

paksa melalui permohonan eksekusi ataupun secara sukarela di Pengadilan 

Agama Jember sebagaimana penulis telah mewawancarai Dra. Nur Sholehah, 

M.H selaku hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: 

“Sepanjang ibu jadi hakim tidak pernah ada permohonan eksekusi 

dikarenakan nilainya itu tidak seberapa dibandingkan dengan biaya 

dan kelelahannya. Terus solusinya gimana ?. Solusinya, itu hakim 

biasanya memberi kesempatan ketika cerai talak. Ini cerai talak dulu 

ya. ketika suami menjatuhkan talak. Ternyata dia belum bisa 

memberikan kewajibannya kepada istri, beban-beban tadi tidak bisa 

dilaksanakan hari itu. Hakim memberikan keleluasan sampai 6 

bulan, ditunda sampai 6 bulan. Tapi kalau sudah siap, itu diantara 

triknya. Ketentuan itu ada di SEMA No. 1 Tahun 2017. Setelah 

adanya SEMA No. 1 Tahun 2017, jadi hakim dengan tegas 

menjelaskan bahwasanya di dalam amar putusan, nafkah iddah, 

mut‟ah, nafkah madliah dan nafkah hadhonah sebagainya itu tadi 

dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan. Dalam perkara 

ini tidak menyinggung, bagaimana cara pelaksanaannya. Ini kan 

tingkat banding yang memberikan nafkah iddah itu kan dengan 

pertimbangan bahwasanya meskipun cerai gugat, meskipun talak 

ba‟in. Dia tetep aja melakukan iddah sebagai lil ibro‟. Menghukum 

tergugat membayar kepada penggugat, tergugat ini suami ya, 

penggugat istri, nafkah iddah sejumlah. Bagaimana cara 

166
M. Ijmak, Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019, diwawancara oleh Dwi Fahmi As-

Shibrony, Jember, 27 Oktober 2020. 
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pembayarannya? Ini tidak jelas.  Sepanjang tidak ada permohonan 

eksekusi untuk pelaksanaan ini. Kita maknai bahwasanya ini sudah 

dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat dalam hal ini suami. 

Sedangkan putusan ini tidak menyinggung. Sedangkan SEMA No. 2 

Tahun 2019 lebih detail. Jadi hak-hak perempuan pasca perceraian 

dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai. Diputusan ini belum 

ada. Hakimnya tidak mencatumkan. Karena apa? Karena tidak ada 

narasinya disini.”
167

Dalam hal pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah suami terhadap 

istri dalam masa iddah akibat gugatan perceraian baik secara paksa melalui 

permohonan eksekusi ataupun secara sukarela di Pengadilan Agama Jember 

sebagaimana penulis telah mewawancarai Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H 

selaku hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: 

“Belum ada yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah 

iddah, mut‟ah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi. 

Selama tidak adanya permohonan eksekusi dari pihak istri maka 

dianggap telah melaksanakan secara sukarela. SEMA ataupun 

PERMA yang datang dari Mahkamah Agung itu merupakan salah 

satu instruksi Mahkamah Agung untuk dipedomani oleh hakim. Jadi 

dalam amar putusan itu dalam perkara cerai talak ada beban-beban 

hukum seperti tadi itu disebutkan di sana itu dibayar sebelum 

mengucapkan ikrar talak. Apabila, makanya dalam sidang ikrar talak 

ditanya, diliat dulu putusannya  ada beban-beban, sudah siap ? 

sudah. Siapkan diserahkan hari ini ? iya. Disuruh keluarkan, mana ? 

itu. Istri langsung mengambilnya. Bagaimana kalau tidak siap, atau 

baru ada Rp. 5.000.000 misalnya. Ditanya istrinya, masih saudara 

mau diikrarkan talak ? masih belum siap suaminya. Pada umumnya 

perempuan tidak mau. Maka tidak jadi, tidak boleh mengucapkan 

ikrar talak. Jadi harus dipenuhi dulu beban-beban itu, karena kadang-

kadang laki-laki ada unsur nakalnya dicerai, nanti setelah bercerai 

tidak mau membayarnya itu. Jadi hakim harus mengikuti SEMA No. 

1 Tahun 2017. Sedangkan cerai gugat ini, harus ada narasinya dulu, 

nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi suami mau 

mengambil akta cerai harus terlebih dahulu memenuhi beban-beban 

167
 Nur Sholehah, Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Secara 

Sukarela Atau Secara Paksa, diwawancara oleh Dwi Fahmi As-Shibrony, Jember, 22 Oktober 

2020. 
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dalam putusan. SEMA No. 2 Tahun 2019 ini masih baru, jadi belum 

ada di sini.”
168

Dalam hal pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah suami terhadap 

istri dalam masa iddah serta mut‟ah akibat gugatan perceraian baik secara 

paksa melalui permohonan eksekusi ataupun secara sukarela di Pengadilan 

Agama Jember sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa pengajuan 

permohonan eksekusi tidak ada di Pengadilan Agama Jember dikarenakan 

hak-hak akibat perceraian yang didapatkan pihak istri berupa nafkah iddah 

dan mut‟ah tidak sebanding dengan besarnya biaya eksekusi. Menurut hakim 

Pengadilan Agama Jember yang telah penulis wawancarai bahwasanya 

sepanjang istri tidak mengajukan permohonan eksekusi maka telah dianggap 

suami telah melaksanakan putusan secara sukarela. Hak-hak perempuan pasca 

perceraian akibat cerai talak yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, 

bahwa hak-hak istri dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak telah 

dilaksanakan. Sedangkan hak-hak perempuan pasca perceraian akibat cerai 

gugat yang diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, bahwa hak-hak istri 

dibayar sebelum tergugat (suami) mengambil akta cerai belum ada di 

Pengadilan Agama Jember dikarenakan tidak ada narasinya di dalam posita 

dan petitum gugatan. 

C. Pembahasan Temuan 

168
 M. Ijmak, Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Secara 

Sukarela Atau Secara Paksa, diwawancara oleh Dwi Fahmi As-Shibrony, Jember, 27 Oktober 

2020. 
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1. Duduk Perkara Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri

Dalam Masa Iddah Pada Putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan 

Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR dan pasal 195 ayat (1) dan (2) RBg serta 

pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 mengemukakan 

bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara 

ringkas tentang gugatan dan jawaban tergugat secara ringkas dan jelas. Di 

samping itu dalam surat putusan juga harus dimuat secara jelas tentang alasan 

dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, biaya perkara serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara 

pada waktu putusan itu diucapkan. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) HIR dan 

pasal 195 ayat (1) RBg bahwa gugatan dan jawaban para pihak cukup ditulis 

secara ringkas saja. Dalam praktik biasanya gugatan dimuat secara keseluruhan 

dalam putusan. Sebenarnya hal ini akan mempertebal halaman putusan saja. 

Namun hal ini bukanlah suatu kesalahan, karena memuat semua gugatan dan 

jawab menjawab secara lengkap akan memperjelas tentang duduk perkaranya 

dalam putusan tersebut. Sebaiknya jawaban dan tanggapan para pihak cukup 

dimuat secara singkat saja. Tidak perlu jawaban dan tanggapan para pihak 

(termasuk replik dan duplik) dimuat secara keseluruhan, cukup hal-hal yang 

menyangkut pokok-pokoknya saja atau garis besarnya saja, asalkan tidak 

menghilangkan arti dari jawab menjawab tersebut atau mengurangi artinya. 

Tetapi apabila dimuat secara keseluruhan, hal tersebut bukanlah suatu 

kekeliruan. Bisa saja dimuat secara keseluruhan tetapi haruslah dilihat situasi 
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dan kondisi dari perkara yang disidangkan. Selanjutnya fakta kejadian ini dapat 

berupa keterangan alat-alat bukti, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

keterangan saksi-saksi, persangkaan ataupun sumpah, baik untuk kepentingan 

penggugat maupun untuk kepentingan tergugat.
169

 Gugatan cerai diproses di

kepaniteraan gugatan dan dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan. 

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian 

didaftarkan di kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, 

demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Gugatan cerai dapat diajukan 

berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 

ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah 

No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 dan pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

a. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin

istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak istri. 

169
 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 308-309. 
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e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami.
170

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar ta‟lik talak.

h. Suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam

rumah tangga. 

i. Suami melanggar perjanjian perkawinan.
171

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk 

mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir 

artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang 

dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya 

dapat dilakukan melalui pembuktian. Dalam pembuktian itu, maka para pihak 

memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukannya. Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi 

(dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu.
172

 Suatu fakta dapat dikatakan

terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya.
173

Pasal 163 HIR/283 RBg telah memberi pedoman kepada hakim mengenai 

penentuan siapa diantara penggugat atau tergugat yang dibebani pembuktian 

dalam suatu sengketa. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut, “barangsiapa 

170
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), 224-226. 
171

 Arto, 224-225. 
172

 Arto, 139. 
173

 Arto, 139. 
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mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan 

hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 

haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.” 

Untuk lebih jelasnya, pasal tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, harus membuktikan adanya hak

itu. 

b. Barangsiapa mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan

haknya, harus membuktikan adanya perbuatan hukum itu. 

c. Barangsiapa mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk membantah

hak orang lain, harus membuktikan adanya perbuatan hukum itu. 

Kalau diperhatikan bunyi pasal diatas, maka dapat difahami bahwa 

tidak selalu dan tidak selamanya, yang harus membuktikan adalah penggugat. 

Dalam kasus atau keadaan tertentu tergugatlah yang harus membuktikan.
174

Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh para pencari keadilan diatur 

dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 BW yaitu berupa: 

a. Alat bukti tertulis.

b. Alat bukti saksi.

c. Alat bukti persangkaan.

d. Alat bukti pengakuan.

e. Alat bukti sumpah.

f. Pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR).

174
 Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, 410-411. 
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g. Saksi ahli (Pasal 154 HIR).
175

Fakta hukum yang didapatkan dari dalil gugatan yang diajukan oleh 

penggugat dan jawaban dari tergugat yang telah dikonstatir dengan hukum 

pembuktian oleh majelis hakim ialah: 

a. Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri

yang sah dan telah memiliki dua orang anak. 

b. Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan

telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus lalu 

diiringi dengan kekerasan fisik dan ungkapan kasar. 

c. Perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya dipicu oleh tergugat

yang telah berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya penggugat 

meninggalkan tergugat dan anak-anaknya sehingga terjadi pisah tempat 

tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga kini 15 bulan lamanya. 

d. Penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah

rukun kembali meskipun telah diupayakan rukun. 

Alasan cerai karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga yang tercantum dalam putusan nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut 

yang didalilkan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya yang kemudian 

diperiksa oleh majelis hakim sesuai hukum pembuktian. Tata cara pemeriksaan 

dan pembuktian perceraian karena alasan ini diatur dalam pasal 22 Peraturan 

175
 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan, 293-294. 
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Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, 

sebagai berikut: 

a. Hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan

pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran 

itu. 

b. Hakim harus meneliti pula tentang sebab-sebab perselisihan dan

pertengkaran. 

c. Hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran

itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan 

kehidupan suami istri. 

d. Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai saksi 

dan mereka harus disumpah. 

e. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan bentuk 

serta kadar perselisihan dan pertengkaran, dan setelah dipertimbangkan 

ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan 

kehidupan suami istri. Lalu tidak adanya harapan akan hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga.
176

Pengadilan Agama setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan 

bahwa istri sebagai penggugat mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai, 

alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti, dan kedua belah pihak tidak 

176
 Arto, Praktek Perkara Perdata, 217. 
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mungkin lagi didamaikan telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai 

dikabulkan dengan suatu putusan. Terhadap putusan tersebut para pihak dapat 

mengajukan upaya hukum banding.
177

 Hakim harus mengadili seluruh petitum

dalam gugatan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam 

petitum, kecuali undang-undang menentukan lain berdasarkan pasal 178 

HIR/189 Rbg. Menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan lex specialis, maka hakim 

karena jabatannya (hak ex officio hakim), tanpa harus ada permintaan dari 

pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 

sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk terwujudnya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
178

 Jadi pembebanan

kewajiban nafkah iddah dan mut‟ah yang diputus oleh majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio sebagai bentuk wujud 

nyata perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan 

pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

SEMA No. 3 Tahun 2018 rumusan hukum kamar agama pada poin nomor 3 

dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

177
 Arto, 228-229. 

178
 Arto, 219. 
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Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Pelaksanaan pembayaran sejumlah 

uang yang terdapat dalam putusan tersebut tidak mendapatkan perlindungan 

hukum dikarenakan tidak adanya jaminan sebagaimana yang terdapat dalam 

aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 rumusan hukum kamar agama pada poin 

nomor 1 yang berbunyi yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. 

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Dalam Putusan

Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby 

Tentang Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam 

Masa Iddah. 

Pertimbangan hukum ini semua dalil serta alat bukti yang diajukan 

pihak-pihak dipertimbangkan satu persatu dan dianalisa berdasarkan ketentuan 

hukum acara dan hukum materiil yang berhubungan dengan perkara yang 

bersangkutan. Lalu disimpulkan tentang dikabulkan atau ditolaknya, diterima 

atau tidak dapat diterimanya. Penolakan dan pengabulan, penerimaan dan 

tidak menerima suatu gugatan harus disertai pertimbangan dan alasan yang 

dituangkan pada bagian ini.
179

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat 

diwakilkan kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Jember dalam petitum 

gugatan penggugat hanya memuat tuntutan pokok perkara berupa perceraian 

tanpa meminta tuntutan hak berupa mut‟ah dan nafkah iddah sebagai akibat 

hukum dari perceraian. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Agama 

179
 Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, 552. 
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Jember hanya memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara yang 

berkaitan dengan perceraian. Pertimbangan hukum majelis hakim atas 

mengabulkan tuntutan pokok perkara berupa tuntutan perceraian berdasarkan 

fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak baik dari dalil gugatan penggugat 

maupun jawaban tergugat dan alat-alat bukti berupa bukti tertulis berupa 

fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi kartu tanda penduduk dari penggugat 

maupun keterangan saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat yang telah 

dikonstatir oleh majelis hakim dengan hukum pembuktian menjadi fakta 

hukum tetap berupa: 

1) Bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami

istri sah, telah memiliki 2 (dua) orang anak.
180

2) Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, telah

lama terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diiringi dengan 

kekerasan fisik dan ungkapan kasar. 

3) Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantaranya dipicu oleh tergugat

yang telah selingkuh dengan wanita lain yang puncaknya penggugat 

meninggalkan tergugat dan anak-anaknya sehingga pisah tempat tinggal 

sejak bulan Maret 2018, hingga kini 15 bulan lamanya. 

4) Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara penggugat dengan

tergugat sudah tidak pernah rukun kembali meskipun telah diupayakan 

rukun. 

180
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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Berdasarkan fakta-fakta hukum tetap tersebut hakim mengabulkan 

gugatan penggugat berupa tuntutan pokok perkara perceraian karena telah 

memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya huruf 

(f) jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga berdasarkan pasal 65 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, maka gugatan penggugat terkait tuntutan pokok perceraian 

cukup beralasan untuk dikabulkan.
181

Tergugat (suami) sebagai pembanding mengajukan permohonan 

banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku Pengadilan Tingkat 

Banding. Bahwa keberatan pembanding yang disampaikan dalam memori 

banding yang terkait dengan tidak disertakan ijin perceraian dari kesatuan 

tergugat. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan, karena 

hal tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela oleh 

majelis hakim Pengadilan Agama Jember dengan tepat dan benar, dan majelis 

hakim Pengadilan Agama Jember telah melakukan tindakan sesuai dengan 

181
 Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr,” 20 Mei 2019. 
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Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, dengan baik dan benar.
182

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada dasarnya 

sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jember dengan segala 

pertimbangan hukumnya, namun perlu perbaikan, penambahan dan 

penyempurnaan baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya. Majelis 

hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan perkara dengan 

menjatuhkan putusan amar ex officio berupa mut‟ah dan nafkah iddah guna 

memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada bekas istri sebagai 

penggugat/terbanding walaupun tanpa adanya permintaan dalam petitum. Hak 

ex officio hakim tersebut berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum.
183

 Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, “pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
184

 Maksudnya pasal

tersebut memberikan ruang kepada majelis hakim secara ex officio untuk 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri berupa biaya 

182
 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 
183

 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby,” 15 Agustus 

2019. 
184

  Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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penghidupan mut‟ah dan nafkah selama masa iddah. Dalam SEMA No. 3 

Tahun 2018 pada point nomor 3 menyatakan, “mengakomodir Perma Nomor 

3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut‟ah 

dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz.”
185

 Dalam penetapan

besaran ukuran pemberian nafkah iddah dan mut‟ah dapat menggunakan 

acuan dalam SEMA No. 3 tahun 2018 pada point nomor 2 yang menyatakan, 

menyempurnakan rumusan hukum kamar agama SEMA No. 7 Tahun 2012 

angka 16 sehingga berbunyi, “hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, 

nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa 

keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami 

dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”
186

Dari hasil kesimpulan wawancara dengan Dra. Nur Sholehah, M.H 

(hakim Pengadilan Agama Jember) dan  Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H (hakim 

Pengadilan Agama Jember) dalam penyajian data di atas bahwa yang 

dijadikan pertimbangan dalam penetapan nafkah iddah dan mut‟ah 

bahwasanya bilamana perceraian itu atas kehendak suami yaitu permohonan 

cerai talak, maka pemberian nafkah iddah oleh bekas suami menjadi wajib 

dikarenakan bekas istri menjalani masa iddah sepanjang istri terbukti tidak 

nusyuz, ba‟da dukhul dan berkategori talak raj‟i. Dalam hal pemberian 

185
Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 tentang 
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186
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mut‟ah oleh bekas suami kepada bekas istri menjadi wajib dalam hal cerai 

talak (perceraian atas kehendak suami) dan istri ba‟da dukhul. Dalam hal istri 

tidak menuntut nafkah iddah dan mut‟ah dalam jawaban atas permohonan 

suami/gugatan rekonvensi, majelis hakim secara ex officio memberikan 

nafkah iddah dan mut‟ah kepada istri. Bilamana perceraian itu atas kehendak 

istri yaitu gugatan perceraian , maka pemberian nafkah iddah tidak wajib oleh 

bekas suami dikarenakan berkategori talak ba‟in sughra. Begitu juga tidak 

wajib dalam pemberian mut‟ah akibat cerai gugat dikarenakan perceraian atas 

kehendak istri. Dalam hal pertimbangan penetapan besaran ukuran nafkah 

iddah dan mut‟ah yang dijadikan tolak ukur ialah kemampuan ekonomi 

suami, kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup istri. 

Penulis menganalisis bahwa penentuan pemberian nafkah iddah 

akibat gugatan perceraian. Bahwasanya ketentuan terkait nafkah iddah diatur 

dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, 

“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali 

bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak 

hamil.” Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “bekas 

istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia 

nusyuz.”
187

 Cerai gugat berkategori talak ba‟in sughra berdasarkan pasal 119

ayat (2) huruf (c) yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
188

 Istri

dalam keadaan tidak nusyuz dan istri dijatuhi talak ba‟in sughra, sehingga 

187
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

188
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat tidak wajib oleh bekas 

suami. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 pada point nomor 3 menyatakan, 

“mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara 

cerai gugat dapat diberikan mut‟ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak 

nusyuz.”
189

 Majelis hakim Pengadilan Agama Jember tidak menetapkan

nafkah iddah dikarenakan penggugat (istri) tidak meminta dalam petitum 

gugatannya terkait nafkah iddah.   Dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) 

RBg terdapat larangan ultra petita yang menyatakan, “hakim dilarang 

menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan 

lebih daripada yang dituntut.”
190

 Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan

Tinggi Agama  Surabaya secara ex officio menetapkan nafkah iddah kepada 

bekas suami bagi bekas istri guna memberikan perlindungan hukum dan 

keadilan akibat perceraian walaupun tidak diminta dalam petitum karena 

bekas istri harus menjalani masa iddah karena lil ibro‟. Dalam penetapan 

besaran ukuran pemberian nafkah iddah dapat menggunakan acuan dalam 

SEMA No. 3 tahun 2018 pada point nomor 2 yang menyatakan, 

menyempurnakan rumusan hukum kamar agama SEMA No. 7 Tahun 2012 

angka 16 sehingga berbunyi, “hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, 

nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa 

keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami 

189
 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 tentang 
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dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”
191

 Besaran nafkah iddah

yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

secara ex officio berdasarkan fakta kemampuan ekonomi suami sebagai 

tergugat/pembanding yang berstatus sebagai anggota TNI yang berpangkat 

sersan Mayor dan fakta kebutuhan dasar istri. Azas kepatutan dan kelayakan 

serta kemampuan ekonomi suami dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam 

penetapan besaran pemberian nafkah iddah dari bekas suami terhadap bekas 

istri, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex 

officio menetapkan besaran nafkah iddah yang didapatkan oleh bekas istri 

sebesar Rp. 1.500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000. Bekas istri tersebut wajib 

menjalani masa iddah berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan, “waktu tunggu bagi seorang janda 

ditentukan, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 

(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan 

puluh) hari.”
192

Penulis menganalisis bahwa penentuan pemberian mut‟ah akibat 

gugatan perceraian. Bahwasanya ketentuan terkait mut‟ah  diatur dalam pasal 

149 huruf (a) yang menyatakan, “bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka bekas suami wajib memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas 

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al 

191
 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 tentang 
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dukhul.” Pemberian mut‟ah ditetapkan dengan syarat-syarat berdasarkan 

pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “mut‟ah wajib 

diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri 

ba‟da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Mut‟ah sunnah 

diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI.” Dalam 

pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “mut‟ah adalah 

pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau 

uang dan lainnya.”
193

 Cerai gugat itu diajukan oleh istri sebagai penggugat

karena ingin bercerai dengan suaminya. Oleh karena itu, mut‟ah sunnah 

diberikan oleh bekas suami kepada istrinya. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 

pada point nomor 3 menyatakan, “mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 

2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut‟ah dan 

nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz.”
194

 Majelis hakim Pengadilan

Agama Jember tidak menetapkan mut‟ah dikarenakan penggugat (istri) tidak 

meminta dalam petitum gugatannya terkait mut‟ah.   Dalam pasal 178 ayat (3) 

HIR/189 ayat (3) RBg terdapat larangan ultra petita yang menyatakan, 

“hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau 

memberikan lebih daripada yang dituntut.”
195

 Akan tetapi, majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya secara ex officio menetapkan mut‟ah 

kepada bekas suami bagi bekas istri guna memberikan perlindungan hukum 

193
  Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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dan keadilan akibat perceraian walaupun tidak diminta dalam petitum. 

Penentuan besaran ukuran mut‟ah diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan, “besarnya mut‟ah disesuaikan dengan kepatutan dan 

kemampuan suami.”
196

 Dalam penetapan besaran ukuran pemberian mut‟ah

dapat menggunakan acuan dalam SEMA No. 3 tahun 2018 pada point nomor 

2 yang menyatakan, “menyempurnakan rumusan hukum kamar agama  

SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, “hakim dalam 

menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah anak, harus 

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta 

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau 

anak.”
197

 Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio

menetapkan besaran mut‟ah disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan 

kemampuan ekonomi suami yang berstatus sebagai anggota TNI yang 

berpangkat sersan Mayor serta lamanya perkawinan bahwa istri telah 

mendampingi dan melayani suami dalam suka dan duka selama kurang lebih 

21 tahun, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara 

ex officio menetapkan mut‟ah yang harus diberikan oleh bekas suami kepada 

bekas istri berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,00. 

Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

196
  Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 

197
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memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas istri.”
198

 Pasal tersebut memberi kewenangan kepada hakim dalam

mengadili perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat tanpa ada 

tuntutan permintaan dalam petitum gugatan. Hakim secara ex officio dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri demi terwujudnya 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembebanan biaya 

penghidupan oleh hakim secara ex officio atas bekas suami terhadap bekas 

istri berupa nafkah iddah dan mut‟ah.
199

Penulis menganalisis dari segi hukum Islam terkait penentuan nafkah 

iddah. Majelis hakim  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio 

menetapkan nafkah iddah atas bekas suami terhadap bekas istri guna 

memberikan perlindungan hukum dan keadilan akibat perceraian walaupun 

tanpa adanya permintaan dalam petitum gugatan.  Cerai gugat termasuk 

berkategori talak ba‟in sughra berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang 

menyatakan, “talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”
200

 Dalam

penetapan nafkah iddah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri 

akibat cerai gugat yang berkategori talak ba‟in sughra menurut pendapat 

ulama‟ fikih yang bersesuaian yaitu pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 

berpendapat bekas istri yang dicerai talak ba‟in dan dalam keadaan tidak 

hamil berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Nafkah iddah 

198
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

199
 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan 

Hukum Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2018), 236. 
200
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tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini 

tidak dapat dihapus kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.
201

 Istri yang

diceraikan oleh suaminya dengan cerai hidup, kalau istri itu masih haid, 

iddah-nya adalah tiga kali suci, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah 

Al-Baqarah ayat 228. 

هِنَّ ثَلََثةََ قُ رُوْءٍ  ِْ  وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru.”
202

Kalau istri itu tidak haid, iddah-nya selama tiga bulan, berdasarkan 

firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 4: 

 ََْ ئِيْ  تُ هُنَّ ثَلََثةَُ أَشْهُرٍ وَاللََّ ائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فَعِدَّ َْ نَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّ ْْ ئِيْ يئَِ ضْنَ واللََّ يَُِ  

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) 

diantara perempuan-perempuanmu. Jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa iddah-nya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan 

begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”
203

Penulis menganalisis dari segi hukum Islam terkait penentuan 

pemberian mut‟ah. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara 

ex officio menetapkan mut‟ah kepada bekas suami terhadap bekas istri 

walaupun tanpa adanya permintaan dalam petitum gugatan guna perlindungan 

hukum dan keadilan akibat perceraian. Gugatan perceraian ialah gugatan 

perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat, sedangkan permohonan 

201
 Muhammad Fauzan, “Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,” Hukum Islam 

16, no. 1 (Juni, 2016): 75. 
202

 Al-Qur‟ân, 2:228. 
203

 Ibid., 65:4. 
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cerai talak ialah permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai 

pemohon agar diberi izin untuk diadakannya sidang penyaksian ikrar talak. 

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa mut‟ah itu wajib hanya untuk 

perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti cerai talak, kecuali bila 

jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul (qobla dukhul). 

Jadi penetapan mut‟ah itu hukumnya tidak wajib berdasarkan pendapat jumhur 

ulama dikarenakan perceraian itu berasal dari inisiatif istri. Dalam pasal 1 

huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “mut‟ah adalah pemberian 

bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan 

lainnya.”
204

 Pemberian mut‟ah bertujuan sebagai penghibur hati istrinya yang

diceraikan itu dan untuk mengurangi rasa perih dan pedih hatinya akibat 

perceraian. 

3. Pelaksanaan Eksekusi Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam

Masa Iddah Terkait Putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. 

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang 

dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini 

dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. Putusan hakim dapat 

dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa melalui permohonan eksekusi 

dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau 

melaksanakan secara sukarela. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 7 

204
 Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam. 
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama telah dapat 

melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui 

bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya Undang-undang Peradilan 

Agama tersebut maka ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan 

oleh Pengadilan Negeri dihapuskan. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan 

Jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya. Putusan yang dapat 

dieksekusi ialah putusan yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu: 

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Putusannya tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela

meskipun ia telah diberi peringatan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan 

Agama. 

3. Putusan hakim bersifat kondemnatoir. Putusan yang bersifat deklaratoir

atau konstitutif tidak diperlukan eksekusi. 

4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua

Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan 

Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang 

memutusnya. Yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah 

Pengadilan tingkat pertama sedangkan Pengadilan tingkat banding tidak 

berwenang melaksanakan eksekusi.
205

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait pembayaran sejumlah 

uang akibat percerian baik cerai talak maupun cerai gugat terdapat aturan yang 

berbentuk SEMA yaitu SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 

205
 Arto, Praktek Perkara Perdata, 313-315. 
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2019. Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan guna mengisi 

kekurangan atau kekosongan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan 

hukum sebagai pedoman bagi peradilan dibawahnya yang berbentuk SEMA 

sehingga mengikat bagi peradilan dibawahnya sebagaimana diatur di dalam 

pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

menyatakan, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal 

yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” Dalam penjelasan pasal 

79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

menyatakan, “apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau 

kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat 

peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. 

Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan 

pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur 

dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk 

Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-

undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. 

Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui 

pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak 

pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun 

pembagian beban pembuktian.”
206

 Dalam pasal 8 Undang-undang No. 12

206
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan, “jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, 

Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang 

atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan  yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.”
207

Dalam hal pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah suami terhadap 

istri dalam masa iddah serta mut‟ah akibat gugatan perceraian baik secara 

paksa melalui permohonan eksekusi ataupun secara sukarela di Pengadilan 

Agama Jember sebagaimana hasil wawancara dengan Dra. Nur Sholehah, 

M.H (hakim Pengadilan Agama Jember) dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H 

(hakim Pengadilan Agama Jember) dalam penyajian data di atas bahwa 

pengajuan permohonan eksekusi terkait pembayaran sejumlah uang selama 

ini tidak ada di Pengadilan Agama Jember dikarenakan hak-hak akibat 

207
 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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perceraian yang didapatkan pihak istri berupa nafkah iddah dan mut‟ah tidak 

sebanding dengan besarnya biaya eksekusi. Menurut hakim Pengadilan 

Agama Jember yang telah penulis wawancarai bahwasanya sepanjang istri 

tidak mengajukan permohonan eksekusi maka telah dianggap suami telah 

melaksanakan putusan secara sukarela. Hak-hak perempuan pasca perceraian 

akibat cerai talak yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, bahwa hak-

hak istri dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak telah dilaksanakan. 

Sedangkan hak-hak perempuan pasca perceraian akibat cerai gugat yang 

diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, bahwa hak-hak istri dibayar sebelum 

tergugat (suami) mengambil akta cerai belum ada di Pengadilan Agama 

Jember dikarenakan tidak ada narasinya di dalam posita dan petitum gugatan. 

SEMA No. 1 Tahun 2017 terkait bahwa hak-hak istri dibayarkan 

sebelum pengucapan ikrar talak yang telah dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Jember bahwasanya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum 

tetap, Pengadilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak 

dalam suatu penetapan dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya 

untuk menghadiri sidang ikrar talak tersebut. Dalam sidang ikrar talak 

tersebut suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta 

otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasa 

hukumnya.
208

 Dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 pada poin nomor 1 yang

menyatakan, “pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 

iddah, mut‟ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan 

208
 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 220. 
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dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat 

dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban 

tersebut pada saat itu.”
209

 Jadi suami pada saat mau menghadiri sidang

penyaksian ikrar talak harus menyiapkan akan kewajiban-kewajibannya 

tersebut. Bahwa mut‟ah dan nafkah iddah itu merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi yang melekat pada perceraian, maka hal itu menjadi syarat 

untuk dapat dilaksanakan ikrar talak. Jadi bilamana si suami tidak siap akan 

kewajibannya lalu istri merasa keberatan maka sidang ikrar talak ditunda 

sampai si suami dapat menyiapkan akan kewajiban-kewajibannya tersebut 

terkait pembayaran nafkah iddah dan mut‟ah pada saat mau mengucapkan 

ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama. Namun manakala pada saat 

ikrar talak ternyata suami belum atau tidak siap dengan kewajibannya itu 

sedangkan istri merelakan untuk ditunda pembayarannya atau suami 

dibebaskan olehnya dari kewajibannya itu, maka ikrar talak tetap dapat 

dilangsungkan tanpa pembayaran kewajiban tersebut.
210

SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait bahwa hak-hak istri dibayar 

sebelum suami mengambil akta cerai belum ada di Pengadilan Agama Jember 

dikarenakan istri sebagai penggugat tidak menarasikannya di dalam posita 

dan petitum gugatan. Dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 pada poin nomor 2 

yang menyatakan, “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 

209
Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
210

 A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, 133. 
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berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak 

perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan 

kalimat sebagai berikut, yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai, 

dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum 

gugatan.”
211

 Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung

sejak putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh 

kekuatan hukum tetap.
212

Apabila dalam pelaksanaan putusan yang amarnya berisi 

penghukuman pembayaran sejumlah uang berupa nafkah iddah dan mut‟ah 

yang tidak dibayar oleh suami secara sukarela maka istri dapat mengajukan 

permohonan eksekusi secara paksa di pengadilan tingkat pertama pemeriksa 

perkara. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, tindakan eksekusinya 

tergantung kepada kemungkinan yang terjadi setelah ketua pengadilan 

memberi teguran (aanmaning). Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, 

setelah ketua pengadilan memberikan teguran atau peringatan (aanmaning) 

kepada tergugat untuk memenuhi isi putusan yang berupa pembayaran 

sejumlah uang. 

a. Tergugat memenuhi isi putusan dengan suka rela, yakni membayar

sejumlah uang seperti yang tercantum dalam amar putusan tanpa paksaan 

dari pengadilan. Apabila hal ini yang terjadi maka selesailah perkara, 

sudah tidak ada masalah lagi karena keinginan penggugat telah terpenuhi. 

211
Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
212

 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 230. 
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b. Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan, padahal dia mempunyai uang

sejumlah yang tercantum dalam putusan. Dalam keadaan demikian, 

eksekusi yang dijalankan adalah eksekusi riil. Yaitu pejabat pelaksana 

eksekusi merampas uang tergugat secara paksa, lalu menyerahkannya 

kepada penggugat.
213

c. Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan karena tidak mempunyai uang,

tetapi dia mempunyai harta kekayaan berupa barang bergerak atau tidak 

bergerak. Jika keadaannya demikian, maka eksekusi yang dijalankan untuk 

memenuhi isi putusan harus menempuh beberapa langkah yaitu:. 

1. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi.

2. Mengeluarkan perintah eksekusi.

3. Pengumuman lelang.

4. Permintaan lelang.

5. Pendaftaran permintaan lelang.

6. Penetapan hari lelang.

7. Penentuan syarat lelang dan floor price.

8. Tata cara penawaran.

9. Pembeli lelang dan menentukan pemenang.

10. Pembayaran harga lelang
214

Pelaksanaan kewajiban nafkah iddah atas suami terhadap istri akibat 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember terkait aturan SEMA No. 2 

Tahun 2019 point nomor 2 yang dilaksanakan pembayaran sebelum tergugat 

213
 Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, 663. 

214
 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 334-340. 
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mengambil akta cerai belum ada di Pengadilan Agama Jember dikarenakan 

harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Kemudian nanti majelis 

hakim mempertimbangkannya di putusan gugatan cerai yang amarnya berisi 

penghukuman tergugat membayar nafkah iddah kepada penggugat dan yang 

dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.  Akan tetapi, belum ada 

pelaksanaan pembebanan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa 

iddah akibat gugatan perceraian yang dibayar sebelum tergugat mengambil 

akta cerai dikarenakan tidak ada narasi di dalam posita dan petitum gugatan. 

SEMA No. 2 tahun 2019 masih baru diterbitkan Mahkamah Agung sebagai 

pedoman majelis hakim di lingkungan peradilan dibawahnya. Istri yang 

mengajukan gugatan perceraian masih banyak yang tidak paham akan hak-

haknya pasca perceraian apalagi terkait SEMA No. 2 tahun 2019 terkait 

pembayaran sebelum suami mengambil akta cerai. Sehingga ketika meminta 

di dalam petitum hanya mencantumkan tuntutan pokok perceraian, namun 

ketika meminta hak-haknya pasca perceraian terkait nafkah iddah tidak tahu 

akan aturan SEMA No. 2 tahun 2019 pada point nomor 2 dengan amar yang 

dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Kemudian banyak pihak 

suami ketika setelah bercerai dengan istrinya tidak mau membayar 

pembebanan pembayaran hak-hak istri pasca perceraian, sehingga istri tidak 

mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan sebagaimana yang ada 

dalam amar putusan cerai gugat. Ketika suami tidak menjalankan putusan 

cerai gugat yang berupa nafkah iddah, dan lain-lainnya secara sukarela di 

Pengadilan Agama Jember belum pernah ada istri yang mengajukan 
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permohonan eksekusi secara paksa dikarenakan hak nafkah iddah yang 

didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai 

pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah pada 

putusan Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwasanya duduk perkara pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap

istri dalam masa iddah pada putusan nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan 

nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby ialah pelaksanaan eksekusi kewajiban 

nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah tidak ada perlindungan hukum 

dikarenakan tidak dinarasikan dalam duduk perkara dan tidak adanya 

kemudahan eksekusi putusan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya secara ex officio hanya menetapkan nafkah iddah dan mut‟ah 

walaupun tanpa permintaan istri. 

2. Bahwasanya dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam

putusan nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby 

tentang pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah 

ialah majelis hakim secara ex officio menetapkan nafkah iddah dan mut‟ah 

walaupun tidak diminta oleh istri berdasarkan pada pasal 41 huruf (c) Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam dan asas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kemampuan suami. SEMA 

No. 2 Tahun 2019 tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan 
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tersebut dikarenakan penggugat tidak menarasikan dalam posita dan petitum 

gugatan. 

3. Bahwasanya pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah suami terhadap istri

dalam masa iddah terkait putusan nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby ialah pelaksanaan putusan terkait nafkah iddah dan 

mut‟ah dikarenakan tidak ada narasi aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang 

mengatur eksekusi pembayaran nafkah iddah, mut‟ah akibat cerai gugat 

dengan jaminan akta cerai sebagai perlindungan hukum. Mazhab Hanafi 

berpendapat istri berhak nafkah iddah. Nafkah iddah tersebut dianggap hutang 

yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus kecuali 

sudah dibayar lunas atau dibebaskan. Eksekusi tersebut bisa dengan secara 

sukarela maupun secara paksa melalui permohonan eksekusi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan, penulis menyampaikan 

beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun 

saran-saran tersebut diantaranya adalah: 

1. Bagi pihak yang mengajukan gugatan perceraian, hendaknya dalam pengajuan

gugatan perceraian dapat menggunakan aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 

terkait bunyi amar yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan 

menarasikan ketentuan tersebut dalam posita dan petitum gugatan sebagai 

duduk perkara agar dapat perlindungan hukum dan keadilan demi kemudahan 

eksekusi hak-hak akibat cerai gugat dalam putusan secara efektif dan efisien. 
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2. Bagi Pengadilan Agama Jember, hendaknya dapat mensosialisasikan dan

memberikan penjelasan mengenai aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait hak-

hak istri akibat cerai gugat yang amarnya berbunyi yang dibayar sebelum 

tergugat mengambil akta cerai, agar pihak istri dalam mengajukan gugatan 

perceraian mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan terkait hak-haknya 

pasca perceraian. 

3. Bagi Mahkamah Agung RI terkait pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah

suami terhadap istri dalam masa iddah akibat perceraian berupa hak-hak istri 

pasca perceraian, hendaknya dapat memberikan aturan yang lebih tinggi dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan keadilan 

kepada para pihak yang berperkara. 
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JUDUL VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR SUMBER DATA  

METODE 

PENELITIAN 
FOKUS KAJIAN 

Pelaksanaan 

Kewajiban 

Nafkah 

Suami 

Terhadap 

Istri Dalam 

Masa Iddah 

Pada Putusan 

Pengadilan 

Agama 

Jember 

(Nomor: 

2764/Pdt.G/2

018/PA.Jr 

dan Nomor: 

332/Pdt.G/20

19/PTA.Sby) 

Pelaksanaan 

Kewajiban 

Nafkah 

Suami 

Terhadap 

Istri Dalam 

Masa Iddah 

Pada Putusan 

Pengadilan 

Agama 

1. Pelaksanaan 

Putusan 

Pengadilan 

Agama 

Terkait 

Pembayaran 

Nafkah 

Iddah 

2. Hukum 

Kewajiban 

Nafkah 

Suami 

Terhadap 

Istri Dalam 

Masa Iddah 

3. Hukum 

Iddah 

 

1. Nafkah iddah 

a) Definisi nafkah iddah 

b) Dasar hukum nafkah 

iddah 

c) Hukum nafkah iddah 

dalam hukum positif. 

d) Hukum nafkah iddah 

dalam hukum Islam 

2. Iddah 

a) Definisi iddah 

b) Dasar hukum iddah 

c) Macam-macam iddah 

dalam hukum positif  

d) Macam-macam iddah 

dalam hukum Islam 

3. Pelaksanaan putusan 

pengadilan agama 

a) Jenis dan sifat putusan 

Data Primer : 

1. Undang-

undang No. 1 

Tahun 1974 

tentang 

Perkawinan. 

2. Kompilasi 

Hukum Islam 

3. Putusan 

perkara  

Nomor: 

2764/Pdt.G/2

018/PA. 

4. Putusan 

perkara  

Nomor: 

332/Pdt.G/20

19/PTA.Sby. 

Jenis Penelitian : 

Yuridis Normatif 

Pendekatan 

Penelitian : 

a) Perundang-

undangan 

b) Kasus 

c) Konseptual 

Teknik 

Pengumpulan data: 

Kepustakaan 

Analisis Data: 

Deduktif 

1. Bagaimana  duduk 

perkara pelaksanaan 

kewajiban nafkah 

suami terhadap istri 

dalam masa iddah 

pada putusan  Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.

Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.

Sby ? 

2. Bagaimana dasar 

pertimbangan hukum 

hakim (ratio 

decidendi) dalam 

putusan  Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.

Jr dan Nomor: 

MATRIK PENELITIAN 
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b) Susunan dan isi 

putusan 

c) Azas eksekusi 

d) Tata cara Eksekusi 

e) Pelaksanaan putusan 

pembayaran sejumlah 

uang 

5. Kompilasi 

Hukum Islam 

6. KUH Perdata 

Data Sekunder : 

1. Kitab fiqih 

2. Buku fiqih 

munakahat 

3. Buku hukum 

perdata Islam 

4. Jurnal 

5. Wawancara 

hakim 

Pengadilan 

Agama 

Jember.  

332/Pdt.G/2019/PTA.

Sby ? 

3. Bagaimana 

pelaksanaan eksekusi 

kewajiban nafkah 

suami terhadap istri 

dalam masa iddah 

terkait putusan  

Nomor: 

2764/Pdt.G/2018/PA.

Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.

Sby menurut hukum 

positif dan hukum 

Islam ? 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 

FAKULTAS SYARIAH 
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 

Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005 
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com 

 

 

No : B-1404/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2020 15 Oktober 2020 

Hal : Permohonan Izin Penelitian 

 
 

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember 

Di 

JEMBER 

 
 

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata 

Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan 

kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada 

mahasiswa berikut : 

 
Nama : Dwi Fahmi As-Shibrony 

Nim : S20151053 

Semester XI 

Prodi : Hukum Keluarga 

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isterinya 

Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember 

(Nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor: 

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby.) 

 
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan 

terimakasih. 

an. Dekan 

Wakil Dekan Bidang Akademik 

 
 

 
Muhammad Faisol 

http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id/
mailto:fs.iainjember@gmail.com
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan 

adanya kewajiban nafkah iddah akibat cerai gugat dalam putusan ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan 

kadar jumlah nafkah iddah akibat cerai gugat dalam putusan ? 

3. Mengapa pada putusan nomor: 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr selaku 

pengadilan tingkat pertama tidak menetapkan nafkah iddah sedangkan 

pada putusan nomor: 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby selaku pengadilan 

tingkat banding menetapkan nafkah iddah dan mut’ah ? 

4. Bagaimana penerapan hak ex officio hakim dalam penetapan nafkah 

iddah dan mut’ah akibat cerai gugat walaupun istri tidak meminta 

dalam petitum ? 

5. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam 

masa iddah akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Jember ? 

6. Dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 pada point nomor 2 yang 

menyatakan, “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi 

hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat 

menambahkan kalimat sebagai berikut “yang dibayar sebelum tergugat 

mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan 

dalam posita dan petitum gugatan. Bagaimanakah penerapan aturan 

SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut di Pengadilan Agama Jember ? 

7. Bilamana suami tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat 

dalam putusan akibat cerai gugat secara sukarela. Apakah pihak istri 

ada yang mengajukan permohonan eksekusi secara paksa di 

Pengadilan Agama Jember ? 

8. Bagaimanakah proses pengajuan permohonan eksekusi pembayaran 

sejumlah uang di Pengadilan Agama Jember ? 
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Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jember) 
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P U T U S A N 

Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr. 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Jember  yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu 

rumah tangga, Bertempat tinggal di  JEMBER, dalam hal ini 

menguasakan kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy,SHI. 

Advokat berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam 

(LKBHI) STAIN Jember yang beralamat Jl. Jumat No.94 Kelurahan 

Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat 

Kuasa tanggal 23 Mei 2018, disebut sebagai Penggugat; 

 

M e l a w a n 

 

TERGUGAT, umur 47 tahun,  agama Islam,  pendidikan SMA,  pekerjaan TNI, 

tempat tinggal di JEMBER. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 

Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Jember dengan register Nomor 2901/Kuasa/XII/2018, tanggal 

31 Desember 2018 telah memberi kuasa kepada AGOES TRIONO, 

SH. dan LODOWIK LLOYD H.L, SH., keduanya Advokat berkantor di 

Perum. Jember Permai I Jl. Semeru XIII.U-10 Kabupaten Jember, 

sebagai Tergugat ;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca surat-surat perkara; 

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; 

 DUDUK PERKARA 
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Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan 

tertanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Pasuruan, dengan register perkara Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr., tanggal 

228 Mei 2018 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal  

18 Oktober1998,  yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wuluhan,  Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah 

Nomor 827/118001998 tanggal 18 Oktober 1998 dengan status 

Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka; 

2. Bahwa setelah pemikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama sebagai suami istri selama 18 tahun  telah berhubungan 

layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat 

kediaman di rumah bersama,  sudah mempunyai anak 2 yang bernama  1.    

ANAK I umur 18 tahun,  2.  ANAK II umur 13 tahun.  keduanya dalam 

pengasuhan Tergugat ; 

3. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat   dan  Tergugat   

berjalan  dengan  baik, akan  tetapi  sejak  7 tahun  yang  lalu,  rumah  

tangga   Penggugat dan Tergugat mulai goyah,   sering  terjadi  perselisihan  

dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering  

mengucapkan kata  talak berulang-ulang kepada Penggugat, Tergugat 

sering melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  kepada  

Penggugat,  Tergugat  juga sering mengusir  Penggugat  ke luar dari 

rumah tanpa  alasan  yang jelas; 

4. Bahwa perselisihan dan  pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  

tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi  

meninggalkan   tempat   kediaman bersama  diusir  oleh  Tergugat  sejak 

1 (satu)    bulan   yang   lalu dan  sekarang  berada  di rumah orang 

 tua Penggugat yang beralamat di Dusun Tanjungsari  Desa 

Glundengan Kecamatan  Wuluhan  Kabupaten  Jember ; 

5. Bahwa  sejak  itu  antara  Penggugat   dan Tergugat   telah  hidup  

berpisah  yang  hingga  sekarang  sudah  1  bulan   dan  selama  hidup    

berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya  suami  istri; 
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6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang  demikian itu, Penggugat 

mengalami penderitaan  lahir dan bathin yang berkepanjangan; 

7. Bahwa  Penggugat   sudah  berusaha   memulihkan   ketentraman   rumah  

tangga  dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya   

Penggugat  sudah  tidak  sanggup   lagi membina  rumah tangga  dengan  

Tergugat; 

8. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  biaya perkara; 

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan   

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai,  maka mohon 

kepada majelis hakim yang memeriksa  perkara  a quo untuk memberikan 

putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in dari Tergugat untuk Penggugat ; 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuanm hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR : 

●   Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Tegugat telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ; 

 Bahwa karena kedua belah pihak sama-sama hadir, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 130 HIR / 154 R.Bg. jo. PERMA No. 1 Tahun 2016, kedua 

belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, 

maka Majelis Hakim menetapkan AKHMAD MARJUKI, SH. sebagai mediator 

untuk berusaha mendamaikan permasalahan waris antara Penggugat dengan 

Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Juli 2018 mediasi 

tersebut tidak berhasil ; 

 Bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum Majelis Hakim telah 

membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat  ;  

 Bahwa   terhadap   gugatan    Penggugat,   Tergugat    menyampaikan  

jawabannya tertanggal 21 Januari 2019  yang isinya sebagai berikut : 
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Dalam Eksepsi : 

1. Bahwa  gugatan  cerai  Penggugat  harus  nyatakan  sebagai  gugatan  

tidak  

dapat diterima hal ini dikarenakan bahwa Tergugat bekerja sebagai 

anggota TNI, maka Penggugat sebagai istri Tergugat juga sudah terikat 

sebagai anggota TNI dan anggota persit TNI serta terikat pada aturan UU 

Nomor 34 Tahun Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan 

Rujuk Bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan, dan Peraturan 

Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tentang Tata Cara 

Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI, sehingga bilamana 

Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Tergugat sebagai 

anggota TNI di pengadilan maka harus menyertakan Ijin Atasan Tergugat,  

namun Penggugat dalam hal ini tidak menyertakan ijin dari atasan 

Tergugat dalam perkara ini,maka Gugatan Perceraian Penggugat  harus 

dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima; 

2. Bahwa hal ini sesuai surat dari dari Panglima TNI kepada MARI yang 

meminta agar syarat ijin atasan lebih dipertimbangkan dan TNI 

menginginkan cerai meminta agar syarat cerai diperketat supaya angka 

cerai prajurit bisa ditekan sehingga prajurit bisa membina keluarga prajurit 

lebih efektif; 

3. Bahwa selain itu Penggugat sebagai istri anggota TNI tidak pernah 

berkoordinasi dengan atasan Tergugat bahkan saat Tergugat melaporkan 

adanya gugatan cerai dari istrinya (Penggugat) kepada atasannya dan 

sebagai atasannya Tergugat melakukan pemanggilan kepada Penggugat 

(istri) untuk dimintakan keterangannya mengenai tuntutannya namun 

hingga sampai gugatan ini disidangkan, Penggugat tidak pernah hadir atau 

datang menemui atasan Tergugat dan terakhir pada tanggal 14 Januari 

2018 Penggugat sebelum sidang datang menemui atasan Tergugat namun 

atasan Tergugat tetap meminta akan memediasi terus dalam   perkara ini 

antara Penggugat dan Tergugat sehingga membentuk  

keluarga yang sakinah, mawakdah dan waromah; 
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4. Bahwa karena belum adanya ijin dari atasan Tergugat dan masih adanya 

upaya mediasi dari atasan Tergugat akhirnya tetap sebagai Atasan 

Tergugat membuat surat yang ditujukan kepada Majelis pemeriksa perkara 

ini untuk meminta gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak 

dikabulkan/diputus (terlampir); 

5. Bahwa berdasarkan hal Kami selaku Kuasa hukum Tergugat mohon 

kiranya gugatan cerai Penggugat untuk dapatnya dinyatakan sebagai 

gugatan tidak dapat diterima karena masih belum ada ijin dari atasannya 

Tergugat ; 

Dalam Pokok Perkara : 

1. Bahwa Pertama tama  Tergugat mohon terlebih dahulu hal hal yang terurai 

dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban 

dalam pokok perkara berikut ini sepanjang tidak bertentangan; 

2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak keseluruhan dalil dalil  

Penggugat sebagaimana termuat didalam surat gugatan cerai tertanggal 

23 Mei 2018 dalam perkara No. 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr , terkecuali hal hal 

yang diakui oleh Tergugat secara tegas dibawah ini karena dalil dalil 

Penggugat  tersebut sama sekali tidak benar dan tidak mendasar; 

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 

18 Oktober 1998 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan akta Nikah No. 

827/118/X/1998 tanggal 18 Oktober 1998; 

4. Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah 

mempunyai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I (18 Tahun) dan 2. 

ANAK II (13 Tahun) , keduanya saat ini ikut Tergugat; 

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat point 3 hal 2 yang 

menyebutkan ”....sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata talak berulang 

ulang kepada Penggugat, tergugat sering melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat...”, yang benar adalah Tergugat 

tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan Penggugat bila 

bertengkar dan apa yang dilakukan Penggugat hanyalah mengingatkan 
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tugas dan kewajiban Penggugat selaku Istri itupun caranya dengan tidak 

melakukan seperti apa yang dituduhkan Penggugat dalam gugatan ini, dan 

Tergugat selaku suami berkeinginan bersama sama Tergugat selaku istri  

membangun keluarga  sakinah dan mawakdah yang diridhoi oleh Allah 

SWT hingga ajal memisahkan antara kami. Sehingga apa yang 

disampaikan didalam gugatan cerainya Penggugat hanyalah suatu 

keadaan yang dibuat buat dan sebenarnya tidak pernah terjadi karena 

antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persoalan yang berarti; 

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang 

terhormat Ketua Majelis beserta anggotanya yang memeriksa serta mengadili 

perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan: 

Dalam Eksepsi : 

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat; 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

Dalam Pokok Perkara : 

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya 

gugatan tidak dapat diterima; 

2. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ; 

Subsidair : 

•  Atau apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain , Tergugat mohon  

putusan yang seadil adilnya ; 

 Bahwa, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 28 Januari 

2019 pada point 5 (lima) bahwa jauh sebelum adanya gugatan perceraian 

yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama, antara Penggugat dengan 

Tergugat telah berulang dilakukan mediasi oleh atasannya, akan tetapi pada 

pertengkaran tahun 2018 Penggugat dengan bulat tidak kuat untuk 

melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan 

cerai ke Pengadilan Agama Jember, yang kemudian juga pada hari Kamis 

tanggal 17 Januari 2019, Penggugat dengan berani (sekalipun banyak 

ancaman dan intimidasi oleh Tergugat yang diterima oleh Penggugat untuk 

dapat hadir di Kantor Tergugat) untuk menghadap Pimpinan / atasan Tergugat 

yang baru, dimana hasil pertemuan atau mediasi tersebut tidak diperoleh jalan 
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damai, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dan dalam 

jawabannya Tergugat telah menyampaikan (melaporkan) adanya gugatan 

cerai dari isteri (Penggugat) kepada atasannya dan sebagai atasannya 

Tergugat melakukan pemanggilan kepada Penggugat (isteri) untuk dimintai 

keterangannya mengenai tuntutannya namun hingga sampai gugatan ini 

disidangkan, Penggugat tidak pernah hadir atau datang menemui atasan 

Tergugat dan terakhir pada tanggal 14 Januari 2019 (tertulis 2018) Penggugat 

sebelum sidang datang menemui atasan Tergugat, namun atasan Tergugat 

tetap meminta akan memediasi terus dalam perkara ini antara Penggugat dan 

Tergugat sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

warohmah ;   

Bahwa Tergugat memberikan Duplik tertulisnya tertanggal 18 

Februari 2019 yang pada pokoknya sama dengan jawaban tertulisnya 

sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokonya tetap 

mempertahankan sebagaimana dalam jawabannya ;  

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa: 

Surat-surat: 

1. Foto copi  Kutipan Akta Nikah Nomor   827/118/X/1998 tanggal 19  

Oktober 1998, dinazegelen, sesuai aslinya, bukti  (P.1); 

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 

3509194705790002, dinazegelen, sesuai aslinya, bukti (P.2); 

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi  

Penggugat bernama: 

1. SAKSI P I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah paman sepupu Penggugat; 

 Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, saksi selalu datang  ke rumah 

Penggugat dan Tergugat karena  bekerja di rumah mereka; 

 Bahwa ketika itu  saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering 

bertengkar; 
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 Bahwa dalam pertengkaran diiiringi kekerasan, Tergugat memukul dan 

menendang Penggugat, kadang terlontar kata-kata “kamu tak tinggal 

cari istri lagi”; 

 Bahwa dengan kejadian itu saksi  menasehati Tergugat, namun malah 

saksi diancam akan dihajar, karenanya saksi tidak mau lagi bekerja di 

rumah Tergugat;   

 Bahwa kekasaran Tergugat telah dilaporkan Penggugat  kepada 

komandannya;  

 Bahwa saksi pernah mendengar dari  keluarga, Tergugat memiliki WIL 

orang Kaliwining, yang dinikahi dan telah memiliki anak; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat konflik  dengan orang tua 

Penggugat, masalah rumah yang ditempati orang tua Penggugat 

dibongkar untuk dijadikan kolam ikan hingga orang tua Penggugat 

tinggal di rumah kontrakan;    

 Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sekitar 11 bulan 

yang lalu, sepulang dari umroh; 

2. SAKSI P II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah paman sepupu Penggugat; 

 Bahwa saksi mendengar dari Penggugat tentang pertengkarannya 

dengan Tergugat yang kasar, kadang bicara kotor “toronah senok” 

(turunannya Lonte); 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sempat konflik  dengan orang tua 

Penggugat, rumah yang ditempati orang tua Penggugat dibongkar, 

ayah Penggugat pindah dari rumah itu sampai meninggal dan ketika  

meninggal Tergugat tidak datang melayat;  

 Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, sejak bulan 

Maret 2018, sepulang dari umroh; 

 Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil; 

3. SAKSI P III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah dua pupuh Penggugat juga teman sewaktu kecil; 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

                                   Hal. 9 dari 19 hal Putusan No. 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr. 
 

 Bahwa sejak lama saksi  mendengar keluhan Penggugat perihal  rumah 

tangganya, Tergugat selingkuh, berwatak keras dan sering melakukan 

kekerasan; 

 Bahwa saksi pernah mendengar keributan Penggugat dengan Tergugat 

dari dalam rumah orang tua Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 

sejak  sepulang Penggugat  umroh, saat saksi bertemu Penggugat 

menyampaikan akan bercerai dengan Tergugat; 

 Bahwa saksi pernah mendengar sengketa tanah antara Penggugat dan 

keluarganya namun saksi tidak tahu pasti permasalahannya;  

 Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil; 

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi  

Tergugat bernama: 

1. SAKSI T.I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah atasan langsung Tergugat, yang menjabat sebagai 

Kepala Kantor Administrasi Veteran V/22 Jember sejak Nopember 2018 

sebelumnya dijabat oleh  Mayor CPM. Sumantoyo;  

 Bahwa dengan adanya gugatan cerai Penggugat telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap Tergugat tanggal 17 september 2018 oleh 

Kapten CPM. Sholihin; 

 Bahwa oleh saksi  telah dilakukan pembinaan   terhadap Penggugat  

Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019, Penggugat dengan didampingi 

kuasanya, Tergugat dengan  ke 2 anaknya, terungkap Penggugat saat 

ini tinggal di rumah orang tuanya, dan ada permasalahan KDRT;   

 Bahwa  perihal gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat 

belum dikeluarkan surat izin karena belum dilakukan mediasi secara 

maksimal; 

 Bahwa menurut ketentuan dibutuhkan waktu 6 bulan saksi  memediasi 

Penggugat dan Tergugat, jika tidak berhasil saksi wajib melaporkan 

kepada Kababin Minvectad V Brawijaya; 
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 Bahwa saksi siap melakukan mediasi lanjutan utuk itu mohon  diberikan 

waktu yang cukup; 

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis memberikan 

waktu satu bulan untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat 

dengan perintah untuk melaporkan hasil mediasi tersebut pada sidang yang 

akan datang; 

2. SAKSI T.II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah tukang yang menggarap rumah Tergugat dari 

tahun 2004 hingga tahun 2015; 

 Bahwa hubungan saksi dengan keluarga Penggugat dan tergugat 

cukup dekat, saksi sering diajak menemani kegiatan Penggugat, 

kadang saksi menginap di ruma mereka;  

 Bahwa selama kurun waktu tersebut saksi tidak pernah mendengar 

keluhan Penggugat akan rumah tangganya saksi juga tidak pernah 

melihat  pertengkaran mereka; 

 Bahwa sejak Penggugat pulang umroh saksi tidak pernah melihat 

Penggugat di rumah; 

 Bahwa saksi mengetahui gugatan cerai Penggugat dari Tergugat 

namun tidak tahu penyebabnya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan 

mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon  putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tentang hal ini bersandar 

pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang dianggap ada 

dan terbaca kembali dalam putusan ini ; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan  cerai Penggugat pada 

pokoknya adalah sebagai berikut: 
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memiliki 2 

orang anak; 

2. Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat  sering 

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengungkapkan kata talak 

berulang-ulang dan telah mengusir Penggugat; 

3. Bahwa  sebulan sebelum pengajuan gugatan, Penggugat tidak lagi tinggal 

bersama Tergugat, karena diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu tidak ada 

lagi hubungan layaknya suami istri; 

Menimbang,  Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat  

telah memberikan pengakuan murni atas dalil Penggugat  selain dalil 

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran; 

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah  

membantah melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga, mengucapkan 

kata talak dan Mengusir Penggugat, yang dilakukan Tergugat  hanyalah 

mengingatkan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai istri selanjutnya 

Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat tetap 

mempertahankan alasan perceraiannya sekaligus mempertegas 

kekerasan yang dilakukan Penggugat tidak hanya sekedar kekerasan fisik 

namun juga kekerasan psikis dengan adanya perselingkuhan Tergugat  

dengan Siti Nur Hasanah, berasal dari Dusun Curah Suko, Desa 

Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember, dari perselingkuhan itu 

diperoleh seorang  anak bernama Ratih Nata Soraya, pada mulanya 

Penggugat berusaha menerima keadaan tersebut namun akhirnya 

Penggugat tidak sanggup menghadapinya; 

Menimbang, bahwa dalam Duplik Tergugat tidak menyampaikan 

tanggapan apapun terhadap Replik Penggugat tentang perselingkuhan 

yang dilakukan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan 

Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

                                   Hal. 12 dari 19 hal Putusan No. 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr. 
 

dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam  

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keretakan rumah 

tangga  dan apakah masih ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat ada yang dibantah 

oleh Tergugat,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal   163   HIR   kepada  Penggugat   

dan  Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing  

dengan  pembebanan  pembuktian  secara  berimbang; 

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,  

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan 3 (tiga) 

orang saksi, masing-masing bernama: 1. SAKSI P I, 2. Suwono bin Munidin, 

3. Sumila binti Munidin; 

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 sebagai akta  yang dikeluarkan 

oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,  

isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti 

autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan 

demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya 

menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah 

lagi, sejak setelah Penggugat pulang umroh tepatnya bulan Maret 2018, 

terhitung lamanya hingga kini 15 bulan, saksi juga menyampaikan kondisi 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dimana 

Tergugat kerap kali melakukankan kekerasan fisik, sering kali pula 

melontarkan ungkapan-ungkapan kasar, Tergugat juga melakukan 

perselingkuhan sebagaimana keterangan   saksi 1 (SAKSI P I)  yang pernah 

mendengar perselingkuhan Tergugat dengan orang Kaliwining sampai 

memiliki anak, begitu pula  saksi 2 (Sumila binti Munidin) yang menyampaikan 

7 tahun yang lalu Penggugat berkeluh kesah karena Tergugat telah selingkuh 

dengan  seorang wanita;     

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi  

Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran 

saksi sendiri dan antara keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, dan 
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keterangannya diberikan di bawah sumpah, saksi adalah orang yang kenal 

dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 

172 HlR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  Undang-

Undang No 50 Tahun 2009, saksi Penggugat tersebut dipandang telah 

memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan  saksi 

Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil Penggugat bahwa 

telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat diiringi dengan kekerasan dan kekasaran kata-kata, telah terbukti 

pula Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2018 

sepulang umroh namun tidak terbukti kepergian Penggugat karena diusir oleh 

Tergugat, oleh karena itu selain pengusiran dalil Penggugat  mengenai 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya sebagaimana 

dalam dalil gugatan  telah terbukti ; 

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi mengenai konflik tanah 

antara Tergugat dengan orang tua Penggugat karena tidak bersangkutan 

dengan dalil gugatan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa penyebab  dari perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibantah oleh Tergugat 

dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 

1. SAKSI T.I 2. SAKSI T.II, saksi 1 mengetahui perihal rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sebgai atasan yang telah mendapat laporan dari 

hasil pembinaan terhadap keduanya, dalam pembinaan telah terungkap 

adanya KDRT Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat telah pulang 

kerumah orang tuanya,  sedangkan saksi 2 yang mengaku sebagai orang 

dekat Penggugat selama ini tidak pernah melihat, mendengar perengkaran 

Penggugat dan Tergugat namun demikian ia telah mengetahui sejak sepulang 

umroh Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga tidak tinggal 

bersama lagi. Keterangan saksi-saksi  Tergugat tersebut   memberikan 

penjelasan akan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

bukan sebaliknya, malah  justru mendukung dalil Penggugat mengenai telah 
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tidak rukunnya  Penggugat dengan Tergugat dengan demikian bantahan 

Tergugat telah tidak terbukti; 

Menimbang,  bahwa  tentang  perihal  tuduhan Penggugat akan adanya  

perselingkuhan Tergugat dengan waita dari Kaliwining sampai memperoleh 

seorang anak tidak pernah dibantah dan juga tidak dibuktikan sebaliknya oleh 

Tergugat maka dalil Penggugat tersebut dapat dipertimangkan sebagai dalil 

yang telah diakui oleh Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui 

oleh Tergugat dan bukti-bukti tertulis dari Tergugat maupun keterangan saksi-

saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta persangkaan hakim,  

maka diperoleh fakta-fakta tetap sebagai berikut: 

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah 

suami isteri sah, telah memiliki 2 (dua) orang anak;  

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis,  telah 

lama terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diiringi dengan 

kekerasa fisik dan ungkapan kasar; 

3. Bahwa  perselisihan dan pertengkaran diantaranya dipicu oleh Tergugat 

yang telah selingkuh dengan wanita lain yang puncaknya Penggugat 

meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sehingga pisah tempat tinggal 

sejak bulan Maret 2018,hingga kini 15 bulan lamanya; 

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dengan 

Termohon sudah tidak pernah rukun kembali meskipun telah diupayakan 

rukun; 

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan 

dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam 

Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan  jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan 
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pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;    

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   ketentuan  pasal - pasal tersebut,  

terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian 

yaitu :  

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;  

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami  isteri sudah tidak ada 

harapan untuk rukun kembali ; 

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu  

sebagai berikut :  

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa 

antara Penggugat mohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus Tergugat kasar prilaku dan kasar ucapan 

dipicu  Tergugat yang telah memiliki wanita  lain. Dengan demikian unsur 

pertama  tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 

telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang hingga kini telah 

berlangsung selama 15  bulan, dan telah diupayakan damai oleh komandan 

kesatuan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian 

unsur yang kedua juga telah terpenuhi ;    

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap 

persidangan sampai akhir persidangan, dan telah pula melibatkan kesatuan 

Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil . Dengan demikian maka unsur 

ketiga juga telah terpenuhi ;   

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka 

cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dipandang telah 

memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu; 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

                                   Hal. 16 dari 19 hal Putusan No. 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr. 
 

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang bahagia dan  kekal berdasarkan  

Ketuhanan Yang Maha Esa ; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah ; 

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur’an Surat Ar 

Ruum ayat 21, yang berbunyi : 

ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
 في ذلك لأيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  sudah 

pecah (broken marriage). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk 

mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, 

mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam, dan Al-qur’an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas 

; 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majlis sependapat dengan pendapat 

Ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Ghayatul Muram Li Syaikh Al 

Majdi, yang menerangkan : “ Apabila isteri telah memuncak kebenciannya 

terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-

laki (suami) dengan talak satu “; 
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         Menimbang, bahwa Majlis Hakim juga perlu mengambil alih pendapat  

Dr. Musthafa As Shiba’i  dalam kitab Al mar’atu bainal fiqhi wal qonun halaman 

100 untuk dijadikan pertimbangan  hukum dalam putusan ini  yang  

menyebutkan: 

تربية الاولاد  بفاءن الحيا ة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ 

ان او كوسلوكهم  ولا خير فى اجتماع بين متباغضين  ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا 

 يهيئ لكل واحد اللهنافها  فاءنه من الخير  ان تنتهى  العلا قة الزوجية بين هذين الزوجين  لعل 

 منهما شر يكا اخر لحيا ته يجد معه الطماءنينة والاءستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan 

adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan 

menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak 

dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya 

mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-

kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang 

membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya 

yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara 

dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu )  Allah 

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, 

barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan 

kedamaian.; 

             Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktpber 1991 terdapat abstrak hukum yang pada 

intinya adalah “Apabila pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua 

belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa 

mempersoalkan siapa yang salah” ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut 

diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh 

Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

beserta penjelasannya huruf (f), Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu 
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”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga 

berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. pasal 39 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang 

tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;  

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab 

Ghayatul Maram Li Syaikhi Al Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam 

perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya 

suami kepada isteri dengan talak satu ba'in sughra. Dengan demikian, Majelis 

menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (Ubaidatul hasanah binti H.Ubaidillah);   

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor  50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu  ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (Ubaidatul hasanah binti H.Ubaidillah);   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus duaapuluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim 

pada hari Senin tanggal 13 Mei  2019 M. Bertepatan dengan tanggal 08 

Romadhon 1440 H. oleh kami  Dra. Nur Sholehah, MH. sebagai  Ketua 

Majelis,  Drs. H. Nuril Ihsan dan  Drs. Moh. Hosen, SH.MH. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota,  putusan mana  diucapkan pada hari senin tanggal 
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20 Mei 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 15 Romadhon 1440 H.  dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua 

hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Riza Amalia, S.Ei. sebagai Panitera 

Pengganti  dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya pihak  

Tergugat. 

 

Hakim Anggota,  Ketua Majelis, 
  
  

      Ttd. 
 

      Ttd. 

  
Drs. H. NURIL IHSAN Dra. NUR SHOLEHAH, M.H. 
 
Hakim Anggota, 

 

  
  

       Ttd.  
  

Drs. MOH. HOSEN S.H. M.H.  
  

Panitera Pengganti, 
  

 
  Ttd. 

 
         Ttd.  
 
RIZA AMALIA, S.Ei.   

 

 
 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-       

2. Biaya Proses  : Rp.  50.000,-                         

3. Biaya Panggilan  : Rp.530.000,-    

4. Radaksi   : Rp.    5.000,- 

5. Biaya Meterai  : Rp.    6.000,- 

Jumlah   : Rp.621.000,- 

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)           
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P U T U S A N

Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

      DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara pada tingkat banding, dalam persidangan  majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : 

PEMBANDING, umur 47 tahun,  agama Islam,  pendidikan SMA,  pekerjaan TNI,

tempat tinggal di KABUAPATEN JEMBER, Berdasarkan

surat  kuasa  tertanggal  26  Desember  2018  yang  telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Jember

dengan register Nomor 2901/Kuasa/XII/2018, tanggal 31

Desember  2018  telah  memberi  kuasa  kepada  AGOES

TRIONO, SH. dan LODOWIK LLOYD H.L, SH., keduanya

Advokat berkantor di Perum. Jember Permai I Jl. Semeru

XIII.U-10  Kabupaten  Jember,  semula disebut  sebagai

Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu

rumah tangga, Bertempat  tinggal KABUPATEN JEMBER,

dalam hal ini menguasakan kepada Mohammad Hasby As

Shiddiqy,SHI.  Advokat  berkantor  di  Lembaga  Konsultasi

dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember yang

beralamat Jl. Jumat No.94 Kelurahan Mangli, Kecamatan

Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 23 Mei 2018, semula disebut sebagai Penggugat,

sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;
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DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Agama  Jember  Nomor  2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal  20 Mei  2019  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  15  Ramadhan 1440  Hijriyah,  dengan  mengutip

amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu   ba'in  shughra  Tergugat  (PEMBANDING)

terhadap Penggugat (TERBANDING);  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus duaapuluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut  Tergugat untuk selanjutnya disebut

Pembanding  telah  mengajukan  permohonan  banding  pada tanggal  17  Juni

2019 sebagaimana tercantum dalam  akta permohonan banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama  Jember  dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Penggugat untuk  selanjutnya disebut  Terbanding

pada tanggal 18 Juni 2019; 

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda

Terima  Memori  Banding  Nomor  2764/Pdt.G/2018/PA.Jr yang  dibuat  oleh

Panitera  Pengadilan  Agama  Jember tanggal  27  Juni 2019 dan  telah

diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juni 2018; 

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan

Kontra  Memori  Banding  sebagaimana  surat  keterangan  tidak  mengajukan

kontra  memori  banding  Nomor  2764/Pdt.G/2018/PA.Jr yang  dibuat  oleh

Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 17 Juli 2018;

Bahwa,  Pembanding  telah  diberitahu  untuk  melakukan  pemeriksaan

berkas  perkara  (inzage)  pada  tanggal  18  Juni  2019  dan  tidak  melakukan

pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan

Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember

Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 03 Juli 2019; 

Bahwa,  Terbanding  telah  diberitahu  untuk  melakukan  pemeriksaan

berkas  perkara  (inzage)  pada  tanggal  18  Juni  2019  dan  tidak  melakukan

pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan
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Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember

Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 03 Juli 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Tinggi  Agama  Surabaya  pada  tanggal  23  Juli 2019  dengan  Nomor

332/Pdt.G/2019/PTA.Sby  dan  telah  diberitahukan  kepada  Pembanding  dan

Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2516/Hk.05/6/2019 tanggal 23 Juli 2019; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  banding  Pembanding

telah  diajukan dalam tenggat  waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur

dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1947,  tentang

Peradilan Ulangan di Jawa Madura,  maka permohonan banding tersebut harus

dinyatakan dapat diterima; 

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

setelah  mempelajari  dan memperhatikan   dengan saksama   salinan resmi

putusan Pengadilan Agama Jember  Nomor  2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal  20

Mei  2019  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  15  Ramadhan 1440  Hijriyah,

Berita  Acara  Sidang,  memori  bandimg  yang  diajukan  oleh   Pembanding

utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan

tersebut,  maka  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  pada

dasarnya  sependapat  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  dengan

segala  pertimbangan  hukumnya,  namun  perlu  perbaikan,  penambahan  dan

penyempurnaan  baik  dalam  pertimbangan  hukum  maupun  amarnya  yang

selengkapnya sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang,  bahwa  keberatan  Pembanding  yang  disampaikan  dalam

memori  banding  yang  terkait  dengan  tidak  disertakan   ijin  perceraian  dari

kesatuan  Tergugat.  Menurut  Majelis  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya

keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan, karena

hal tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dengan tepat dan benar, dan Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Jember  telah  melakukan  tindakan  sesuai  Surat
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Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang  Petunjuk

Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, dengan baik dan benar;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jember  yang

memutus  perkara  a  quo dengan  mengabulkan  gugatan  Pembanding  untuk

menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding terhadap Pembanding, dengan

pertimbangan  hukum  yang  dikemukakan  dalam  putusannya,  yang  pada

pokoknya   bahwa  kondisi  rumah  tangga  antara  Pembanding  dengan

Terbanding  telah  pecah  dan  tidak  harmonis  lagi,  karena  sering  terjadi

percekcokan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan  untuk

rukun  kembali  adalah  tepat  dan  benar,  apalagi  antara  Pembanding  dan

Terbanding telah  pisah rumah dan tempat tinggal  sejak  Maret  2018 sampai

dengan perkara diputus oleh Pengadilan Agama Jember 2019 yaitu tanggal 13

Mei 2019 dan selama pisah antara keduanya telah tidak ada hubungan dan

komunikasi yang harmonis, sedangkan bagi Terbanding telah berketetapan hati,

tetap  bersikeras  untuk  bercerai  dengan  Pembanding  karena  Pembanding

mempunyai  sifat  kasar  dan  berselingkuh  dengan  wanita  lain,  dan   Majelis

Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan

Terbanding,  baik  di  dalam  setiap  persidangan  maupun  di  luar  persidangan

dengan melalui  mediator bernama Akhmad Marjuki,  S.H.,  akan tetapi  usaha

Majelis Hakim tidak berhasil. Dengan demikian maka  menurut Majelis Hakim

Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya,  membiarkan  dan  mempertahankan

kehidupan rumah tangga yang telah pecah dengan melanjutkan perkawinan

madlaratnya lebih besar  dari  pada manfaatnya.   Ini   harus dihindari.  sesuai

Kaidah  Fiqhiyyah yang termaktub dalam  Kitab Al-Asybah Wan Nadhair  yang

berbunyi sebagai berikut :  

Artinya  :  Menghindari  kerusakan  didahulukan  dari  pada  mengambil

kemaslahatan; 

Dan  kalau  Pembanding  dan  Terbanding  dipaksakan  untuk  mempertahankan

dan  meneruskan  perkawinan,  berarti  membiarkan  adanya  kedhaliman  yang

bertentangan dengan keadilan, dan menghukum salah satu suami isteri dengan

penjara  yang  berkepanjangan,   karena  rumah  tangga  telah  goncang   dan

pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali.  Ini juga harus dihindari,  sesuai
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ibarah yang termaktub  dalam kitab Maadza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaaq  Juz

I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya  sebagai  pendapatnya  sendiri,   ibarah  tersebut  berbunyi  sebagai

berikut :

Artinya  :  Islam  memilih  lembaga  thalaq/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

satu suami isteri  dengan penjara yang berkepanjangan. Ini  adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  237K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999,  menetapkan  bahwa

pertengkaran,  hidup  berpisah  tidak  dalam  satu  tempat  kediaman  bersama,

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

lain, serta   Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  285

K/AG/2000 tanggal  10  November  2000 yang mengandung abstraksi  hukum,

bahwa bilamana suami  istri  dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi

pertengkaran dan perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk

merukunkan kembali suami istri  tidak berhasil, fakta yang demikian itu harus

dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak

bisa dipertahankan lagi. Dengan  demikian maka telah terpenuhilah ketentuan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  Putusan  Pengadilan  Agama  Jember

tentang perceraian patut untuk dikuatkan;

Tentang  Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding tentang perceraian 

telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya   secara ex officio  sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI  Nomor  3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan 
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Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili  perkara 

perempuan berhadapan dengan Hukum, dapat mewajibkan kepada Terbanding 

untuk memberikan uang iddah dan Mut’ah  kepada Pembanding meskipun tidak 

diminta;

        Menimbang, menurut Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam , bahwa

bagi  seorang  isteri  yang  putus  perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau

iddah, kecuali  qobla  al  dukhul  dan  perkawinannya  putus  bukan  karena

kematian  suami.  Pasal  153  ayat  (2)  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam

dinyatakan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya

90 (embilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sempilan puluh)

hari, yang  tujuan dari pemberian iddah adalah Lil Ibro’ (bersihnya Rahim) ya’ni

untuk  dapat  mengetahui,  apakah  dalam masa  iddah  bagi  perempuan  yang

bercera di dalam rahimnya ada benih/janin yang berasal dari suami atau tidak ?

dan selama masa  iddah seorang isteri  yang bercerai  tidak boleh kawin lagi

dengan  laki-laki  lain.  Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

Agama Surabaya berpedapat bahwa oleh karena Terbanding dalam menjalani

masa  iddah  selama  3  kali  suci  (3  bulan)   atau  sekurang-kurangnya  90

(sembilan puluh) hari, Terbandingn tidak diperkenankan untuk menikah dengan

laki-laki  lain, maka wajiblah bagi Pembanding untuk memberi  nafkah kepada

Pembanding  selama  masa  iddah  yaitu  3  bulan  a  bulan  sebesar  Rp

1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

nominal  ini  adalah berdasarkan kelayakan dan kepatutan dikaitkan  dengan

keadaan Pembanding yang berstatus sebagai  anggota TNI yang berpangkat

sersan Mayor;

 Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam,

Mut’ah  adalah pemberian suami kepada isteri yang dijatuhi talak, baik berupa

benda atau uang dan lainnya, yang tujuannya agar hati isteri yang diceraikan itu

terhibur hatinya, dan  untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-

Islami Wa Adillatuhu jilid VII halaman 320 yang diambil diambil alih oleh Majelis

Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  sebagai  pendapatnya  sendiri,
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pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Artinya:  “Pemberian  mut’ah  itu  agar  istri  terhibur  hatinya,  dapat

mengurangikepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan

keinginan rukun kembali  sebagai  suami istri,  jika talak itu bukan

ba’in kubra”.

Sedangkan Terbanding telah berjasa untuk menjadi isteri Pembanding   selama 

kurang lebih 21 tahun dan selama itu pula Terbanding telah mendampingi dan 

melayani Pembanding dalam suka dan duka, sehingga Menurut Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya patutlah Pembanding diwajibkan untuk 

memberikan Mut’ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah 

Rp18.000.000,00 (delapan belas rupiah). Dengan pertimbangan lamanya 

perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan mut’ah merupakan 

kenang-kenangan terakhir sebagai penghibur hati yang luka yang 

diperhitungkan selama nafkah 1(satu) tahun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jember

Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal  15 Ramadhan 1440 Hijriyah,  patut dikuatkan dengan perbaikan amar

dan  pertimbangan  hukum,  yang  secara  lengkap  amarnya  berbunyi

sebagaimana  tersebut  dibawah ini;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; 

Mengingat  dan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan,  permohonan  banding  yang  diajukan  oleh  Pembanding

dapat diterima;
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II. Menguatkan  putusan  Pengadilan  Agama  Jember  Nomor

2764/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal  20 Mei  2019  Masehi  bertepatan  dengan

tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang secara

lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu  ba'in shughra Tergugat  (PEMBANDING)

terhadap Penggugat (TERBANDING);  

3. Menghukum  kepada  Tergugat  untuk  membayar  kepada

Penggugat  berupa :

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

rupiah);

           3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta

rupiah);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.621.000,00 (enam ratus duaapuluh satu ribu rupiah);         

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding  sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami,

Drs.  H.  Lutfi,  S.H.,  M.H.  sebagai  Hakim Ketua Majelis,  Drs.  H.M.  Roehan

El  Ghani,  S.H. dan  H.A.  Afandi  Zaini,  S.H.,  S.Ag.,  M.M. masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  berdasarkan  Penetapan  Ketua Pengadilan  Tinggi

Agama Surabaya tanggal 24 Juli  2019  Nomor  332/Pdt.G/2019/PTA.Sby. telah

ditunjuk  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dalam tingkat  banding,

putusan mana diucapkan pada hari  Kamis tanggal  15 Agustus 2019 Miladiyah

bertepatan  dengan  tanggal 14  Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh  Ketua  Majelis

tersebut  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  dengan  didampingi  oleh  para

Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj. Suffana Qomah sebagai Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
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Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Hakim Anggota,

 Ttd. Ttd.

Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.               H.A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp.    134.000,00

- Redaksi : Rp.    10.000,00

-     Meterai                         : Rp.      6.000,00  

Jumlah : Rp.  150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.
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RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-

- Redaksi : Rp.   10.000,-

-     Meterai                         : Rp.     6.000,  -  

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.
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